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ABSTRAK 

 

Nama          : WARIS 

NIM          : 4004213035 

Fak. Program Studi        : Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Pembimbing/Promotor I        : Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed 

Pembimbing/Promotor II        : Dr. Mailin, M.A 

Judul Disertasi                 : Model Komunikasi Islami Pemerintah Dalam      

Membangun Moderasi Beragama Berbasis  

Kearifan Lokal Di Kota Tanjung Balai  
 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana komunikasi pemerintah dalam 

membangun moderasi beragama di Kota Tanjung Balai, Penelitian ini dianggap 

penting kerna  sejarah kota Tanjungbalai sebagai kota religius yang memiliki 

sikap toleransi cukup baik, belakangan  menjadi salah satu kota ter in-toleran 

sejak peristiwa pembakaran rumah ibadah pada tahun 2016. Jenis penelitian 

disertasi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Selanjutnya data di analisis menggunakan analisis data kualitatif, 

analisis yang dilakukan secara berkesinambungan mulai pengumpulan data 

sampai penelitian selesai . Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota 

Tanjung Balai memiliki sikap  toleransi yang cukup baik saat ini. Hal ini 

dibuktikan dengan kondisi masyarakat yang saling menghargai, dan masih 

memegang teguh kearifan lokal  yang berlaku di masyarakat Kota tanjungbalai. 

Moderasi beragama dapat di pahamkan kepada masyarakat melalui kearifan lokal 

yang telah ada seperti pesta rakyat (pesta Korang), tradisi songgot, menghargai 

saudara semarga, dan beberapa keraifan lokal lainnya. Pemerintah membangun 

komunikasi dengan masyarakat melalui Kementerian Agama, Organisasi 

Masyarakat, FKUB, Tokoh Agama, serta Tokoh Masyarakat dalam 

mensosialisasikan Moderasi Beragam melalui Kampung Moderasi Beragama 

Kota Tanjungbalai. Penelitian ini memberikan bukti bahwa dalam kearifan lokal 

masyarakat terdapat 4 indikator Moderasi Beragama,  sehingga pemahaman 

Moderasi Beragama akan lebih mudah bagi masyarakat jika dilakukan melalui 

pendekatan kearifan lokal yang ada.    

 

Keywords: Moderasi, Beragama, Kearifan, Lokal 
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ABSTRACT 

 

 

Name    : Waris 

NIM    : 4004213004 

Faculty               : Islamic Communication and Broadcasting 

  Promoter I                               : Prof. Dr. Lahmuddin, M. Ed  

  Promoter II                              : Dr. Mailin, M.A   

  Dissertation Title                    : Government Communication in Building Religious 

Moderation Based on Local Wisdom Values in 

Tanjungbalai City 

 

This research aims to see how government communication in building 

religious moderation in Tanjung Balai City. This research is considered 

important because the city of Tanjungbalai has a history of intolerance cases, so 

this city is dubbed as one of the intolerant cities. Tanjung Balai City historically 

has local wisdom that can be used as an instrument of religious moderation in the 

city of Tanjungbalai. This study used qualitative research methods with a 

phenomenological approach. The data collection techniques used in this article 

are observation, interviews and documentation. Then, the collected data will be 

analyzed Then, the collected data will be analyzed using qualitative research 

analysis. The results showed that the city of Tanjung Balai is currently rich in 

ethnic and religious diversity. This city is unique in the cultural context because 

there are several societies that still adhere to animism and dynamism. There are 

also some local wisdom that can be maximized in degrading intolerance by 

putting aside differences through local wisdom. So far, the government has 

socialized local wisdom as an instrument of religious moderation but the success 

indicators are still immeasurable. At this level, the government has an obligation 

to collaborate and bring synergy with the community to degrade religious issues 

in the city of Tanjung Balai. 

Keywords: Government Communication, Religious Moderation, Local Wisdom  
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 مهخص انبحث

 ث: وار    الاسم 
 ٖٕٗٓٓٔٗٓٓٗ:    قم التسجيلر 

 : الاتصال والإذاعة الإسلامية   المسلك
 الدين ، م. إدلحم  الأستاذ الدكتور:   المشرف / المروج الأول 

 مايلين ، ماجستير الدكتورة :   ةالثاني ة/ المروج ةالمشرف
قيم المحلية الالقائم على   الديني توسط: الاتصال الحكومي في بناء ال  طرروةةعنوان الأ

 بالاي     في مدينة تانجونج 
فٜ  ٗرسبٍحٔ اىذْٜٝ اىز٘سظرٖذف ٕزٓ اىذساسخ إىٚ ٍعشفخ مٞفٞخ الارصبه اىحنٍٜ٘ فٜ ثْبء 

ٝعزجش ٕزا اىجحث ٍَٖب لأُ ٍذْٝخ ربّدّ٘ح ثبلاٛ ىٖب ربسٝخ ٍِ اىزعصت  .ٍذْٝخ ربّدّ٘ح ثبلاٛ

رزَزع ٍذْٝخ ربّدّ٘ح ثبلاٛ ربسٝخٞب (. Intolerance’s city) حزٚ ٝيقجٖب ة"ٍذْٝخ اىزعصت"

 ٍْٖح ٕزا اىجحثرْبٗه . فٖٞب اىذْٜٝ ز٘سظٍحيٞخ اىزٜ َٝنِ اسزخذاٍٖب فٜ أدٗاد اى قٌٞث

 Qualitative method with phenomenological)الأسبىٞت اىْ٘عٞخ ٍع ّٖح اىظ٘إش

approach.) خط٘ارٖب اىثلاثخ:  اىزصْٞف، اىعشض، ٗأٍب طشٝقخ رحيٞيٖب ثَْ٘رج اى٘صفٜ ث

 ٗثعذ راىل سٞزٌ رحيٞو اىجٞبّبد ثبسزخذاً رحيٞو اىجحث اىْ٘عٜ. ٗاسزْزبج اىجحث

ٍذْٝخ ربّدّ٘ح ثبلاٛ فٖٞب اىقجبئو  ثأُ  رنُ٘  ّزبئح اىجحث ىٖزٓ الأطشٗحخ رْبٗه اىجبحث 

عخ ّ٘  اىقٌٞٞخ. ْٕٗبك أٝضب ٗىٖب فشٝذح ثقبفٞخ ثَ٘خ٘د اىشٗحبّٞخ ٗاىذْٝبٍٞن ٗالأدٝبُ اىَزْ

خ اىَحيٞقٌٞ اخفبء اىخلافبد ثبى لإضعبف اىزعصت ٍِ خلاه ٖب اىحنٍ٘خاىَحيٞخ اىزٜ رسزخذٍ

 فحست.

  دْٜٝاى٘سبئو قٌٞ فٜ اىَحيٞخ ٍع اسزعَبه اىقٌٞ  بىزْشئخ الاخزَبعٞخث  حبىٞب  قبٍذ اىحنٍ٘خ ٗ 

سز٘ٙ، لاصً عيٚ اىحنٍ٘خ مبُ ٍؤششاد اىْدبذ لا ٝضاه قبثيخ ىيقٞبط.  ٗعيٚ ٕزا اىَ حٞث

 ثبىزعبُٗ ٗاىلارفبق ٍع اىَدزَع ىزذٕ٘س اىَشبمو اىذْٝٞخ فٜ ٍذْٝخ ربّدّ٘غ ثبلاٛ.

 انحىسط انديىي، انىعي انديىي انمحهيةانقيم   :انكهمات الأساسية  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang beranekaragam.  

Keanekaragaman ini ditandai dengan berbagai kesatuan sosial yang terbentuk 

berdasarkan perbedan suku bangsa, adat istiadat, budaya dan agama (Rozak, 

2008). Keanekaragaman masyarakat Indonesia ini merupakan sebuah anugerah 

tak ternilai dari Yang Maha Kuasa. Namun, keanekaragaman bangsa ini akan  

membawa kebaikan jika dapat dijaga, akan tetapi keanekaragaman ini akan 

membawa bencana, jika tidak dapat dijaga. Keanekaragaman ditengah kemajuan 

teknologi akan sangat rentan dengan perselisihan, dan konflik, serta beraneka 

problematika sosial dan agama  jika tidak dijaga dengan baik. Problematika sosial 

dan beragama yang terjadisaat ini  di Indonesia tidak hanya mencakup batas-batas 

eksternal antar umat beragama, namun juga dalam batas internal umat seperti 

saling mengkafirkan, klaim kebenaran dan perundungan sesama pemeluk agama. 

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih rentan dengan konflik 

dan intoleransi antar umat beragama. 

Di sini terlihat bahwa kemajemjukan bangsa Indonesia baik dari segi 

agama, budaya, bahasa juga suku, yang telah disatukan oleh Bhinneka Tunggal 

Ika, tetap rentan dengan gesekan-gesekan dan konflik. Keberagaman agama dan 

keyakinan bangsa Indonesia sejatinya  menjadikan bangsa ini sebagai mercusuar 

peradaban dunia karena memiliki kekayaan nilai budaya luhur yang lebih efektif 

untuk membangun komunitas berperadaban tinggi dengan memproyeksi sikap 
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hormat kepada kemanusiaan  Tanjungbalai merupakan salah satu daerah di 

Indonesia wilayah Sumatera Utara dengan masyarakat yang beranekaraman, 

namun dikenal sebagai daerah dengan Budaya Melayu. Keberagaman budaya 

yang dimiliki kota ini  merupakan cerminan dari negara Indonesia yang 

beranekaragam. Tanjungbalai diawal berdiri dikenal  sebagai sebuah kota religius  

dan memiliki sikap toleransi yang baik, saling menghargai antar umat beragama, 

dan antar suku, belakangan berubah menjadi  salah satu kota ter in-toleran di 

Indonesia bahkan dunia. Hal ini dikarenakan peristiwa yang terjadi di Kota 

Tanjungbalai yang tepatnya di Masjid Al-Maksum di Jl. Karya Kota 

Tanjungbalai. Pada tahun 2016 konflik yang dimulai dari seorang yang 

bernama Meliana yang berbicara kotor terhadap jamaah Masjid Al-Maksum 

ketika itu yang mengakibatkan umat Islam marah karena dianggap  menghina 

agama Islam saat Meliana tidak tahan mendengarkan suara adzan di Masjid Al-

Maksum. Akibat peristiwa ini terjadilah pembakaran Vihara dn Klenteng pada 

tahun 2016. (bbc.com.indonesia/berita_2016/07/16). Berdasarkan peristiwa ini  

Kota Tanjungbalai dinobatkan sebagai kota ter  intoleran.  

Pada dasarnya, kota Tanjung Balai yang multietnis, multikultural dan 

multireligi harusnya memiliki masyarakat yang memaklumi serangkaian 

perbedaan yang ada. Keberagaman yang ada di Kota Tanjung Balai seharusnya 

dapat dijadikan sebagai kekuatan dan dihimpun dalam konteks Bhinneka Tunggal 

Ika. Ditinjau dari segi historis, Kota Tanjung Balai merupakan wilayah dengan 

corak kerajaan melayu Asahan dan dalam sistem sosialnya memunculkan 

beragam akulturasi budaya terutama dari Batak Toba dan Melayu sehingga 
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memunculkan keunikan identitas dalam konteks kearifan lokal (Mailin, 2017). 

Sangat disayangkan apabila kehidupan masyarakat yang harmonis dengan 

kearifan lokal yang ada  selama ini, tidak dapat dioptimalkan pemerintah sebagai 

instrument dalam menerapkan moderasi beragama di kota Tanjungbalai.. 

Sementara di beberapa wilayah lain krisis toleransi masih menjadi polemik 

yang berkepanjangan. Hasil survey Wahid Institute tentang intoleransi pada tahun 

2021 mengerucut pada angka 54% yang meningkat 8% dari tahun sebelumnya 

(Media Indonesia, 2022). Isu sensitifitas agama sering terjadi di Indonesia dan 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti disharmonisasi, intoleransi, budaya 

transnasional, fanatisme dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi, Hal ini dapat 

dilihat dari beragam fenomena seperti pembakaran Vihara dan Klenteng di Kota 

Tanjungbalai (2016), biksu dilarang beribadah di Tangerang (2018), pembubaran 

paksa gereja di Yogyakarta (2017), dan lain sebagainya. Kasus-kasus di atas 

menandakan bahwa bangsa Indonesia masih minim toleransi. 

Dengan kondisi keberagaman dan potensi  konflik sosial dalam 

masyarakat  tersebut maka peran strategis pemerintah sebagai ujung tombak 

dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa agar menjadi lebih baik. 

Pemerintah yang dalam hal ini, baik Kementerian Agama sebagai leading sektor 

keagamaan masyarakat maupun pemerintah kota suatu daerah,  diharapkan 

mampu memposisikan diri di tengah-tengah keragaman tersebut. Sifat dalam 

menengahi hal tersebut dilandasi dengan mewujudkan moderasi beragama. 

Setidaknya, ada tiga tantangan kehidupan keagamaan yang dihadapi saat ini. 



4 
 

 
 

Pertama, berkaitan dengan menguatnya pandangan, sikap, dan 

perilaku keagamaan eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan 

menyingkirkan kelompok lain. Cara beragama ini tidak hanya 

mempertanyakan keabsahan Indonesia sebagai rumah bersama bagi 

kelompok-kelompok yang berbeda, tetapi juga berusaha membangun ulang 

Indonesia menjadi sebuah negara eksklusif yang hanya dimiliki kelompok 

tertentu. 

Pada 2012, CSIS melakukan survei nasional. Dari 1.200 total 

responden, ditemukan bahwa 33,4% tidak mau bertetangga dengan orang yang 

berlainan agama; 25% tidak percaya kepada umat agama lain, dan 68% 

menentang pembangunan tempat ibadah agama lain di lingkungannya. Data-

data di atas menunjukkan betapa kuatnya sikap keberagamaan eksklusif, 

sebuah sikap keberagamaan yang dibangun di atas hilangnya kepercayaan 

kepada kelompok lain, yang jika dibiarkan akan berujung pada tindakan 

penyingkiran kepada kelompok lain yang berbeda. (Kompas.com, 2012) 

Kedua,  berkaitan dengan tingginya angka kekerasan bermotif agama. 

Pandangan, sikap, dan cara beragama yang eksklusif pada akhirnya 

melahirkan berbagai praktik intoleransi dan kekerasan keagamaan yang 

menghancurkan dan mematikan. Setidaknya, sejak jatuhnya rezim Orde Baru 

pada 1998, berbagai konflik sosial keagamaan muncul di berbagai wilayah 

seperti yang terjadi di Poso dan Ambon Pada 2002, peristiwa peleedakan bom 

Bali yang menewaskan 202 orang.(Kementrian Kesehatan RI, 2022) Peristiwa 

ini disusul dengan peristiwa pengeboman Hotel J.W. Marriot Jakarta, dengan 
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korban 11 orang meninggal dan 152 mengalami luka serius (2003). Pada 2004, 

5 orang meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka berat karena ledakan 

bom di Kedutaan Besar Australia Jakarta. Setahun kemudian, bom terbesar 

kedua meluluh-lantakkan Kuta Bali dan menewaskan 22 orang dan melukai 

lebih dari 100 orang. Pada 2009, sepasang bom diledakkan di Hotel J.W. 

Marriot dan Ritz Carlton Jakarta, dengan korban 7 orang meninggal dan 50 

lainnya luka- luka. 

Peristiwa kekerasan atas nama agama kembali terjadi. Pada 14 Januari 

2016, salah satu jaringan ISIS di Indonesia melakukan serangan dengan senjata 

api dan meledakkan bom di Jalan Thamrin Jakarta dan mengakibatkan 

hilangnya nyawa 8 orang. Pada 2018, terjadi pengeboman di Gereja Santa 

Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya 

(GPPS) Jemaat Sawahan, Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, dan Markas 

Polrestabes Surabaya di tahun 2018. Pada akhirnya, di depan ideologi 

keagamaan yang tertutup, dipenuhi kebencian dan kekerasan ini, Indonesia 

dipertaruhkan.  

Ketiga, yaitu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras 

dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Atas nama agama, 

Pancasila mulai digugat dan dipertanyakan. Indonesia dianggap sebagai 

berhala. Hormat bendera merah putih diyakini mencederai iman. Di sinilah, 

kita menemukan ideologi khilafah dijajakan sebagai alternatif pengganti NKRI. 

Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada Oktober 2010 hingga 

Januari 2011, melakukan survei kepada siswa dan guru Pendidikan Agama 
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Islam (PAI) se-Jabodetabek. Hasilnya: 25% siswa dan 21% guru menyatakan 

Pancasila tidak relevan; 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan 

penerapan Syariat Islam; 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan 

bom. Pada 2016, Jaringan GUSDURian melakukan pemetaan sosial media 

dan internet, di mana hasilnya adalah narasi keislaman dan keindonesiaan 

didominasi oleh pandangan keagamaan yang menganggap bahwa demokrasi 

Indonesia dianggap sebagai musuh Islam, maka ideologi yang harus dipeluk 

umat Islam adalah ideologi khilafah. 

Perlu digaris bawahi, bahwa problematika beragama yang terjadi di 

Indonesia tidak hanya mencakup batas-batas eksternal. Intoleransi pada dewasa 

ini sudah menyentuh batas-batas internal seperti saling mengkafirkan, klaim 

kebenaran dan perundungan sesama pemeluk agama. Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat Indonesia masih gugup terhadap anugerah pluralisme yang diberikan 

oleh tuhan. Sejatinya, Indonesia adalah sebuah bangsa dimana masyarakat 

bercorak plural. Pluralitas tersebut ditandai dengan berbagai kesatuan sosial yang 

terbentuk berdasarkan perbedan suku bangsa, adat istiadat, budaya dan agama 

(Rozak, 2008). 

Kebebasan beragama merupakan hak konstitusional setiap warga Negara. 

Undang-undang dasar 1945 pasal 28 E menegaskan kebebasan untuk memeluk 

agama dan beribadah sesuai agama yang dianutnya serta jaminan perlindungan 

dari Negara terhadap segala bentuk diskriminasi, yaitu: 1) Setiap orang bebas 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan 

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 
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tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2) Setiap 

orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 

sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

Jaminan yang diberikan negara terhadap kebabasan beragama warganya 

ditegaskan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 29 yang berbunyi, ―Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu‖. 

Pada umumnya, permasalahan agama di Indonesia dipicu oleh subjektifitas 

perbedaan. Dalam Taufani (Taufani, 2018), Gusdur mengemukakan bahwa 

banyaknya perbedaan justru memunculkan banyaknya perspektif sehingga 

pluralisme rentan akan sensitifitas. Oleh karena itu, dalam membenahi 

problematika agama harus dilakukan dengan pendekatan sosial dan budaya, bukan 

agama itu sendiri. Problematika heterogenitas menjadi isu yang mengkhawatirkan 

di Kota Tanjung Balai. Dilansir dari data Kota Toleran, indeks toleransi di Kota 

Tanjung Balai sangat rendah bahkan menjadi kota paling intoleran di Indonesia 

(Kota Toleran, 2018). Hal ini sangat disayangkan mengingat keberagaman yang 

berada di Kota Tanjung Balai sangat variatif dan dapat dijadikan sebagai kekuatan 

dalam bermasyarakat.  

Kearifan lokal memiliki peran penting dalam mengenalkan moderasi 

beragama kepada masyarakat. Masyarakat yang multi-etnis dan multi-agama, 

kearifan lokal menyediakan landasan budaya dan moral yang kuat untuk saling 

menghormati dan menghargai perbedaan agama (Aksa & Nurhayati, 2020; 

Telaumbanua et al., 2023). Nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan 
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menghormati keberagaman yang tercermin dalam kearifan lokal dapat membantu 

mengatasi ketegangan antaragama dan mencegah konflik yang berbasis agama. 

Hal ini sangat penting dalam mengurangi potensi konflik dan kekerasan yang bisa 

timbul akibat perbedaan agama, sehingga mempromosikan perdamaian dan 

stabilitas sosial (Belwawin & Abineno, 2023). 

Meski demikian, sangat lumrah terjadi isu intoleransi di tengah masyarakat 

yang heterogen. Pasalnya, semakin banyak perbedaan maka akan semakin banyak 

perspektif dalam menilai suatu kebenaran (Taufani, 2018). Sayangnya terdapat 

beberapa pokok penting dalam bersosial yang gagal diinternalisasi secara utuh 

bahwa tidak ada kebenaran mutlak dalam perspektif subjektif. Pencegahan 

intoleransi yang belum signifikan juga diduga kuat karena pesan-pesan subjektif. 

Pesan-pesan moderasi beragama seharusnya tidak boleh terlepas dari konteks 

sosial, sayangnya tidak sedikit pesan moderasi beragama samapai ke masyarakat  

yang salah menggunakan dalil-dalil agama tertentu. 

Heterogenitas agama di Indonesia pada dewasa ini memunculkan 

tantangan dan konflik (Dewi et al., 2023). Perbedaan keyakinan seringkali 

menjadi sumber perselisihan dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik agama 

telah terjadi sepanjang sejarah, baik dalam skala kecil maupun besar, dan kadang-

kadang bahkan memicu konflik bersenjata. Tantangan lain yang mungkin muncul 

adalah diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama, yang dapat 

mengancam hak asasi manusia dan kebebasan beragama. 

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa pengimplementasian moderasi 

beragama sangat urgen bagi bangsa Indonesia. Serangkaian problematika 
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intoleransi di Indonesia acapkali dilandasi oleh pemikiran beragama yang 

dangkal. Padahal, seluruh agama yang eksis di Indonesia memiliki konsep 

moderasi beragama yang tujuannya untuk menyatukan masyarakat dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai humanis. 

Selain itu, pengenalan dan pemahaman moderasi beragama melibatkan 

tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama yang memiliki pemahaman 

mendalam tentang kearifan lokal juga dapat membangun kepercayaan dan 

kerjasama yang lebih baik dalam mempromosikan pemahaman dan harmoni 

antaragama. Sehingga, urgensi kearifan lokal sebagai instrumen moderasi 

beragama terletak pada potensi untuk menciptakan perdamaian, mengurangi 

ketegangan, dan membangun kedekatan sosial dalam masyarakat yang memiliki 

keragaman agama. 

Idealnya, sebagai bangsa yang selama ini menganut semboyan ‖Bhinneka 

Tunggal Ika‖ kasus intoleransi dapat didegradasi secara optimal(Muhtadi, 2019) 

Heterogenitas merupakan sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Dalam 

menjaga dinamika heterogenitas dibutuhkan moderasi beragama yang 

proporsional. Lebih dalam lagi, urgensitas menjaga nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan harus menjadi pokok penting di samping keagamaan (Al-Mujtahid 

& Sazali, 2023). Dalam tataran ini, dibutuhkan kurikulum yang mumpuni agar 

menghapuskan isu-isu intoleransi. 

Moderasi beragama merupakan isu strategis yang mendalam dalam 

kehidupan beragama di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keragaman 

budaya dan keberagaman agama. Keselarasan dan toleransi antarumat beragama 
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menjadi fondasi penting bagi harmoni sosial di tengah keragaman tersebut. Oleh 

karena itu, penting untuk terus mengutamakan moderasi beragama sebagai 

landasan utama dalam menjaga ketentraman dan keamanan dalam masyarakat. 

Untuk melihat gap penelitian dari disertasi ini, penulis menggunakan 

aplikasi Publish or Perish untuk mengumpulkan 1.000 artikel yang berkenaan 

dengan isu-isu moderasi beragama. Setelah terkumpul, penulis akan melakukan 

analisis menggunakan aplikasi VosViewer untuk memetakan gap penelitian. 

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1. 

Visualisasi jaringan artikel mengenai moderasi beragama 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bentuk jaringan yang membahas 

moderasi beragama cenderung tidak karuan. Hal ini menandakan banyaknya 

aspek yang diamati oleh peneliti terkait moderasi beragama.  
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Untuk melihat lebih jelasnya, peneliti  akan melakukan visual density 

untuk menganalisis tema- tema  yang seringkali muncul dalam penelitian 

mengenai moderasi beragama. Sebagai berikut : 

 

Gambar 2.  

Visual Densiry mengenai moderasi beragama 

Melalui gambar di atas, tema yang seringkali dibahas terkait moderasi 

beragama  adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan moral (value). Selanjutnya, 
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radikalisme (radicalism), komunitas (community) dan Kementrian Agama 

Republik Indonesia (ministry) menjadi salah satu tema yang cukup sering 

dijadikan sebagai objek penelitian. Kajian tentang kearifan lokal (local wisdom) 

juga terdapat dalam dalam penelitian walaupun jarang. 

Urgensi dari penelitian ini adalah bagaimana mengintegrasikan kearifan 

lokal dalam penerapan konsep moderasi beragama untuk meningkatkan relevansi 

dan penerimaan oleh masyarakat setempat. Ketika pemerintah dan lembaga agama 

mengambil pendekatan dengan menghargai budaya dan tradisi lokal, mereka akan 

lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan nilai-nilai dan 

norma-norma yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat setempat, moderasi 

beragama akan menjadi lebih autentik dan memiliki dampak yang lebih positif. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik  

meneliti dengan judul : Model komunikasi Islami Pemerintah  Dalam 

Membangun Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota 

Tanjungbalai.‖  

B. Identifikasi Masalah 

Berikut beberapa permasalahan peneliti temukan dalam proses penelitian 

disertasi ini, sebagai upaya mengidentifikasi masalah serta membuat masalah  

tersebut menjadi lebih terukur.  

1. Ketidakseimbangan Informasi: Masyarakat mungkin tidak memiliki 

akses yang memadai atau informasi yang seimbang tentang upaya 

pemerintah dalam membangun moderasi beragama berbasis nilai 
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kearifan lokal. Ini bisa menjadi masalah dalam membentuk 

pemahaman dan dukungan masyarakat. 

2. Resistensi Masyarakat: Adanya resistensi atau ketidaksetujuan dari 

sebagian masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membangun 

moderasi beragama. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpahaman, 

perbedaan keyakinan, atau ketidaksukaan terhadap campur tangan 

pemerintah dalam hal agama. 

3. Kekurangan Keterlibatan Masyarakat: Tidak adanya keterlibatan aktif 

masyarakat dalam pembangunan moderasi beragama. Keterlibatan 

masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang 

diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. 

4. Krisis Identitas: Potensi konflik identitas atau perasaan kehilangan 

identitas lokal dalam mengadopsi moderasi beragama. Pemerintah 

perlu memastikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal tetap dihargai dan 

terjaga seiring dengan upaya moderasi beragama. 

5. Komunikasi yang Tidak Efektif: Kemungkinan terjadinya komunikasi 

yang tidak efektif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa 

disebabkan oleh kurangnya strategi komunikasi yang tepat, bahasa 

yang tidak sesuai, atau ketidakjelasan dalam menyampaikan pesan. 

6. Kurangnya pemahaman Terhadap Kearifan Lokal: Kurangnya 

pemahaman atau kesadaran pemerintah terhadap nilai-nilai kearifan 

lokal di Kota Tanjung Balai dapat menghambat keberhasilan inisiatif 
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moderasi beragama. Perlu adanya penelitian mendalam untuk 

memahami dan menghormati nilai-nilai setempat. 

7. Tantangan Pluralisme Agama: Dalam konteks keberagaman agama, 

mungkin ada tantangan mengelola konflik atau ketidaksepakatan 

antarumat beragama. Pemerintah perlu membangun dialog yang 

inklusif dan mempromosikan kerukunan antaragama. 

8. Perubahan Sosial: Perubahan sosial yang cepat atau dinamika 

perubahan masyarakat bisa menjadi tantangan. Hal ini dapat 

memunculkan ketidakpastian atau kebingungan di kalangan 

masyarakat terkait peran agama dalam konteks nilai kearifan lokal. 

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, penting untuk merancang sebuah 

Model komunikasi yang efektif, melibatkan masyarakat secara aktif, serta  

memahami dengan baik dinamika kearifan lokal di Kota Tanjung Balai.. 

C. Fokus Masalah 

Penulis melakukan analisis terhadap beberapa fenomena yang ada, dalam 

tataran ini terdapat beberapa fokus masalah yang diadopsi dari identifikasi 

masalah dalam disertasi ini , di antaranya adalah: 

1. Kekurangan Keterlibatan Masyarakat: Ketidakpartisipan aktif 

masyarakat dalam upaya membangun moderasi beragama di Kota 

Tanjung Balai menjadi kendala utama. Minimnya keterlibatan dapat 

mengakibatkan perumusan kebijakan yang kurang mencerminkan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Kekurangan ini 

menciptakan kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan harapan 
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masyarakat, mengancam keberhasilan inisiatif moderasi beragama. 

Penting untuk mendorong partisipasi aktif melalui forum partisipatif 

dan mekanisme umpan balik, memastikan bahwa suara masyarakat 

diakui dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Kurangnya Kesadaran Terhadap Kearifan Lokal: Tantangan berikutnya 

terletak pada kurangnya pemahaman pemerintah terhadap nilai-nilai 

kearifan lokal di Kota Tanjung Balai. Tanpa pemahaman mendalam 

terhadap warisan budaya dan nilai-nilai setempat, kebijakan moderasi 

beragama dapat menjadi tidak sesuai dengan konteks sosial dan budaya 

masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret 

untuk meningkatkan kesadaran, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat 

dalam proses keputusan, dan merespons dinamika budaya secara aktif 

guna memastikan kebijakan yang lebih sesuai dengan identitas lokal. 

3. Komunikasi yang Tidak Efektif: Komunikasi yang tidak efektif 

merupakan hambatan serius dalam menjalankan upaya moderasi 

beragama. Jika pesan yang disampaikan oleh pemerintah tidak dapat 

dipahami dengan baik oleh masyarakat, hal ini dapat menciptakan 

kebingungan dan ketidakpastian. Keterbatasan dalam gaya komunikasi 

atau penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan konteks lokal dapat 

menghambat pemahaman. Pemerintah perlu memastikan bahwa pesan-

pesan mereka disampaikan dengan jelas, menggunakan bahasa yang 

sesuai, dan mengakomodasi keberagaman budaya di Kota Tanjung 
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Balai untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan dukungan 

masyarakat terhadap moderasi beragama. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta focus 

penelitian, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok 

pembahasan disertasi ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana Model komunikasi Pemerintah dalam membangun  

Moderasi Beragama di Kota Tanjung Balai? 

2. Bagaimana menanamkan konsep moderasi beragama melalui kearifan 

lokal masyarakat  Kota Tanjung Balai? 

3. Bagaimana peluang dan tantangan Pemerintah  dalam menanamkan 

konsep Moderasi Beragama berbasis kearifan lokal di Kota Tanjung 

Balai? 

E. Tujuan Penelitian 

Melalui rumusan masalah di atas, penulis mengidentifikasi tujuan  masalah 

yang menjadi pokok pembahasan, yaitu: 

1. Untuk menganalisis Model komunikasi Pemerintah dalam 

membangun Moderasi Beragama berbasis kearifan lokal di Kota 

Tanjung Balai. 

2. Untuk menganalisis penanaman konsep moderasi beragama melalui 

kearifan lokal masyarakat di Kota Tanjung Balai. 
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3. Untuk menganalisis peluang dan tantangan Pemerintah  dalam 

menanamkan konsep Moderasi Beragama  berbasis kearifan lokal di 

Kota Tanjung Balai. 

F. Batasan Istilah  

Untuk mempermudah dan memperjelas pembaca dalam memahamai tujuan 

dan pembahasan dalam disertasi ini serta menghindari ruang lingkup pembahasan 

yang terlalu luas, maka terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan Batasa, 

antara lain:.  

Judul disertasi "Model Komunikasi Islami Pemerintah Dalam Membangun 

Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Tanjung Balai" penelitian  

ini terbatas pada konteks Kota Tanjung Balai dan tidak melibatkan wilayah atau 

kota lain. Pembatasan ini dilakukan untuk mendalami dampak moderasi beragama 

berbasis nilai kearifan lokal secara khusus di kota ini. 

1. Model Komunikasi Islami  

Model adalah gambaran untuk ,menjelaskan dan menerapkan teori. 

Model juga diartikan sebagai sebuah teori yang disederhanakan, yang 

mampu menggambarkan suatu fenomena seserhana mungkin. Ardianto, 

dalam (Komunikasi Massa Suatu Pengantar : 2007) menyatakan bahwa 

model komunikasi adalah gambaran suatu proses yang dibutuhkan dalam 

terciptanya komunikasi. 

Pengertian komunikasi menurut ahli (Hovlan) adalah … 

communication is the process by which an individual transmits stimuli 

usually verbal symbols to modify the behaviour of other individuals..‖ 
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(Komunikasi adalah proses di mana seorang individu memindahkan secara 

terus menerus simbol verbal untuk mengubah tingkah laku individu lain). 

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Siporin, adalah ―komunikasi 

sebagai proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan 

dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi/mengirim, menerima, 

dan menanggapi pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi‖. 

Sedangkan kata pemerintah sendiri menurut Pamudji (1985:22) berasal 

dari kata ‖perintah‖ yang mengandung makna menyuruh, melaksanakan 

dan melakukan sesuatu pekerjaan. Namun, tinjauan asal kata pemerintah 

sebenarnya berasal dari kata Inggris, yaitu Government yang sudah biasa 

diterjemahkan sebagai ‖pemerintah‖ dan ‖pemerintahan‖ di Indonesia. 

Pengertian yang berkembang di lingkungan akademik tentang kata 

―Pemerintahan‖ ini tampaknya mempengaruhi perilaku aparatur pegawai 

negeri sipil karena makna yang dipahami terkait dengan nomen klatur kata 

―Pemerintahan‖ tersebut  ―Pemerintahan‖ adalah ―kemampuan 

memberikan pelayanan yang sebaik- baiknya kepada berbagai pihak‖, 

karena suatu pengertian dari nomenklatur akan berpengaruh terhadap 

perilaku orang-orang yang memangku jabatan, dalam hal ini adalah 

―Aparatur Pemerintah‖. 

Konsep komunikasi menurut Harold D. Lasswell yang 

dikemukakan oleh Onong Uchjana (2001:10) bahwa cara yang tepat untuk 

menerangkan suatu tindakan komunikasi adalah menjawab pertanyaan 

who says (siapa yang berbicara), what (apa yang dibicarakan), in what 



19 
 

 
 

channel (media apa yang dipakai), to whom (kepada siapa lawan bicara), 

dan what effect (efek yang ditimbulkan). Jadi berdasarkan konsep Laswell 

tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. 

Everett M. Rogers (dalam Cangara,2016:22) seorang pakar 

Sosiologi Pedesaan Amerika yang telah banyak memberi perhatian pada 

studi riset komunikasi mendefinisikan bahwa komunikasi adalah proses di 

mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada seorang penerima atau lebih 

dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Definisi tersebut 

senada dengan yang dikemukakan oleh Hovlan,Janis and Kelley (dalam 

Roudhonah,2019:23) bahwa komunikasi bertujuan untuk merubah atau 

membentuk perilaku orang lain (masyarakat). 

Definisi komunikasi telah dijelaskan di atas yaitu proses 

seseorang (komunikator) menyampaikan pesan dengan tujuan mengubah 

atau membentuk perilaku-perilaku orang lain (khlayak). Proses 

komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian (mutual 

understanding) antara kedua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi.  

Sedangkan arti Islam secara etimologi adalah tunduk, patuh dan 

damai. Menurut Al Jurjani (dalam Hefni,2017:7) bahwa Islam adalah 

kerendahan dan ketundukan terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulallah 

Saw. Sedangkan menurut Yatimin Abdullah (2006:7), Islam mengacu pada 

agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Swt. bukan 

berasal dari manusia. 
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Islam secara terminology, Amin Syukur (2004:93) mendefinisikan 

bahwa Islam adalah ad Din yaitu titah Tuhan yang diturunkan melalui para 

nabi-Nya untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia yang 

mempunyai akal sehat untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan 

akherat. Harjani Hefni (2015:10) mendefinikan Islam sebagai kumpulan 

seluruh nilai yang diturunkan Allah Nabi Muhammad SAW untuk 

disampaikan kepada seluruh umat manusia baik hukum akidah, akhlak, 

ibadah, muamalah serta berita-berita yang disebutkan Alquran dan As 

Sunah. 

Dari penjelasan singkat tentang Islam tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Islam adalah ketundukan terhadap keseluruhan nilai yang 

terkandung dalam Alquran dan As Sunah baik berupa hukum, akidah, 

akhlak, muamalah maupun berita atau kisah-kisah masa lampau. Dari 

pengertian komunikasi dan Islam di atas, komunikasi Islam didefinisikan 

sebagai suatu proses menyampaikan pesan atau informasi dari 

komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip dan kaidah 

komunikasi yang terdapat dalam Alquran dan Hadis, baik secara langsung 

atau tidak langsung, melalui perantaraan media atau tidak, yang bertujuan 

untuk membentuk pandangan umum yang benar berdasarkan hakikat 

kebenaran agama. Proses penyampaian pesan dengan berpegang teguh 

pada prisnsi-prinsip Alquran dan Hadits berarti komunikator dalam 

menyampaikan pesan harus berprinsip pada keikhlasan, kejujuran, 

kebenaran, selektif dan valid dan mengedepankan keseimbangan berita 
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(Niland et al., 2020). 

Dengan demikian bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh 

seorang komunikator kepada komunikan (khalayak) tidak hanya dinilai 

sebagai aktivitas muamalah, hubungan antara manusia belaka, tetapi juga 

dengan Tuhannya. Konsep inilah menjadi landasan pokok komunikasi 

Islam dan hal itulah yang membedakan antara konsep komunikasi secara 

umum dengan konsep komunikasi Islam. 

Konsep komunikasi Islam tersebut diperkuat oleh perspektif bahwa 

Islam merupakan agama yang bersifat mission (dakwah) yang mendesak 

penganutnya agar menyebarkan pesan-pesan Islam kepada seluruh umat 

manusia. Setiap individu muslim dianggap sebagai komunikator agama 

dimana mereka diwajibkan menyampaikan pesan- pesan Islam 

berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing. Tanggung jawab ini 

membuat tugas komunikasi menjadi penting, bahkan diperlihatkan oleh 

Nabi Muhammad Saw. yang memerintahkan agar setiap muslim 

menyampaikan pesan dari beliau walaupun hanya satu ayat. Simbolis satu 

ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya kebenaran ajaran agama 

untuk disampaikan dengan efektif berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi 

yang digariskan oleh Alquran dan Hadits (Niland et al., 2020). 

Komunikasi Islami adalah konsep yang menggabungkan prinsip-

prinsip komunikasi dengan nilai-nilai Islam. Teori ini menekankan pada 

pentingnya kejujuran, penghargaan terhadap keberagaman, dan kesantunan 

dalam berkomunikasi. Selain itu, konsep-konsep komunikasi kenabian 
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turut menjadi bagian integral dari teori ini, menjadikan komunikasi sebagai 

alat untuk memperkuat nilai-nilai dalam tataran sosial (Faridah et al., 

2023). 

Dari penjelaskan diatas, bahwa komunikasi Islam yang di pakai 

dalam judul disertasi ini adalah komunikasi yang dibangun atas dasar 

prinsip-prinsip Islam yang memandang proses komunikasi bukan hanya 

sebatas hubungan antara manusia tetapi lebih juga hubungan antara 

manusia dengan Tuhan yang bernilai ibadah. 

2. Komunikasi pemerintah 

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia 

(human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi 

pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari kontek 

komunikasi organisasi dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi 

organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui 

jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain 

berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang disampaikan dan yang 

diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide 

(sharing ideas), instruksi (instruction), atau perasaan-perasaan (feelings) 

(Malone, 1997). 

Komunikasi pemerintahan eksternal pada hakekatnya merupakan 

proses penyebaraninformasi dan penerimaan informasi oleh pemerintah 

kepada dan dari publik. Informasi yangdisebar oleh pemerintah kepada 

publik disebut informasi publik (public information) sedangkaninformasi 
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yang diterima pemerintah dari publik disebut public opinion. Oleh karena 

yang disebaradalah informasi publik maka komunikasi pemerintahan 

kadang-kadang disebut komunikasi publik (public communication) dan 

karena informasi publik yang disebar berupa kebijakan ma ka komunikasi 

pemerintahan juga disebut komunikasi kebijakan (Dunn, 1998). 

Komunikasi pemerintah  dalam penelitian ini difokuskan pada 

peran dan strategi komunikasi yang diadopsi oleh pemerintah setempat. 

Sementara interaksi dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya bisa 

diakui, penelitian ini tidak akan mengeksplorasi komunikasi dari 

perspektif non-pemerintah. 

3. Moderasi Beragama:  

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin moderâtio, yang 

berarti ke­sedang­an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu 

juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan 

kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan 

dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 

2. n penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, ―orang itu bersikap 

moderat‖, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, 

biasa­biasa saja, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata moderation 

sering digunakan dalam pengertian average (rata­rata), core (inti), 

standard (baku), atau non-aligned (tidak berpihak). Secara umum, moderat 

berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan 

watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun 
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ketika berhadapan dengan institusi negara. . Artinya, pada tataran teologis, 

setiap orang berhak dan bahkan seharusnya meyakini kebenaran 

agamanya, tetapi pada saat yang sama (pada tataran sosiologis) memahami 

bahwa orang lain pun memiliki keyakinan terhadap ajaran agama mereka, 

karena keyakinan adalah wilayah yang sangat subjektif, wilayah hati. 

Pandangan orang akan menganggap apa yang ada dan dekat pada dirinya 

paling baik, tetapi tidak perlu dirisaukan kalau orang lain memandang lain 

(Rahman & Noor, 2020). Moderasi beragama dalam penelitian ini cara 

pandang sikap beragamaindividu dan kelompok dalam masyarakat dengan 

penekanan pada bagaimana pemerintah memfasilitasi dialog dan 

mempromosikan sikap saling menghormati antarumat beragama. Aspek-

aspek lain dari moderasi beragama, seperti pengaturan kebebasan 

beragama, bisa diperlakukan secara tangensial tetapi tidak menjadi fokus 

utama. 

4. Nilai Kearifan Lokal:  

Pemahaman nilai kearifan local dimaknai sebagai bagian dari 

budaya suatu masyarakat . Menurut  A.S.Padmanugraha dalam "Common 

Sense Outlook on Local Wisdom and Identity: A Contemporary Javanese 

Natives" (2010) menuliskan, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya 

suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu 

sendiri.  

Kearifan lokal ini  diwariskan turun temurun dari satu genarasi ke 

generasi  berikutnya melalui cerita dari mulut ke mulut oleh masyarakat. 
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Suatu masyarakat tertentu bisa menemukan suatu pengetahuan yang 

kemudian disebut bagian dari kearifan lokal melalui pengalaman. Mereka 

kemudian mengintegrasikan temuan itu dengan pemahaman terhadap 

budaya atau keadaan alam di sekitarnya.  

Nilai kearifan lokal dalam penelitian  membatasi penekanannya 

pada nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan konteks Kota Tanjung 

Balai. Nilai-nilai tersebut dapat mencakup adat, tradisi, norma-norma 

sosial, dan nilai-nilai lokal lainnya yang berperan dalam memoderasi 

praktik keagamaan. 

Batasan-batasan ini membantu memfokuskan penelitian disertasi ini  pada 

aspek-aspek yang paling relevan dan signifikan untuk menggali pemahaman yang 

lebih mendalam tentang Model komunikasi pemerintah dalam membangun 

moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai.  

G. Sistematika Pembahasan 

Bab I : Pada bab ini peneliti akan menguraikan secara 

keseluruhan mengenai latarbelakang permasalahan 

penelitian dan pendahuluan yang menggambarkan adanya 

kesenjangan antar harapan dan kenyataan. Kemudian 

membatasi masalah, rumusan masalah,  focus masalah, 

serta tujuan, batasan istilah dan  sistematika pembahasan. 

Bab II : Pada bab ini penulis akan memberikan landasan-landasan 

berpikir, teori-teori yang relevan dalam penelitian ini 
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menggunakan teori Moderasi Beragama, teori komunikasi 

Pembangunan, Teori komunikasi Islam, teori interkultural  

dan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan tema 

penelitian serta kerangka berpikir peneliti. 

Bab III : Pada bab ini penulis akan mengkonstruksikan langkah-

langkah Metode Penelitian, pendekatan, dan sistem 

pengumpulan data. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat 

mengarah kepada hasil yang substantif dan konstruktif. 

Bab IV : Pada bab ini peneliti membahas hasil temuan penelitian, 

mulai deskripsi wilayah penelitian, dan temuan temuan 

khusus terkait Moderasi Beragama di Kota Tanjungbalai   

akan memaparkan data yang peneliti dapat dan 

dikonstruksikan dalam bentuk hasil dan pembahasan. 

Bab V : Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan 

memberikan saran saran yang konstruktif. 
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BAB II  

KAJIAN TEORETIS 

A. Moderasi Beragama 

Moderasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi 

memiliki arti yaitu penjauhan dari keekstreman atau pengurangan kekerasan 

(KBBI, n.d.). Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal sebagai 

tawassuth (tengah), i’tidal (adil), serta tawazun (berimbang). Individu yang 

mengamalkan prinsip wasathiyah dapat diartikan sebagai ―pilihan terbaik.‖ 

Adapun kata yang digunakan, mengarah kepada arti yang sama, yakni adil, 

berarti dalam hal ini yaitu memilih posisi tengah diantara berbagai pilihan-

pilihan ekstrem (Kementerian Agama RI, 2019).  

Kata Moderasi sendiri berasal dari kosakata bahasa Inggris yaitu 

moderation, artinya adalah sikap tengah dan atau sikap tidak berlebihan. 

Sehingga orang yang moderat mampu menerima perbedaan yang ada, dan 

percaya bahwa berbeda bukan berarti permusuhan, namun perbedaan adalah 

suatu keniscayaan yang indah. Menurut Abuddin Nata profesor bidang 

pengkajian Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Allah menerangkan 

bahwa Dia mengharuskan hamba-hamba-Nya berlaku adil, yaitu bersifat 

tengah dan seimbang di dalam semua aspek kehidupan beserta melaksanakan 

perintah yang tertuang di al-Quran dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil 

berarti wujud kesamaan dan keseimbangan antara hak kewajiban. Hak Asasi 

Manusia (HAM) tidak diperbolehkan dikurangi disebabkan adanya kewajiban 

(Nata, 2014). 
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Moderasi beragama wajib dipahami sebagai sikap agama yang sejalan 

antara penghormatan teruntuk praktik agama individu lainnya yang beragam 

keyakinan (inklusif) dan pengamalan agama sendiri (eksklusif). Dikarenakan 

moderasi beragama adalah kunci dari wujud kerukunan, perdamaian, 

toleransi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.Moderasi adalah sikap 

kebajikan yang membantu tercipta keselarasan sosial dan keseimbangan di 

dalam kehidupan dan personal, di dalam keluarga dan masyarakat beserta 

hubungan antar manusia yang lebih luas (Azra, 2020).  

Moderasi beragama adalah konsep yang penting dalam konteks 

masyarakat yang beragam dan kompleks. Ini merujuk pada pendekatan dalam 

menjalani agama yang menekankan nilai-nilai toleransi, kerukunan, penghargaan 

terhadap perbedaan, dan penolakan terhadap ekstremisme atau fanatisme agama. 

Moderasi beragama mendorong individu untuk menjalani agama mereka dengan 

bijak, berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, cinta kasih, dan perdamaian 

(Engkizar et al., 2022). 

Indonesia merupakan suatu negara yang tersusun dari banyak suku, ras dan 

juga agama, tentu sangat mudah tercipta perpecahan. Perpecahan itu sendiri banyak 

bersumber dari ideologi-ideologi liberal dan ekstrimis yang masuk ke Indonesia. 

Moderasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengatur, menengahi komunikasi 

interaktif yang terdiri atas lisan maupun tulisan. Moderasi juga dapat diartikan 

sebagai sesuatu kegiatan melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan 

berlaku yang telah ditetapkan. Serta istilah moderasi menurut Khaled Abou el Fadl 

dalam The Great Theft adalah pandangan yang mengamalkan sikap tengah, yaitu 

paham yang tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri (Misrawi, 2010).  
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Menurut Lukman Hakim Saifuddin, dalam istilah moderasi beragama harus 

dipahami bahwa yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara kita beragama. 

Hal ini karena ajaran agama sudah pasti moderat. Hanya saja ketika agama 

membumi, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang 

terbatas dan relatif. Agama kemudian melahirkan aneka ragam penafsiran dan 

pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan 

keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan paham keagamaan 

yang ekstrem, sehingga tidak akan menimbulkan konflik antar umat beragama. 

Selanjutnya, Moderasi Beragama membentuk sikap dan perilaku yang 

inklusif. Ini membantu masyarakat mengembangkan kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan individu dari berbagai latar belakang agama dan budaya. 

Hal ini mempromosikan kerjasama, pemahaman, dan harmoni antaragama dalam 

masyarakat (Singhal et al., 2023). Landasan Moderasi Beragama  

Al-Quran, sebagai kitab suci dalam agama Islam, merupakan sumber utama ajaran 

dan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan mereka. Salah satu 

tema sentral yang dibahas dalam Al-Quran adalah moderasi beragama, yang 

mencerminkan pentingnya menjalani agama dengan keseimbangan, toleransi, dan 

pemahaman yang mendalam. Konsep moderasi beragama adalah nilai-nilai yang 

sangat ditekankan dalam Al-Quran, memberikan landasan kuat bagi praktek 

keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut (Hati et al., 2023). 

Dengan demikian, Al-Quran memberikan pedoman yang kuat bagi umat 

Islam dalam menjalani agama mereka secara moderasi, seimbang, dan toleran. 

Pesan-pesan ini relevan dalam mengatasi isu-isu kontemporer yang berkaitan 

dengan intoleransi, radikalisasi, dan konflik antaragama. Moderasi beragama, 
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sesuai dengan ajaran Al-Quran, mempromosikan nilai-nilai yang mendorong 

perdamaian, kerjasama, dan penghormatan terhadap seluruh umat manusia 

(Dalimunthe et al., 2023). 

Dalam Al-Quran, moderasi beragama diekspresikan melalui berbagai ayat 

yang menekankan pentingnya menjauhi ekstremisme, fanatisme, dan kekerasan 

dalam pelaksanaan ajaran agama. Al-Quran menekankan pada umat Muslim untuk 

menjalani agama mereka dengan penuh pemahaman dan kebijaksanaan, menjaga 

keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, dan menghindari praktik yang 

berlebihan atau menyimpang dari ajaran asli Islam. 

Selain itu, Al-Quran juga menekankan nilai-nilai toleransi dan perdamaian 

dalam berinteraksi dengan individu dari beragam latar belakang agama dan 

budaya. Pesan-pesan seperti "Tidak ada paksaan dalam beragama" (Al-Baqarah: 

256) dan "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan 

perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal" (Al-Hujurat: 13) menekankan pentingnya 

menghormati kebebasan beragama dan keragaman budaya dalam semangat dialog 

dan harmoni. 

Dengan demikian, Al-Quran memberikan pedoman yang kuat bagi umat 

Islam dalam menjalani agama mereka secara moderasi, seimbang, dan toleran. 

Pesan-pesan ini relevan dalam mengatasi isu-isu kontemporer yang berkaitan 

dengan intoleransi, radikalisasi, dan konflik antaragama. Moderasi beragama, 

sesuai dengan ajaran Al-Quran, mempromosikan nilai-nilai yang mendorong 
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perdamaian, kerjasama, dan penghormatan terhadap seluruh umat manusia 

(Dalimunthe et al., 2023). 

Terma moderasi beragama dalam agama Islam terkandung dalam ayat-ayat 

yang berkenaan dengan kata wasath. Dalam Al-Qur'an, kata wasath beserta 

serangkaian perubahannya berjumlah tiga ayat yang terdapat dalam Q.S. al-

Baqarah ayat 143, 238 dan Q.S. al-Qalam ayat 48 (Baqi, 2009). Selain itu, praktek 

moderasi beragama yang sesuai dengan tuntunan terdapat dalam Q.S. al-Kafirun. 

Ayat-ayat yang cenderung membahas moderasi beragama adalah Q.S. al-

Baqarah ayat 143 yang berbunyi: 

لِكَ   شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  ٱلرَّسُولُ  وَيَكُونَ  ٱلنَّاسِ  عَلَى شُهَدَآءَ  لتَِّكُونوُا   وَسَطاً أمَُّةً  جَعَلْنََٰكُمْ  وكََذََٰ

  ۗ لَةَ  جَعَلْنَا وَمَا  هَآ  كُنتَ  ٱلَّتِ  ٱلْقِب ْ هِ عَقِبَ يْ  عَلَىَٰ  ينَقَلِبُ  مَِّن ٱلرَّسُولَ  يَ تَّبِعُ  مَن لنَِ عْلَمَ  إِلاَّ  عَلَي ْ  

  ۗ ۗ   ٱللَُّّ  هَدَى ٱلَّذِينَ  عَلَى إِلاَّ  لَكَبِيرةًَ  كَانَتْ  وَإِن  ۗ   إِيََٰنَكُمْ  ليُِضِيعَ  ٱللَُّّ  كَانَ  وَمَا   ٱللََّّ  إِنَّ  

 رَّةِيمٌ  لَرَءُوفٌ  بٱِلنَّاسِ 

[Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya 

melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa 

yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, 

kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah] (Q.S. al-

Baqarah: 143) 

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan 

yang harus bersikap adil sebagai umat pilihan (As-Suyuthi & Al-Mahally, 2015). 

Lebih lanjut lagi, umat pilihan yang dimaksud adalah bahwa umat Islam adalah 

umat yang bersaksi atas risalah nabi Muhammad dan nabi Muhammad akan 
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bersaksi kembali atas umatnya (Al-Qarni, 2008). umat yang adil dan pilihan jalan 

lain.  Wasatha dapat diartikan dengan umat yang moderat, berada di antara dua 

tepi yang negatif, terlalu ke kanan dan terlalu ke kiri.(Arifin, 2021) Seperti 

moderat antara aliran yang mengakui banyak tuhan (musyrik) dengan aliran yang 

tidak mengakui adanya tuhan (ateis). 

Allah memberikan isyarat yang eviden mengenai moderasi beragama pada 

ayat yang penulis paparkan di atas. Pasalnya, nabi Muhammad acapkali berhasil 

dalam menyatukan masyarakat heterogen melalui beragam upaya seperti: piagam 

Madinah, perjanjian Hudaibiyah, Perjanjian Najran dan beberapa perjanjian 

lainnya. Sikap inilah yang menjadi blueprint bagi umat Islam agar mampu 

menyatukan heterogenitas dalam bingkai kemanusiaan. 

Sejalan dengan ayat di atas, Alquran mengisyaratkan bahwa Islam tidak 

memperbolehkan pemaksaan dalam memeluk agama (Q.S. al-Baqarah ayat 256). 

Pemaksaan dalam memeluk agama menjadikan keagamaan seseorang menjadi 

palsu dan dapat menimbulkan pertentangan (Hamka, 2012). Sekiranya hal ini 

dipaksa untuk dilakukan maka hasilnya tidak akan optimal (Al-Thabary, 2000). 

Sekiranya Allah menghendaki semua manusia untuk beriman maka Allah 

dapat melakukannya dengan mudah. Namun fakta bahwa Allah menciptakan 

perbedaan dengan sengaja.  Hikmah ini terkandung dalam Q.S. Yunus ayat 99 

yang artinya: 

ۚ   جَمِيعًا كُهُّهُمْ  ٱلْأزَْضِ  فِى مَه لَءَامَهَ  زَبُّكَ  شَاءَٓ  وَنَىْ   مُؤْمِىيِهَ  يَكُىوىُا   حَحَّى   ٱنىَّاسَ  جكُْسِيُ  أفَأَوَثَ  
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[―Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi 

seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka 

menjadi orang-orang yang beriman?‖] (Q.S. Yunus: 99) 

Dalam ayat lain, tergambar bahwa dalam agama Islam terdapat dua tauhid 

yang harus dipegang teguh yaitu tauhid langit (hablumminallah) dan tauhid bumi 

(hablumminannas). Kedua tauhid ini harus seimbang agar mampu menciptakan 

moderasi yang ideal. Argumentasi ini terlihat jelas pada Q.S. Ali ‗Imran ayat 112 

yang berbunyi:  

نَّةُ  عَهيَْهِمُ  ضُسِبَثْ  ا مَا ايَْهَ  انرِّ هَ  بحَِبْم   الَِّّ  ثقُِفىُْٓ هَ  وَحَبْم   اٰللِّ  مِّ هَ  بِغضََب   وَباَۤءُوْ  انىَّاسِ  مِّ  وَضُسِبَثْ  اٰللِّ  مِّ

ۚ   انْمَسْكَىةَُ  عَهيَْهِمُ  نِكَ   ثِ  يَكْفسُُوْنَ  كَاوىُْا باِوََّهُمْ  ذ  ي  ياَۤءَ الَّْ  وَيقَْحهُىُْنَ  اٰللِّ  باِ  وْبِِۢ نِكَ  حَقّ    بِغيَْسِ    عَصَىْا بِمَا ذ 

كَاوىُْا  يَعْحدَُوْنَ  وَّ

[―Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, 

kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali 

(perjanjian) dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan 

kesengsaraan ditimpakan kepada mereka] (Q.S. Al-Imran: 112) 

Ajaran sebuah agama sudah tentu memuat dalil-dalil untuk meyakinkan 

kepada manusia bahwa ajaran yang dikandungnya sesuai dengan prinsip-prinsip 

kehidupan. Oleh karena itu, ajaran agama yang terkandung di dalam masing-

masing kitab suci sudah pasti mengajak akal manusia untuk berpikir sesuai 

tuntutan logika. Jika ajaran suatu agama selalu dikaitkan dengan akal manusia 

maka sudah tidak pada tempatnya memaksakan ajaran suatu agama kepada orang 

lain. Oleh karena itu, dalam hal beragama tidak boleh terlepas dari objek-objek 

yang harus dipahami agar tidak terjadi pemaksaan. 
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Dalam Q.S. al-Kafirun dijelaskan secara kumulatif bahwa objek moderasi 

beragama terbagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, keyakinan tentang eksistensi 

Tuhan. Kedua, adanya cara yang digariskan dalam menyembah Tuhan. Ketiga, 

keyakinan bahwa agama dapat membawa penganutnya kepada kebahagiaan. 

Ketiga objek inilah yang patut dijadikan sebagai tolak ukur untuk membangun 

moderasi beragama. 

Objek mengenai ketuhanan adalah konsep bahwa setiap agama mengakui 

eksistensi Tuhan meskipun interpretasinya berbeda. Objek ini terletak dalam Q.S. 

al-Kafirun ayat 2-3 yang artinya:  

 [―Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan 

penyembah apa yang aku sembah‖] (Q.S. al-Kafirun: 2-3) 

Setiap manusia memiliki hak untuk meyakini eksistensi Tuhan sesuai 

dengan tuntunan logika. Objek ini muncul karena terdapat perbedaan mengenai 

eksistensi Tuhan dimana suku Quraisy meyakini Latta dan Uzza sebagai 

tuhannya. Sedangkan Tuhan dalam ajaran Islam ialah Allah yang tiada sekutu 

bagi-Nya (Katsir, 2018). 

Pada objek mengenai tata cara peribadatan terdapat konsep dalam 

menyembah Tuhan. Agaknya, tata cara dalam menyembah tuhan menyangkut 

etika dan estetika mengagungkan tuhan dalam sebuah ritual. Dalam konteks surah 

al-Kafirun, peribadatan yang dilakukan suku Quraisy tidak substansial dan 

terkesan hanya seremonial belaka. Sedangkan Islam memiliki landasan filosofis 

mengenai tata cara peribadatan sehingga setiap umat Islam mengetahui makna 

ritual peribadatan yang dijalani.  
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Ritual peribadatan merupakan kegiatan yang sakral, sehingga pada kisah di 

balik turunnya Q.S. al-Kafirun terdapat intimidasi karena tata cara peribadatan 

(Al-Shâbûnî, n.d.)Meski demikian, dalam tataran keindonesiaan moderasi pada 

objek yang kedua dapat diinternalisasi melalui ketekunan dan penghayatan serta 

internalisasi nilai-nilai ajaran agama masing-masing (Nurdin, 2021). 

Ayat terakhir Q.S. al-Kafirun mengindikasikan adanya objek Moderasi 

Beragama bahwa pemeluk agama harus meyakini bahwa agama yang dianutnya 

dapat membawanya kepada kebahagiaan. Kalimat lakum dînukum waliyadîn 

mengisyaratkan agar masing-masing pemeluk agama sudah cukup dikatakan 

moderat dengan mengamalkan ajarannya tanpa harus mengolok dan mencampuri 

urusan agama orang lain (Shihab, 2015). Kebahagiaan ini dapat dilihat dari 

ketidakmungkinan konvergensi dua buah agama yang dapat merusak esensi dari 

kebahagiaan dalam beragama (Qurtubi, 2002). 

Ungkapan ayat terakhir ini merupakan sebuah pengakuan esensi dan 

eksistensi secara timbal-balik sehingga tidak ada ruang bagi pembenaran semata 

yang sifatnya subjektif. Moderasi beragama yang terdapat di dalam surah al-

Kafirun menunjukkan bahwa hubungan kemanusiaan tidak harus dibatasi oleh 

agama. Dengan demikian, moderasi beragama yang terdapat di dalam surah ini 

patut dijadikan referensi karena terdapat kebebasan dalam memilih agama 

sehingga nilai-nilai kemanusiaan seperti persaudaraan tetap terjaga dengan eksis. 

Adapun benar dan salah di dalam memilih suatu agama maka konsekuensinya 

terpulang kepada individu. 
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Hal diatas merupakan landasan Moderasi  Beragama dalamAlquran, 

sedangkan Dasar Moderasi Beragam dalam Negara adalah bahwa Moderasi 

beragama terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024. Terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), yakni: 

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan   yang berkualitas; 

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 

menjamin pemerataan; 

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 

5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengem- bangan ekonomi dan 

pelayanan dasar; 

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan 

perubahan iklim; dan 

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan trans- formasi pelayanan 

publik. 

Dalam konteks ini, moderasi beragama ditempatkan sebagai salah satu 

arah kebijakan untuk mewujudkan Prioritas Nasional keempat, yakni Revolusi 

Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam diskusi yang melibatkan pihak-

pihak Kementerian Agama dan Bappenas, penguatan moderasi beragama dalam 

RPJMN 2020-2024 dianggap sangat penting mengingat salah satu isu strategis 

yang muncul dalam evaluasi RPJMN 2015-2019 sebelumnya adalah ―masih 

lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, 

inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama‖. 
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Secara keseluruhan, ada enam isu strategis yang dijadikan sebagai 

kerangka pikir program Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, 

yakni: 

a. Melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya pe- lindungan hak 

kebudayaan; 

b. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, 

kewarganegaraan, dan kebangsaan; 

c. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indone- sia; 

d. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang 

moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat 

kerukunan umat be- ragama; 

e. Belum optimalnya peran peran keluarga dalam pembangunan 

karakter bangsa; dan 

f. Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. 

Kerangka pikir atau latar belakang isu strategis inilah yang akan dijadikan 

pertimbangan oleh semua kementerian dan lembaga dalam menyusun arah dan 

kebijakannya di bidang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam 

5 (lima) tahun ke depan, mulai 2020-2024. Tentu saja, sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, Kementerian Agama akan menjadi yang terdepan (leading sector) 

dalam merespon isu strategis di bidang keagamaan tersebut. 

Keberhasilan mengintegrasikan visi moderasi beragama ke dalam RPJMN 

2020-2024 akan sia-sia jika Renstra Kementerian Agama 2020-2024 tidak 

mencerminkan program turunannya, karena Renstra merupakan penjabaran visi 
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kementerian yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak 

dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden. 

Tim Penyusun Renstra Kementerian Agama sudah sampai pada 

kesimpulan bahwa Visi Renstra Kementerian Agama 2020-2024 adalah 

―Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Moderat, Cerdas, dan Unggul‖. Se- 

bagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014, 

proses penyusunan Renstra K/L me- mang membutuhkan 4 (empat) tahapan, yakni: 

penyusunan, penelaahan, penyesuaian, dan kemudian penetapan. Dalam tahap 

penyusunan, rancangan Renstra telah dibuat meski masih bersifat indikatif, 

dengan rumusan visi tersebut.  

Dari rumusan visi tersebut, semangat moderasi beragama terlihat jelas 

dengan menjadikan kata ―moderat‖ sebagai salah satu dari empat kata kunci, 

selain taat beragama, cerdas, dan unggul. Pada gilirannya, keempat visi itu perlu 

diturunkan lagi ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi 

Kementerian Agama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. Meski bentuk program dan kegiatan dalam setiap tahunnya niscaya 

berubah, namun secara keseluruhan program dan kegiatan di Kementerian 

Agama harus mencakup aspek pelayanan, pendidikan, riset, advokasi, literasi, 

ekonomi umat, tata kelola, serta integrasi data agama dan keagamaan. 

Sekadar contoh, visi Taat Beragama misalnya, dapat diturunkan ke dalam 

program-program yang diproyeksikan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti: 

meningkatkan literasi, edukasi, advokasi, dan internalisasi pemahaman dan peng- 
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amalan ajaran agama yang moderat, esensial, inklusif, dan toleran, seperti yang 

disasar oleh Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Taat beragama dengan 

perspektif mo- derasi juga dapat diturunkan ke dalam program atau kebijakan 

terkait rumah ibadah, baik dalam hal pembangunan nya maupun pengelolaannya. 

Dengan perspektif moderasi, yang menekankan ketaatan beragama secara 

esensial dan substantif, semestinya sema- kin bertambahnya rumah ibadah tidak 

akan mengganggu kerukunan kehidupan keagamaan, tentu dengan catatan bahwa 

pembangunannya telah mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

Salah satu aspek fundamental dari moderasi beragama adalah toleransi 

(Subchi et al., 2022). Ini berarti menghormati hak individu untuk memilih dan 

menjalani agama mereka tanpa tekanan atau diskriminasi. Moderasi beragama 

juga mencakup penghargaan terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Ini 

mengajak individu untuk membuka dialog dan berkomunikasi dengan individu 

dari latar belakang agama yang berbeda, dengan tujuan memahami dan 

menghormati perbedaan tersebut. Ini adalah landasan untuk membangun 

kerukunan antarumat beragama dan mendorong kerjasama antar kelompok agama 

dalam menjalani prinsip-prinsip moral dan etika yang sama (Ashoumi & 

Hidayatulloh, 2022). 

Moderasi beragama dipahami sebagai sikap agama yang sejalan antara 

penghormatan terhadap pelaksanaan agama individu lainnya yang beragam 

keyakinan (inklusif) dan pengamalan agama sendiri (eksklusif). Dikarenakan 

moderasi beragama adalah salah satu kunci mewujudkan kedamaian, 

kerukunan, toleransi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi 
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Beragama adalah sikap kebajikan yang membantu tercipta keselarasan sosial 

dan keseimbangan di dalam kehidupan dan personal, di dalam keluarga dan 

masyarakat beserta hubungan antar manusia yang lebih luas (Azra, 2020).  

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai etnis, 

suku, ras, adat istiadat, dan juga agama, hal ini sangat mudah memicu 

terjadinya perpecahan. Perpecahan itu sendiri banyak bersumber dari ideologi-

ideologi liberal dan ekstrimis yang masuk ke Indonesia. Moderasi beragama 

merupakan kegiatan mengarahkan, mengatur, menengahi komunikasi 

interaktif yang terdiri atas lisan maupun tulisan. Moderasi juga dapat diartikan 

sebagai sesuatu kegiatan melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari 

aturan berlaku yang telah ditetapkan. Serta istilah moderasi menurut Khaled 

Abou el Fadl dalam The Great Theft adalah pandangan yang mengamalkan 

sikap tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem 

kiri (Misrawi, 2010).  

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, dalam istilah moderasi beragama 

harus dipahami bahwa yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara kita 

beragama. Hal ini karena ajaran agama sudah pasti moderat. Hanya saja ketika 

agama membumi, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh 

manusia yang terbatas dan relatif. Agama kemudian melahirkan aneka ragam 

penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, moderasi 

beragama merupakan keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang 

berlebihan dan paham keagamaan yang ekstrem, sehingga tidak akan 

menimbulkan konflik antar umat beragama. 
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Selain itu, moderasi beragama mendorong individu untuk menjalani agama 

dengan sikap yang tenang dan penuh rasa tanggung jawab. Ini berarti tidak 

terjerumus ke dalam ekstremisme atau fanatisme agama yang dapat menyebabkan 

konflik dan kekerasan. Moderasi beragama mengajarkan individu untuk mengejar 

perdamaian, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama. Ini memungkinkan mereka 

untuk bersama-sama bekerja pada isu-isu sosial yang relevan dengan tujuan 

membangun masyarakat yang lebih baik (Latifa et al., 2022). 

Moderasi beragama juga relevan dalam mengatasi tantangan kontemporer. 

Di era globalisasi, di mana individu dari berbagai budaya dan agama dapat dengan 

mudah terhubung dan berinteraksi, moderasi beragama dapat membantu 

menjembatani perbedaan (Bennett et al., 2022). Ini adalah cara untuk menghindari 

konflik budaya dan agama yang seringkali terjadi ketika perbedaan tidak 

dielaborasi secara baik. Moderasi beragama mengajarkan individu untuk 

memandang perbedaan sebagai kekayaan dan sebagai peluang untuk belajar, 

tumbuh, dan bekerja bersama. 

Dalam konteks politik, moderasi beragama dapat berperan sebagai 

pengimbang terhadap retorika ekstremisme yang dapat memecah belah 

masyarakat. Ini dapat membantu menghindari penggunaan agama sebagai alat 

politik yang memanfaatkan ketegangan dan konflik agama. Moderasi beragama 

mendorong pemimpin politik dan masyarakat sipil untuk berkomitmen terhadap 

nilai-nilai yang mendukung persatuan dan kerukunan. 

Penting untuk mencatat bahwa moderasi beragama bukan berarti 

mengurangi keyakinan agama. Sebaliknya, itu adalah cara untuk mengamalkan 
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keyakinan agama dengan cara yang mempromosikan nilai-nilai positif dan 

konstruktif dalam masyarakat. Ini mendorong individu untuk menjalani agama 

mereka dengan bijaksana dan sadar akan tanggung jawab sosial mereka. 

Indonesia, sebuah negara yang dikenal dengan keragaman budaya dan 

agamanya, telah lama dianggap sebagai contoh yang gemilang dalam menjaga 

harmoni dan kerukunan beragama (Pangestu et al., 2022). Konsep moderasi 

beragama di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian sosial 

dan memupuk persatuan di antara penduduknya. Pengalaman unik negara ini 

dalam hal religiusitas yang moderat tercermin melalui berbagai indikator, mulai 

dari dialog antaragama dan kerja sama hingga praktik Islam yang khas dikenal 

dengan sebutan "Islam Nusantara." Dalam lanskap keagamaan yang dinamis dan 

beragam ini, studi mengenai indikator moderasi beragama tidak hanya 

memberikan wawasan tentang identitas nasional Indonesia, tetapi juga berperan 

sebagai model berharga bagi masyarakat yang ingin mempromosikan toleransi 

dan pemahaman antaragama di dunia yang seringkali diwarnai oleh ketegangan 

dan konflik beragama. 

Pengkajian mengenai indikator moderasi beragama di Indonesia adalah 

proses yang kompleks yang mencakup berbagai aspek kehidupan beragama. 

Mulai dari keberadaan berbagai festival keagamaan yang dirayakan di seluruh 

negeri hingga keterlibatan aktif pemimpin agama dalam memajukan kerukunan, 

indikator-indikator ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam menjaga 

masyarakat yang damai dan inklusif (Holt et al., 2021). Memahami bagaimana 

indikator-indikator ini diukur dan dipertahankan tidak hanya relevan bagi para 
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ilmuwan dan pembuat kebijakan, tetapi juga bagi individu di seluruh dunia yang 

mencari inspirasi dari keberhasilan Indonesia dalam mempromosikan kerukunan 

antaragama. Dalam konteks inilah kita memahami jaringan kompleks indikator 

moderasi beragama di Indonesia, yang memberikan wawasan berharga tentang 

pendekatan unik negara ini dalam mengelola keragaman agama dan 

mempromosikan persatuan di antara rakyatnya. 

Dilansir website Nahdlatul Ulama (NU Online, 2023), Kemenag telah 

merilis empat indikator moderasi beragama, yaitu:  

1. Komitmen kebangsaan 

Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama di 

Indonesia menjadi salah satu pilar penting dalam memelihara harmoni dan 

persatuan dalam keragaman. Hal ini tercermin dalam indikator-indikator 

yang mengukur tingkat kesetiaan warga Indonesia terhadap negara 

mereka, yang melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap beragam 

agama dan budaya yang ada (Lusia et al., 2023). Komitmen ini juga 

tercermin dalam semangat Pancasila, dasar negara Indonesia, yang 

menekankan nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, dan ketuhanan 

yang Maha Esa, yang secara esensial menyatukan semua warga Indonesia 

di bawah payung negara yang pluralistik. 

Indonesia telah berhasil menciptakan indikator-indikator yang 

mengukur komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama, seperti 

partisipasi aktif dalam acara-acara nasional, kepedulian terhadap persatuan 

nasional, dan penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda 
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tetapi tetap satu). Melalui komitmen yang kuat terhadap kebangsaan, 

Indonesia terus memperkuat fondasi moderasi beragama, menghasilkan 

kerukunan yang berkelanjutan di tengah kompleksitas keragaman yang 

menjadi salah satu ciri khas negara ini. 

2. Anti kekerasan 

Indonesia, sebagai negara dengan masyarakat multikultural dan 

multireligi, telah berhasil membangun indikator yang signifikan dalam 

upaya mendorong moderasi beragama dengan menekankan prinsip anti 

kekerasan. Indikator ini mencakup upaya nyata pemerintah, organisasi 

masyarakat sipil, dan pemimpin agama dalam mendukung pendekatan 

yang damai dan toleran dalam menangani perbedaan keagamaan. Dalam 

konteks ini, Indonesia telah mendorong dialog antaragama, 

mengimplementasikan program-program pendidikan keberagaman, dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi untuk menghindari konflik 

keagamaan. 

Upaya nyata dalam menetapkan indikator anti kekerasan telah 

membantu Indonesia membangun fondasi yang kuat untuk mewujudkan 

moderasi beragama. Tindakan tegas terhadap kelompok radikal, kebijakan 

yang mendorong inklusivitas, serta penghargaan terhadap hak asasi 

manusia dan kebebasan beragama telah menjadikan Indonesia sebagai 

contoh positif dalam menjaga stabilitas dan kedamaian dalam masyarakat 

yang terdiri dari beragam keyakinan dan tradisi keagamaan (Arafah, 

2020). Melalui indikator ini, Indonesia terus menunjukkan bahwa 
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moderasi beragama dan anti kekerasan dapat bersinergi untuk menciptakan 

lingkungan sosial yang aman dan harmonis. 

3. Toleransi 

Toleransi dalam moderasi beragama telah menjadi inti dari 

keseimbangan sosial dan harmoni di Indonesia, sebuah negara yang dihuni 

oleh berbagai kelompok agama (Suryana & Hilmi, 2023). Indikator 

toleransi mencerminkan kemampuan masyarakat Indonesia untuk 

menerima perbedaan keyakinan dan menghormati hak setiap individu 

untuk menjalankan agamanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan 

persatuan. Inisiatif seperti program pendidikan keberagaman, dialog 

antaragama, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi 

tetap satu) menjadi penanda kuat dalam memperkuat toleransi di antara 

masyarakat Indonesia, menciptakan lingkungan yang mendukung 

moderasi beragama dan kerukunan. 

Indonesia terus memperkuat indikator toleransi melalui kebijakan 

yang mendorong keragaman agama, melibatkan pemimpin agama dalam 

mengedukasi masyarakat, dan mempromosikan inklusivitas sebagai bagian 

integral dari identitas nasional (Sar et al., 2022). Ini tidak hanya 

menciptakan landasan kuat untuk moderasi beragama, tetapi juga 

membantu masyarakat Indonesia memahami bahwa toleransi adalah kunci 

bagi perkembangan positif dan stabilitas dalam negara yang dipenuhi oleh 

berbagai bentuk kepercayaan. Dengan menjaga indikator toleransi ini, 

Indonesia terus memberikan contoh penting tentang bagaimana kerukunan 
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antaragama dapat menjadi kekuatan bagi kemajuan sosial dan harmoni 

dalam masyarakat yang beragam (Latief, 2023). 

4. Penerimaan terhadap tradisi yang ada ditengah masyarakat 

Penerimaan terhadap tradisi yang ada di tengah masyarakat 

menjadi salah satu indikator penting dalam moderasi beragama di 

Indonesia. Negara ini membangun fondasi yang kuat dalam menghormati 

dan menerima berbagai tradisi agama dan budaya yang ada di tengah 

masyarakatnya (Aksa & Nurhayati, 2020). Melalui indikator ini, Indonesia 

menghargai keberagaman dengan mengakui pentingnya tradisi-tradisi 

tersebut sebagai bagian integral dari identitas nasional, yang memberikan 

kontribusi positif dalam menjaga harmoni antaragama dan menguatkan 

kerukunan sosial (Prasojo & Pabbajah, 2020). 

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendorong penerimaan 

terhadap tradisi-tradisi keagamaan yang beragam dan telah mengembangkan 

kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian dan penghormatan 

terhadap warisan agama dan budaya yang kaya. Dengan melakukan hal ini, 

Indonesia memperlihatkan kepada dunia bahwa moderasi beragama bukan 

hanya tentang menghindari konflik antaragama, tetapi juga tentang 

memelihara keberagaman sebagai aset berharga dalam membangun 

masyarakat yang inklusif dan harmonis. 

B. Kearifan Lokal 

Kearifan lokal, sebagai konsep yang mencerminkan warisan budaya dan 

nilai-nilai yang diterapkan dalam suatu masyarakat tertentu, menjadi bagian 
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integral dari identitas dan kehidupan sehari-hari (Iftitah Nurul Laily, 2022). 

Kearifan lokal mencakup norma-norma sosial, tradisi, adat istiadat, dan 

pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui perpaduan 

elemen-elemen ini, kearifan lokal membentuk pandangan dunia dan perilaku 

masyarakat yang unik. 

Dalam banyak masyarakat di seluruh dunia, kearifan lokal menjadi 

pondasi bagi kehidupan sehari-hari. Setiap kelompok etnis atau komunitas 

memiliki ciri khas dan nilai-nilai yang memandu keputusan-keputusan mereka. 

Kearifan lokal tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis, berkembang seiring 

waktu dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan sosial (Habibah et al., 

2023; Prihana et al., 2020). 

Salah satu aspek penting dari kearifan lokal adalah keterkaitannya dengan 

lingkungan alam. Masyarakat tradisional sering kali mengandalkan pengetahuan 

lokal untuk beradaptasi dengan kondisi geografis dan iklim setempat. Kearifan 

lokal dapat mencakup praktik-praktik pertanian yang sesuai dengan musim, cara 

memanfaatkan tanaman obat-obatan lokal, atau teknik-teknik pembangunan yang 

memperhitungkan kondisi alam setempat. Dengan demikian, kearifan lokal tidak 

hanya menggambarkan hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan harmonis 

antara manusia dan lingkungan tempat mereka tinggal. 

Tradisi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kearifan lokal. Upacara 

adat, tarian, dan ritual-ritual lainnya menjadi penanda waktu yang 

mempertahankan identitas budaya dan sekaligus mengajarkan nilai-nilai kepada 

generasi yang lebih muda. Tradisi-tradisi ini tidak hanya memberikan hiburan, 
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tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan etika yang 

diyakini oleh masyarakat setempat. 

Komitmen terhadap gotong royong dan solidaritas sosial juga sering kali 

tercermin dalam kearifan lokal. Masyarakat yang mempraktikkan nilai-nilai 

kearifan lokal sering kali memiliki sistem dukungan sosial yang kuat (Uge et al., 

2019). Gotong royong bukan hanya sekadar konsep, tetapi bagian dari kehidupan 

sehari-hari di mana masyarakat saling membantu dalam kegiatan sehari-hari 

seperti pertanian, membangun rumah, atau merayakan peristiwa penting. 

Selain itu, kearifan lokal juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk seni 

dan kreativitas. Kesenian tradisional, seperti seni ukir, tarian adat, dan musik 

tradisional, sering kali menggambarkan ekspresi seni yang muncul dari nilai-nilai 

kearifan lokal. Seni ini bukan hanya estetis, tetapi juga memiliki nilai-nilai 

simbolik yang mendalam yang terkait dengan identitas dan sejarah suatu 

komunitas. 

Namun, kearifan lokal tidak selalu terjaga dengan baik. Pengaruh 

globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi sering kali membawa perubahan 

signifikan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat lokal. Nilai-nilai 

tradisional dapat tergerus oleh budaya populer global, teknologi modern, atau 

perubahan dalam struktur sosial. Oleh karena itu, penting untuk menghargai dan 

melestarikan kearifan lokal agar tidak hilang begitu saja. 

Melestarikan kearifan lokal bukan hanya tanggung jawab masyarakat 

setempat, tetapi juga pemerintah dan lembaga pembangunan. Perlu ada upaya 

untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan, 
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pendidikan, dan kebijakan publik. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk 

mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai kearifan lokal menjadi suatu 

kebutuhan yang mendesak (Zuhri et al., 2019). 

Mengenali dan menghargai kearifan lokal juga dapat membawa manfaat 

lebih lanjut, terutama dalam konteks pariwisata berkelanjutan. Banyak wisatawan 

yang mencari pengalaman otentik dan interaksi dengan kebudayaan lokal. Oleh 

karena itu, melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal dapat menjadi daya 

tarik yang signifikan bagi pariwisata lokal. 

Kearifan lokal mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai yang 

memperkuat identitas suatu masyarakat. Hal ini tidak hanya terkait dengan 

warisan sejarah, tetapi juga menjadi panduan hidup yang terus berkembang 

seiring waktu. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, menjaga 

kearifan lokal menjadi esensial untuk menjaga keberagaman budaya dan 

kehidupan yang berkelanjutan. Tindakan kolaboratif antara masyarakat, 

pemerintah, dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk melestarikan dan 

meneruskan kearifan lokal agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi 

mendatang. 

Moderasi beragama berbasis kearifan lokal mewakili pendekatan yang 

mendalam dan berakar dalam mengelola perbedaan keyakinan di suatu komunitas. 

Konsep moderasi beragama sendiri menekankan pada sikap tengah, penerimaan, 

dan dialog yang positif antarumat beragama. Saat diselaraskan dengan kearifan 

lokal, pendekatan ini dapat menghasilkan harmoni sosial yang kuat, menciptakan 
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dasar bagi masyarakat yang beragam untuk hidup bersama dengan damai dan 

saling menghormati. 

Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai yang telah diterapkan dalam 

budaya dan tradisi suatu masyarakat. Integrasi nilai-nilai ini dalam moderasi 

beragama menunjukkan kesediaan untuk memahami dan menerima perbedaan 

sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek yang muncul 

dalam konteks moderasi beragama berbasis kearifan lokal adalah kecenderungan 

untuk menemukan titik temu antara berbagai keyakinan, menciptakan lingkungan 

yang mendukung kerukunan dan persatuan. 

Salah satu cara di mana moderasi beragama berbasis kearifan lokal dapat 

muncul adalah melalui ritual dan perayaan bersama (Widyatwati et al., 2021). 

Perayaan-perayaan agama yang dirayakan bersama dengan mengakomodasi nilai-

nilai lokal menciptakan momen yang merayakan keberagaman, sambil 

memperkuat rasa persatuan. Inisiatif ini membantu mengurangi polarisasi dan 

menciptakan ruang untuk kerja sama antarumat beragama dalam merayakan 

peristiwa-peristiwa penting bersama-sama. 

Selain itu, dalam konteks kearifan lokal, moderasi beragama dapat 

ditemukan dalam pendekatan praktis terhadap kebutuhan sehari-hari. Prinsip 

gotong royong dan saling membantu, yang sering kali tercermin dalam kearifan 

lokal, dapat menjadi fondasi untuk kehidupan beragama yang moderat. Misalnya, 

keberagaman dalam praktek-praktek pertanian, kesehatan tradisional, atau bahkan 

dalam kegiatan sehari-hari seperti berbelanja dan berbisnis dapat menciptakan 

keseimbangan dan saling pengertian antarumat beragama. 



51 
 

 
 

Dalam lingkup kearifan lokal, cerita dan mitos seringkali menjadi sarana 

untuk menyampaikan pesan moral dan etika. Moderasi beragama yang mengambil 

inspirasi dari cerita-cerita lokal dapat membantu membentuk persepsi masyarakat 

tentang pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Pemerintah dan pemuka 

agama lokal dapat memanfaatkan cerita-cerita ini untuk menyampaikan nilai-nilai 

moderasi dan saling pengertian yang sesuai dengan konteks budaya setempat. 

Penyelenggaraan dialog antarumat beragama juga menjadi bagian penting 

dari moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Masyarakat dapat mengadakan 

forum-forum diskusi, seminar, atau lokakarya yang memungkinkan berbagai 

keyakinan untuk diajak berbicara. Pendekatan ini memperkuat kesadaran akan 

perbedaan dan menciptakan ruang untuk pemahaman bersama. Dialog semacam 

itu dapat diterapkan dengan memperhitungkan nilai-nilai lokal, sehingga 

prosesnya bukan hanya merangkul perbedaan, tetapi juga menghargai keragaman 

budaya. 

Adaptasi nilai-nilai lokal juga dapat muncul dalam pembentukan kebijakan 

publik terkait moderasi beragama. Pemerintah setempat dapat mengembangkan 

kebijakan yang mencerminkan kearifan lokal dan memastikan bahwa hak-hak dan 

kebebasan beragama dihormati tanpa mengorbankan keharmonisan sosial. 

Keterlibatan tokoh-tokoh agama dan pemuka masyarakat dalam pembuatan 

kebijakan ini dapat memastikan bahwa pandangan mereka diakomodasi dalam 

konteks pembangunan yang berkelanjutan (Abas et al., 2022). 

Pentingnya pendidikan dalam membentuk pemahaman dan sikap moderat 

terhadap agama juga tidak bisa diabaikan. Institusi pendidikan dapat memainkan 
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peran kunci dalam memperkenalkan nilai-nilai moderasi dan mendidik generasi 

muda tentang kearifan lokal. Melibatkan komunitas lokal, pemuka agama, dan 

para tua-tua dalam proses pendidikan dapat membawa perspektif yang lebih 

dalam dan kontekstual terhadap moderasi beragama. 

Tantangan dalam mengimplementasikan moderasi beragama berbasis 

kearifan lokal melibatkan penyeimbangan antara menghormati nilai-nilai lokal 

dan mengakomodasi nilai-nilai universal. Dalam mengembangkan pendekatan 

moderasi yang sesuai dengan konteks budaya setempat, penting untuk 

memastikan bahwa tidak ada kelompok agama yang merasa terpinggirkan atau 

tidak diakui. Dialog terbuka dan partisipasi semua pihak menjadi kunci untuk 

membangun moderasi beragama yang inklusif dan berkelanjutan. 

Dalam mendukung moderasi beragama berbasis kearifan lokal, kerjasama 

antarumat beragama dan pemerintah sangat penting. Pemerintah perlu menjadi 

fasilitator dan penggerak inisiatif moderasi ini, sambil memastikan bahwa semua 

pihak terlibat secara adil dan setara (Musi et al., 2022). Peran pemuka agama, 

tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok sipil juga sangat penting dalam 

membentuk sikap moderat dan mempromosikan kearifan lokal dalam konteks 

agama. 

Secara keseluruhan, moderasi beragama berbasis kearifan lokal bukanlah 

hanya suatu strategi untuk mengelola perbedaan, tetapi juga merupakan 

pendekatan holistik yang menciptakan fondasi bagi kehidupan beragama yang 

harmonis dan inklusif. Memahami dan menghargai kearifan lokal menjadi kunci 

untuk menciptakan lingkungan yang mempromosikan dialog saling pengertian, 
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toleransi, dan kerjasama antarumat beragama. Dalam menghadapi era globalisasi 

dan kompleksitas sosial, moderasi beragama yang berakar dalam kearifan lokal 

membawa harapan untuk menciptakan masyarakat yang damai, saling 

menghormati, dan berkelanjutan. 

C. Model Komunikasi 

Kata Model secara sederhana adalah gambaran yang dirancang untuk 

mewakili kenyataan (Jalaluddin Rakhmat, 2012). Model adalah representasi suatu 

fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur 

terpenting fenomena tersebut. Definisi lain dari model adalah, suatu gambaran 

yang sistematis dan abstrak yang menggambarkan potensi-potensi tertentu yang 

berkaitan dengan berbagai aspek dari suatu proses (Riswandi, 2009). 

Model dibangun agar kita dapat mengidentifikasi, menggambarkan atau 

mengkategorisasikan komponen-komponen yang relevan dari suatu proses. 

Sebuah model dapat dikatakan sempurna, jika ia mampu memperlihatkan semua 

aspek yang mendukung terjadinya suatu proses. Misalnya, dapat menunjukkan 

keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam suatu porses 

dan keberadaannya dapat ditunjukkan secara nyata (Hafied Cangara, 2010). 

Model komunikasi tidak sama dengan fenomena komunikasi. Model adalah 

alat untuk menjelaskan atau untuk mempermudah penjelasan komunikasi. 

Menurut Sereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi 

ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model disebut 

juga sebagai gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori, atau 

dengan perkataan lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan. 
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Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi 

yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan 

komponen lainnya. Penyajian model dalam bagian ini dimaksudkan untuk 

mempermudah memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang 

perlu ada dalam suatu komunikasi. 

Gordon Wiseman dan Larry Barker menyebutkan tiga fungsi pentingnya 

model komunikasi, yaitu: 

1. Melukiskan proses komunikasi. 

2. Menunjukkan hubungan visual. 

3. Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi 

(Deddy Mulyana, 2007). 

Menggunakan pendapat Raymond S. Ross, model memberikan 

penglihatan yang lain, berbeda dan lebih dekat; model menyediakan kerangka 

rujukan, menyarankan kesenjangan informasional, menyoroti problem abstraksi, 

dan menyatakan suatu problem dalam bahasa simbolik bila terdapat peluang untuk 

menggunakan gambar atau simbol. 

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam buku Human Communication 

menjelaskan 3 model komunikasi : 

a. Model komunikasi linier, yaitu model komunikasi satu arah (one- way view 

of communication). Di mana komunikator memberikan suatu stimulus dan 

komunikan memberikan respons atau tanggapan yang diharapkan, tanpa 

mengadakan seleksi dan interpretasi. Seperti, teori jarum hipodermik 

(hypodermic neddle theory), asumsi-asumsi teori ini yaitu ketika seseorang 
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memersuasi orang lain, maka ia ―menyuntikkan satu ampul‖ persuasi 

kepada orang lain itu, sehingga orang lain tersebut melakukan apa yang ia 

kehendaki. 

b. Model komunikasi dua arah adalah model komunikasi interaksional, 

merupakan kelanjutan dari pendekatan linier. Pada model ini, terjadi 

komunikasi umpan balik (feedback) gagasan. Ada pengirim (sender) yang 

mengirimkan informasi dan ada penerima (receiver) yang melakukan 

seleksi, interpretasi dan memberikan respons balik terhadap pesan dari 

pengirim (sender). Dengan demikian, komunikasi berlangsung dalam 

proses dua arah (two-way) maupun proses peredaran atau perputaran arah 

(cyclical process), sedangkan setiap partisipan memiliki peran ganda, di 

mana pada satu waktu bertindak sebagai sender, sedangkan pada waktu 

lain berlaku sebagai receiver, terus seperti itu sebaliknya. 

c. Model komunikasi transaksional, yaitu komunikasi hanya dapat dipahami 

dalam konteks hubungan (relationship) di antara dua orang atau lebih. 

Proses komunikasi ini menekankan semua perilaku adalah komunikatif 

dan masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki konten 

pesan yang dibawanya dan saling bertukar dalam transaksi. 

Terdapat beberapa model komunikasi yang sangat umum dibicarakan 

dalam ilmu komunikasi yaitu: 

1. Model S-R (Stimulus-Respons) 

Model stimulus-respons (S-R) adalah model komunikasi paling 

dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang 
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beraliran behavioristik. Model tersebut menggambarkan hubungan 

stimulus-respons. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi-

reaksi yang sangat sederhana. Bila seorang lelaki berkedip kepada seorang 

wanita, dan wanita itu kemudian tersipu malu, atau bila saya tersenyum 

dan kemudian anda membalas senyuman saya, itulah pola S–R. Jadi model 

S–R mengasumsikan bahwa kata- kata verbal (lisan–tulisan), isyarat-

isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu akan 

merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara tertentu. 

Oleh karena itu anda dapat menganggap proses ini sebagai pertukaran atau 

pemindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat bersifat timbal-balik 

dan mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat mengubah tindakan 

komunikasi berikutnya. 

 Sebagai contoh, ketika seseorang yang anda kagumi atau menarik 

perhatian anda tersenyum kepada anda ketika berpapasan di jalan, boleh 

jadi anda akan membalas senyumannya, karena anda merasa senang. Pada 

gilirannya, merasa mendapatkan sambutan, orang tadi bertanya kepada 

anda, ―mau ke mana?‖ lalu anda menjawab, ―mau kuliah.‖ Ia pun 

melambaikan tangan ketika berpisah, dan anda membalas dengan lambaian 

tangan pula. Di kampus, masih mengenang peristiwa sebelumnya yang 

menyenangkan, anda juga tersenyum- senyum kepada orang laindan 

mendapatkan tanggapan dari teman anda, ―kok kamu tampak bahagia 

sekali, sih.‖ Begitulah seterusnya. 

Pola S–R ini dapat pula berlangsung negatif, misalnya orang 
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pertama menatap orang kedua dengan tajam, dan orang kedua balik 

menatap, menunduk malu, memalingkan wajah, atau membentak, ―apa 

lihat-lihat? Nantang, ya?‖ atau, orang pertama melotot dan orang kedua 

ketakutan. 

Model S–R mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses, 

khususnya yang berkenaan dengan faktor manusia. Secara implisit ada 

asumsi dalam model S–R ini bahwa perilaku (respons) manusia dapat 

diramalkan. Ringkasnya, komunikasi dianggap statis; manusia dianggap 

berperilaku karena kekuatan dari luar (stimulus), bukan berdasarkan 

kehendak, keinginan, atau kemauan bebasnya. Model ini lebih sesuai bila 

diterapkan pada sistem pengendalian suhu udara alih- alih pada perilaku 

manusia. 

2. Model Lasswell 

Salah satu model komunikasi yang tua tetapi masih digunakan 

orang untuk tujuan tertentu adalah model komunikasi yang dikemukakan 

oleh Harold Lasswell, seorang ahli ilmu politik dari Yale University. Dia 

menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam 

melihat proses komunikasi, yaitu who(siapa), says what (mengatakan apa), 

in which medium atau dalam media apa, to whom atau kepada siapa, dan 

dengan what effect atau apa efeknya. 

 Bila dilihat lebih lanjut maksud dari model Lasswell ini akan 

kelihatan bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan who tersebut adalah 

menunjuk kepada siapa orang yang mengambil inisiatif untuk memulai 
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komunikasi. Yang memulai komunikasi ini dapat berupa seseorang dan 

dapat juga sekelompok orang seperti organisasi atau persatuan. 

Pertanyaan kedua adalah says what atau apa yang dikatakan. 

Pertanyaan ini adalah berhubungan dengan isi komunikasi atau apa pesan 

yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Umumnya kita menanyakan 

pertanyaan ini dalam pemikiran kita dalam berkomunikasi. Kadang-

kadang orang perlu mengorganisir lebih dahulu apa yang akan 

disampaikan sebelum mengkomunikasikannya. Isi yang dikomunikasikan 

ini kadang-kadang sederhana dan kadang-kadang sulit dan kompleks. 

Misalnya yang sederhana seorang pimpinan menyuruh karyawannya untuk 

datang rapat pada hari tertentu. Contoh isi pesan yang agak sulit misalnya 

menjelaskan kepada karyawan mengenai pengelolaan informasi dengan 

menggunakan komputer. 

Pertanyaan ketiga adalah to whom. Pertanyaan ini maksudnya 

menanyakan siapa yang menjadi audience atau penerima dari komunikasi. 

Atau dengan kata lain kepada siapa komunikator berbicara atau kepada 

siapa pesan yang ia ingin disampaikan diberikan. Hal ini perlu 

diperhatikan karena penerima pesan ini, berbeda dalam banyak hal 

misalnya, pengalamannya, kebudayaannya, pengetahuannya dan usianya. 

Kita tidak akan menggunakan cara yang sama dalamberkomunikas kepada 

anak-anak dan berkomunikasi kepada orang dewasa. Jadi, dalam 

berkomunikasi siapa pendengarnya perlu dipertimbangkan. 

Pertanyaan yang keempat adalah through what atau melalui media 
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apa. Yang dimaksudkan dengan media adalah alat komunikasi, seperti 

berbicara, gerakan badan, kontak mata, sentuhan, radio, televisi, surat, 

buku dan gambar. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah tidak 

semua media cocok untuk maksud tertentu. Kadang-kadang suatu media 

lebih efisien digunakan untuk maksud tertentu tetapi untuk maksud yang 

lain tidak. 

Pertanyaan terakhir dari model Lasswell ini adalah what effect atau 

apa efeknya dari komunikasi tersebut. Misalnya: sebuah sekolah swasta 

membuat iklan untuk mengkomunikasikan bahwa mereka akan menerima 

murid baru. Sesudah iklan ini disiarkan beberapa hari, sudah berapa 

orangkah yang telah mendaftar untuk menjadi murid. Jumlah orang yang 

mendaftar ini adalah merupakan efek dari komunikasi. 

Pertanyaan mengenai efek komunikasi ini dapat menanyakan 2 hal 

yaitu apa yang ingin dicapai dengan hasil komunikasi tersebut dan kedua, 

apa yang dilakukan orang sebagai hasil dari komunikasi.  

Akan tetapi perlu diingat, bahwa kadang-kadang tingkah laku 

seseorang tidak hanya disebabkan oleh faktor hasil komunikasi tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Model Aristoteles 

Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik. Model 

ini sering disebut model retoris (rhetorical model). Aristoteles adalah 

filosof Yunani yang paling awal mengkaji komunikasi. Ialah yang pertama 

kali merumuskan model komunikasi verbal. Menurut Aristoteles, 
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komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan 

pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Ia 

mengemukakan tiga unsur dasar proses komunikasi, yaitu 

pembicara/speaker, pesan/massage, dan pendengar/listener. 

Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi 

retoris, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik (public 

speaking) atau pidato. Pada masa itu, seni berpidato memang merupakan 

keterampilan penting yang digunakan di pengadilan dan di majlis 

legislatur dan pertemuan-pertemuan masyarakat. Oleh karena semua 

bentuk komunikasi publik melibatkan persuasi, Aristoteles tertarik 

menelaah sarana persuasi yang paling efektif dalam pidato. 

Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa anda (etos- 

keterpercayaan anda), argumen anda (logos-logika dalam pendapat anda), 

dan dengan memainkan emosi khalayak (pathos-emosi khalayak). Dengan 

kata lain, faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek 

persuasif suatu pidato meliputi isi pidato, susunannya, dan cara 

penyampaiannya. Aristoteles juga menyadari peran khalayak pendengar. 

Persuasi berlangsung melalui khalayak ketika mereka diarahkan oleh 

pidato itu ke dalam suatu keadaan emosi tertentu. 

4. Model Shanon dan Weaver 

Salah satu model awal komunikasi dikemukakan Claude Shannon 

dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical 

Theory of Communication. Model yang sering disebut model matematis 
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atau model teori informasi itu mungkin adalah model yang pengaruhnya 

paling kuat atas model dan teori komunikasi lainnya. Shannon adalah 

seorang insinyur pada Bell Telephone dan ia berkepentingan dengan 

penyampaian pesan yang cermat melalui telepon. Weaver mengembangkan 

konsep Shannon untuk menerapkannya pada semua bentuk komunikasi. 

Model Shannon dan Weaver ini menyoroti problem penyampaian 

pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model itu melukiskan suatu 

sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya 

melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang menyandi-balik atau 

mencipta-ulang pesan tersebut. Dengan kata lain, model Shannon dan 

Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan 

untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. 

Pemancar mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran 

yang digunakan. Saluran (channel) adalah medium yang mengirimkan 

sinyal (tanda) dari transmitter ke penerima (receiver). Dalam percakapan, 

sumber informasi ini adalah otak, transmitternya adalah mekanisme suara 

yang menghasilkan sinyal (kata-kata terucapkan), yang ditransmisikan 

lewat udara (lewat saluran). 

5. Model Schramm 

Wilbur Schramm membuat serangkai model komunikasi, dimulai 

dengan model komunikasi manusia yang sederhana, lalu model yang lebih 

rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba 

berkomunikasi, hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua 
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individu. Model pertama mirip dengan model Shannon dan Weaver. 

Dalam modelnya yang kedua Schramm memperkenalkan gagasan bahwa 

kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaran-lah yang 

sebenarnya dikomunikasikan, karena bagian sinyal itulah yang dianut 

sama oleh sumber dan sasaran. Model ketiga Schramm menganggap 

komunikasi sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, 

menafsirkan, menyandi-balik, mentranmisikan dan menerima sinyal. Di 

sini kita melihat umpan balik dan lingkaran yang berkelanjutan untuk 

berbagi informasi. 

Menurut Wilbur Schramm, komunikasi senantiasa membutuhkan 

setidaknya tiga unsur: sumber (source), pesan (massage), dan sasaran 

(destination). Sumber boleh jadi seorang individu (berbicara, menulis, 

menggambar, memberi isyarat) atau suatu organisasi komunikasi (seperti 

sebuah surat kabar, penerbit, stasiun televisi, atau studio film). Pesan 

dapat berbentuk tinta pada kertas, gelombang suara di udara, impuls 

dalam arus listrik, lambaian tangan, bendera di udara, atau setiap tanda 

yang dapat ditafsirkan. Sasarannya mungkin seorang individu yang 

mendengarkan, menonton atau membaca; atau anggota suatu kelompok, 

seperti kelompok diskusi, khalayak pendengar ceramah, kumpulan 

penonton sepakbola, atau anggota khalayak media massa. 

6. Model Newcomb 

Theodore Newcomb memandang komunikasi dari perspektif 

psikologi- sosial. Dalam model Newcomb, komunikasi adalah suatu cara 
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yang lazim dan efektif yang memungkinkan orang-orang 

mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka. Model ini 

mengisyaratkan bahwa setiap sistem apapun mungkin ditandai oleh suatu 

keseimbangan kekuatan-kekuatan dan bahwa setiap perubahan dalam 

bagian manapun dari sistem tersebut akan menimbulkan suatu ketegangn 

terhadap keseimbangan atau simetri, karena ketidakseimbangan atau 

kekurangan simetri secara psikologis tidak menyenangkan dan 

menimbulkan tekanan internal untuk memulihkan keseimbangan. 

7. Model Berlo 

Model lain yang dikenal luas adalah model David K. Berlo, yang ia 

kemukakan pada tahun 1960. Model ini dikenal dengan model SMCR, 

kepanjangan dari Source (sumber), Message (pesan), Channel (saluran), 

dan Receiver (penerima). Sebagaimana dikemukakan Berlo, sumber adalah 

pihak yang menciptakan pesan, baik seorang ataupun suatu kelompok. 

Pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik, seperti bahasa 

atau isyarat; saluran adalah medium yang membawa pesan; dan penerima 

adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi.  

Berlo juga menggambarkan kebutuhan penyandi (encoder) dan 

penyandi- balik (decoder) dalam proses komunikasi. Encoder bertanggung 

jawab mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk pesan. Dalam 

situasi tatap-muka, fungsi penyandian dilakukan lewat mekanisme vokal 

dan sistem otot sumber yang menghasilkan pesan verbal dan nonverbal. 

Akan tetapi, mungkin juga terdapat seorang lain yang menyandi pesan. 
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Misalnya, Menteri Sekretaris Negara dapat berfungsi sebagai penyandi 

dalam konferensi pers. Senada dengan itu, penerima membutuhkan 

penyandi-balik untuk menerjemahkan pesan yang ia terima. Dalam 

kebanyakan kasus, penyandi-balik adalah perangkat keterampilan indrawi 

penerima. 

Model komunikasi yang dikembangkan oleh Claude Shannon dan 

Warren Weaver pada tahun 1949 telah menjadi dasar penting dalam studi 

komunikasi. Teori ini dikenal sebagai Model Matematika Komunikasi, dan 

tujuannya adalah memberikan kerangka kerja untuk memahami proses 

komunikasi dalam konteks teknis dan ilmiah. Model ini terutama digunakan 

untuk menggambarkan komunikasi dalam sistem telekomunikasi, tetapi 

konsep-konsepnya juga dapat diterapkan pada berbagai konteks komunikasi 

(Shannon et al., 1949). 

Menurut Shannon dan Weaver, Model komunikasi terdiri dari 

beberapa elemen kunci, yaitu pengirim (sender), pesan (message), saluran 

(channel), penerima (receiver), encoding, decoding, dan noise. Mari kita 

bahas setiap elemen ini lebih rinci. 

Model komunikasi pemerintahan adalah suatu konsep yang mengacu pada 

cara pemerintah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, 

sektor swasta, dan entitas lainnya. Komunikasi pemerintahan memiliki peran yang 

sangat penting dalam membentuk kebijakan publik, membangun hubungan 

dengan warganegara, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. 



65 
 

 
 

Dalam konteks ini, penulis mengidentifikasi beberapa elemen utama dalam model 

komunikasi pemerintahan. 

a. Komunikasi Internal Pemerintahan: Komunikasi internal di dalam 

pemerintahan adalah landasan dari efektivitas suatu negara. 

Pemerintahan harus memiliki saluran komunikasi yang efisien antar 

unit dan departemen untuk memastikan arus informasi yang tepat. Ini 

mencakup pertukaran informasi antar kementerian, lembaga, dan 

tingkatan pemerintahan yang berbeda (Grawe et al., 2023). 

b. Komunikasi Eksternal Pemerintahan: Komunikasi eksternal 

pemerintahan mencakup interaksi antara pemerintah dan pihak 

eksternal seperti masyarakat, sektor bisnis, organisasi nirlaba, dan 

media. Pemerintah harus dapat mengkomunikasikan kebijakan, 

program, dan inisiatifnya secara efektif kepada berbagai pemangku 

kepentingan eksternal (Zhang et al., 2020). 

c. Komunikasi Kebijakan Publik: Salah satu fungsi penting pemerintah 

adalah merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik. Model 

komunikasi pemerintahan harus mencakup strategi untuk menjelaskan, 

membela, dan mempromosikan kebijakan-kebijakan ini kepada 

masyarakat (Kim & Shim, 2020). Ini termasuk pendekatan edukatif 

untuk meningkatkan pemahaman warganegara tentang dampak dan 

tujuan kebijakan. 

d. Media dan Hubungan Masyarakat: Media memainkan peran kunci 

dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah perlu 
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memiliki strategi komunikasi yang efektif dengan media, termasuk 

konferensi pers, rilis pers, dan interaksi langsung dengan wartawanan 

(Dunan & Mudjiyanto, 2020). Selain itu, hubungan masyarakat 

pemerintah juga harus memastikan bahwa citra pemerintah di mata 

masyarakat dijaga dengan baik. 

e. Partisipasi Masyarakat: Model komunikasi pemerintahan yang efektif 

juga memasukkan elemen partisipasi masyarakat. Pemerintah harus 

membuka saluran untuk mendengar aspirasi, kekhawatiran, dan 

pendapat masyarakat terkait kebijakan dan keputusan yang diambil 

(Yuan et al., 2023). Ini dapat dilakukan melalui dialog, forum 

partisipatif, atau konsultasi publik. 

f. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah yang transparan dan 

akuntabel memiliki komunikasi yang jujur dan terbuka. Model 

komunikasi pemerintahan harus mencakup upaya untuk memberikan 

informasi yang akurat, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh 

masyarakat (Roundy et al., 2023). Ini mencakup penyediaan laporan 

keuangan, evaluasi kinerja, dan informasi terkait lainnya. 

g. Teknologi dan Inovasi: Perkembangan teknologi telah mengubah cara 

pemerintah berkomunikasi. Model komunikasi pemerintahan modern 

mencakup penggunaan platform digital, media sosial, dan teknologi 

informasi lainnya untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat 

dan efektif (Zhou et al., 2023). Inovasi dalam teknologi juga dapat 

meningkatkan keterlibatan masyarakat. 
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h. Manajemen Krisis dan Darurat: Komunikasi pemerintahan menjadi 

sangat kritis selama situasi krisis dan darurat (Hagen et al., 2020). 

Model ini harus mencakup strategi komunikasi yang cepat dan tepat 

untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat, 

meredakan kepanikan, dan memberikan arahan yang jelas. 

Penting untuk diingat bahwa model komunikasi pemerintahan tidak 

bersifat statis. Seiring perubahan lingkungan politik, sosial, dan teknologis, 

pemerintah perlu terus beradaptasi dengan model komunikasi yang relevan dan 

efektif. Model yang sukses akan mencerminkan nilai-nilai demokrasi, responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu membangun kepercayaan antara 

pemerintah dan warganegara. 

Pemahaman mengenai berbagai jenis model komunikasi adalah kunci 

untuk menyelidiki dan menggali dinamika proses komunikasi. Model-model 

tersebut memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana pesan 

disampaikan, dipahami, dan meresap di antara pihak-pihak yang terlibat. Dari 

model linier yang sederhana hingga model transaksional yang lebih kompleks, 

setiap pendekatan mencerminkan berbagai aspek dan nuansa dalam interaksi 

manusia. Seiring dengan perkembangan teori komunikasi, penelitian dan aplikasi 

model-model ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan 

meningkatkan komunikasi di berbagai konteks. 

Model-model komunikasi mencakup berbagai kerangka kerja dan teori 

yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses komunikasi. Beberapa 

model tersebut merinci unsur-unsur dasar, dinamika, dan faktor-faktor yang 
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memengaruhi komunikasi manusia. Di bawah ini, akan dijelaskan beberapa model 

komunikasi yang mewakili berbagai pendekatan dan konsep. 

1. Model Linier (Linear Model): 

Model linier adalah salah satu model komunikasi yang paling 

sederhana. Dalam model ini, komunikasi dipandang sebagai suatu garis 

lurus dari pengirim (sender) ke penerima (receiver). Elemen-elemen kunci 

melibatkan pengirim yang menghasilkan pesan, mentransmisikan pesan 

melalui saluran, dan penerima yang menerima dan merespon pesan 

(Rohayatin et al., 2022). Model ini ditemukan dalam karya-karya awal 

seperti model komunikasi Shannon dan Weaver yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

2. Model Interaksional (Interactive Model): 

Model interaksional membawa konsep interaksi dan umpan balik 

ke dalam pemahaman komunikasi. Dalam model ini, komunikasi 

dipandang sebagai pertukaran pesan yang melibatkan pengirim dan 

penerima secara bergantian. Umpan balik menjadi elemen kunci, di mana 

penerima merespon pesan dan memberikan tanggapan, membentuk suatu 

siklus interaktif (Llopis-Lorente et al., 2017). Model ini mencerminkan 

sifat dinamis dan saling ketergantungan dalam proses komunikasi. 

3. Model Transaksional (Transactional Model): 

Model transaksional, dikembangkan oleh Barnlund dan 

berdasarkan konsep transaksi, menekankan bahwa komunikasi adalah 

suatu pertukaran dinamis di mana kedua pihak, pengirim dan penerima, 
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saling berkontribusi pada pembentukan pesan (Cerrone & Mäekivi, 2021). 

Dalam model ini, komunikasi dipahami sebagai suatu aktivitas yang terus 

menerus, dan umpan balik menjadi elemen yang sangat penting. Pesan 

tidak hanya dikirim dan diterima tetapi juga dibangun bersama dalam 

interaksi. 

4. Model Konstitutif (Constitutive Model): 

Model konstitutif menggeser fokus dari pemahaman komunikasi 

sebagai penyampaian pesan menjadi pemahaman komunikasi sebagai 

pembentukan realitas. Pemikiran teoritis ini menunjukkan bahwa 

komunikasi bukan hanya tentang mentransfer informasi, tetapi juga 

tentang bagaimana komunikasi membentuk dan menciptakan makna. 

Model ini menyoroti peran bahasa, simbol, dan konteks dalam membentuk 

realitas sosial (Cassinger, 2018). 

5. Model Sosial-Konstruktivis (Social Constructivist Model): 

Model ini memperluas pandangan konstitutif dengan menekankan 

konstruksi sosial dari makna. Menurut perspektif ini, makna tidak 

ditemukan tetapi dibangun oleh masyarakat melalui interaksi dan budaya. 

Proses komunikasi menjadi sarana utama untuk menyusun dan 

memperbarui makna dalam suatu konteks sosial (Matteucci, 2015). 

6. Model Komunikasi Partisipatif: 

Model komunikasi partisipatif mencerminkan pendekatan yang 

esensial dalam membangun keterlibatan aktif dan demokratis dalam proses 

komunikasi. Dengan fokus pada pemberian peran yang signifikan kepada 
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semua pihak yang terlibat, model ini mempromosikan keterlibatan aktif 

dan menciptakan platform untuk kolaborasi yang efektif. Di dalamnya, 

setiap individu atau kelompok dianggap sebagai kontributor berharga, 

diakui atas nilai dan pengalaman yang dimilikinya (de la Casa & 

Caballero, 2021). 

Ciri khas dari model komunikasi partisipatif adalah terbukanya 

saluran komunikasi. Informasi disampaikan secara transparan, memastikan 

pemahaman yang mendalam tentang konteks dan tujuan komunikasi. 

Keterbukaan ini menciptakan lingkungan di mana setiap peserta memiliki 

akses ke informasi relevan dan dapat berpartisipasi secara berpengetahuan. 

Selain itu, model ini sering diterapkan dalam konteks pengambilan 

keputusan yang demokratis, di mana semua pihak yang terlibat memiliki 

kesempatan untuk menyuarakan pendapat, memberikan masukan, dan 

berpartisipasi dalam pembentukan keputusan. Dengan demikian, model 

komunikasi partisipatif membangun lingkungan inklusif yang mendukung 

kerjasama dan pengambilan keputusan yang lebih holistik. 

Model-model komunikasi yang telah dijelaskan di atas mencerminkan 

keragaman pendekatan dan pandangan terhadap proses komunikasi. Setiap model 

menyoroti aspek-aspek unik dan memberikan wawasan yang berbeda tentang 

bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain. Dalam kenyataannya, banyak 

situasi komunikasi melibatkan kombinasi dari berbagai model ini, tergantung pada 

konteks, tujuan, dan karakteristik pihak-pihak yang terlibat. Pemahaman 
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mendalam terhadap model-model ini membantu kita menjelajahi kompleksitas 

komunikasi manusia dalam berbagai situasi kehidupan. 

D. Komunikasi Islam 

Teori Komunikasi Islam adalah konsep yang menggabungkan prinsip-

prinsip komunikasi dengan nilai-nilai Islam. Dalam tataran ini, komunikasi harus 

dipraktikkan dengan nilai-nilai profetik yang sesuai dengan kandungan Al-Qur'an. 

Teori ini menekankan pada pentingnya kejujuran, penghargaan terhadap 

keberagaman, dan kesantunan dalam berkomunikasi. Selain itu, konsep-konsep 

komunikasi kenabian turut menjadi bagian integral dari teori ini, menjadikan 

komunikasi sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai dalam tataran sosial 

(Faridah et al., 2023).  

Teori komunikasi Islam adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan 

untuk memahami dan menganalisis aspek komunikasi dalam konteks budaya, 

agama, dan nilai-nilai Islam. Ini adalah bidang studi yang berkembang pesat 

dalam ilmu komunikasi, yang membahas bagaimana Islam mempengaruhi 

komunikasi dan sebaliknya (Khiabany, 2021). Teori komunikasi Islam 

mengidentifikasi elemen-elemen yang unik dalam komunikasi di dunia Muslim, 

serta peran agama dalam membentuk pesan dan interaksi sosial. Pemahaman teori 

ini penting dalam konteks globalisasi dan diversifikasi budaya, karena 

memungkinkan kita untuk merespons tantangan komunikasi lintas budaya dengan 

lebih baik. 

Salah satu konsep utama dalam teori komunikasi Islam adalah akhlak atau 

etika komunikasi. Islam menekankan pentingnya berkomunikasi dengan cara yang 
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jujur, adil, dan santun. Akhlak komunikasi adalah bagian integral dari praktik 

Islam sehari-hari, baik dalam interaksi interpersonal maupun dalam media massa 

(Istiani & Islamy, 2020). Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, penghormatan 

terhadap orang lain, dan sikap saling pengertian. Dalam budaya Islam, 

komunikasi yang baik dianggap sebagai wujud ibadah dan upaya untuk mencapai 

kedamaian dan harmoni di antara individu dan komunitas. 

Teori komunikasi Islam juga membahas peran Al-Quran dan Hadis dalam 

komunikasi. Al-Quran adalah sumber utama panduan dalam hidup Muslim, dan 

banyak ajaran agama Islam disampaikan melalui teks ini. Dalam konteks 

komunikasi, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana 

berkomunikasi dengan bijak dan menghindari tindakan yang tidak etis. Hadis, 

yang berisi kutipan dan tindakan Nabi Muhammad, juga digunakan sebagai 

pedoman untuk berkomunikasi dengan benar dalam kehidupan sehari-hari (Robot, 

2023). 

Selain itu, teori komunikasi Islam menyoroti pentingnya pemahaman 

konteks budaya dalam komunikasi. Islam adalah agama global yang memiliki 

banyak subkultur dan perbedaan budaya. Oleh karena itu, penting untuk 

memahami bagaimana praktik komunikasi dapat bervariasi di seluruh dunia 

Muslim. Ini melibatkan mempertimbangkan aspek seperti bahasa, norma budaya, 

dan tradisi komunikasi dalam berbagai masyarakat Islam. 

Teori komunikasi Islam juga mencakup peran teknologi modern dalam 

menyebarkan pesan-pesan agama. Internet dan media sosial telah menjadi 

platform penting dalam menyebarkan pesan-pesan agama dan mendukung 



73 
 

 
 

komunikasi antarumat beragama. Namun, teknologi ini juga membawa tantangan 

dalam bentuk penyebaran informasi palsu atau radikalisasi online. Oleh karena 

itu, teori komunikasi Islam juga mencoba menjelaskan bagaimana Islam dapat 

beradaptasi dengan dunia digital dan mengatasi isu-isu tersebut. 

Secara keseluruhan, teori komunikasi Islam adalah disiplin yang penting 

dalam memahami bagaimana komunikasi berlangsung dalam konteks budaya dan 

agama Islam. Ini membantu kita menjalani komunikasi dengan etika yang sesuai, 

mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pesan-pesan kita, dan menghormati 

keanekaragaman budaya yang ada dalam dunia Muslim. Dalam era globalisasi 

dan teknologi modern, pemahaman yang lebih baik tentang teori ini penting dalam 

mempromosikan dialog antarbudaya dan perdamaian di seluruh dunia (Sufah et 

al., 2023). 

Moderasi beragama dalam konteks komunikasi Islam adalah prinsip 

penting yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa dan komunikasi yang 

seimbang, penuh toleransi, dan tidak ekstrem dalam berbicara tentang agama 

(Tanjung, 2022). Ini berarti bahwa dalam berkomunikasi mengenai Islam, 

individu harus menjaga agar pesan-pesan agama disampaikan dengan cara yang 

menghargai keragaman, menghindari retorika eksklusif atau menggurui, dan 

mempromosikan dialog konstruktif. 

Secara ilmiah, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan 

informasi antara individu atau entitas melalui berbagai media atau metode. Ini 

melibatkan penyampaian pesan dari satu pihak (pengirim) kepada pihak lain 

(penerima) dengan tujuan tertentu. Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai 
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bentuk, seperti lisan, tertulis, non-verbal, elektronik, dan sebagainya. Proses ini 

melibatkan kodifikasi (pengirim mengubah pesan menjadi bentuk yang dapat 

dipahami), transmisi (pengirim mengirimkan pesan), dan dekodifikasi (penerima 

mengurai pesan dan memahaminya).  

Alquran menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik 

dan bijaksana(QS. An-Nahl: 125). Komunikasi Islam dilandasi oleh akhlak yang 

tinggi, menghindari ucapanyang tidak berguna, fitnah atau menyinggung (QS. Al-

Hujurat: 11-12). Lebih dari itu, Alqur‘anjuga menganjurkan untuk mendengarkan 

baik-baik dan menjawab dengan santun(QS. Al-Baqarah: 83).  

Berikut adalah ciri-ciri komunikasi Islam menurut Alquran:  

1. Gunakan bahasa yang baik 

Komunikasi Islam membutuhkan penggunaan bahasa yang baik 

dan sopan serta menghindari kata-kata kasar atau menyakitkan. ―Dan beri 

tahu hamba-hamba-Ku bahwa mereka harus mengucapkan kata-kata yang 

baik. Sungguh, Setan telah menimbulkan perselisihan di antara mereka. 

Sungguh, Setan adalah musuh umat manusia yang sebenarnya.‖ (QS. Al-

Isra: 53). Dengan mengutamakan kata-katayang baik, komunikasi Islam 

dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan pengertian. 

(Joko Susanto, 2020)  

2. Mengutamakan kejujuran 

Komunikasi Islam berakar pada kejujuran dan keterbukaan. Nabi 

Muhammad Saw. selalu dikenal sebagai ―Al-Amin‖ atau orang yangdapat 

dipercaya karena integritasnya dalam berkomunikasi. ―Hai orang-orang 
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yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah yang benar.‖ 

(QS. Al-Ahzab: 70). Kejujuran dalam berkomunikasi mencerminkan 

ketulusan hati dan menghindari kesalahan atau penipuan (Herman 

Jamaluddin et al., 2020). 

3. Mendengarkan secara aktif 

Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan bagian integral 

dari komunikasi islam. Dalam Alqur‘an, Allah memuji orang-orang yang 

mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik dari mereka (QS. Az-

Zumar: 18). 

4. Hindari fitnah 

Komunikasi islam menekankan untuk menghindari penyebaran fitnah atau 

desas-desus negatif tentang orang lain, karena hal ini dapat merusak 

hubungan dan menimbulkan kebencian (QS. Al-Hujurat: 12).  

5. Memberi nasehat yang lembut 

Komunikasi Islam mencerminkan nasehat dengan kelembutan dan 

ketulusan dengan niat yang baik. ―Mari kita berpegang teguh pada tali 

(agama) Allah, dan tidak dipisahkan.‖ (QS. Al-Imran: 103). Nasihat yang 

diberikan dengan lembut mungkin lebih baik diterima dan berdampak 

positif pada hubungan sosial. Komunikasi islam menjadi dasar untuk 

menciptakan hubungan yang harmonis, penuhkasih sayang dan pengertian 

dalam kehidupan sosial, terutama dalam keluarga. Prinsip komunikasi 

Islam dari Alqur‘an dan hadits menekankan pentingnya bahasa yang baik, 

kejujuran, mendengarkan dengan penuh perhatian, menghindari fitnah, dan 
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nasihat yang lembut. (Mansuretal., 2022) Dengan melaksanakan prinsip 

komunikasi Islam dalam keluarga, diharapkan setiap anggota keluarga 

dapat merasakan kehangatan dan kedamaian yang terpancar dari 

keharmonisan dalam berinteraksi satu sama lain. 

Komunikasi Islam dalam tataran keilmuan selalu dihubungkan  dengan 

etika komunikasi yang ada di dalam Alquran. Adapun nilai nilai komunikasi yang 

terkandung dalam Alquran adalah: 

Tabel 1.  

Etika  Komunikasi dalam Alquran. 

No Etika Komunikasi  Dalil Al-Qur'an 

1. Qaulan Sadiidan (QS. An-Nisaa' [4]: 9 dan QS. Al-

Ahzab [33]: 70)  

2. Qaulan Baliighan (QS. An-Nisaa' [4]: 63) 

3. Qaulan Masyuuran (QS. Al-Israa' [17]: 28) 

4. Qaulan Layyinan (QS. Thaahaa (20): 44) 

5. Qaulan Kariiman (QS. Al-Israa' [17]: 23)  

6. Qaulan Ma’ruufan (QS. An-Nisaa' [4]: 5) 

 

Komunikasi juga melibatkan elemen-elemen seperti pesan, saluran 

komunikasi, konteks, noise (gangguan), serta pengaruh konteks sosial dan budaya. 

Tujuan komunikasi dapat bervariasi, termasuk informasi, persuasi, hiburan, atau 

koordinasi. 

Dalam konteks umum, komunikasi melibatkan studi tentang bagaimana 

pesan dikomunikasikan, diterima, dan memengaruhi perilaku individu atau 
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kelompok dalam berbagai situasi. Penelitian ini melibatkan aspek-aspek seperti 

psikologi komunikasi, teori komunikasi, analisis pesan, dan sosial dalam rangka 

memahami bagaimana komunikasi berperan dalam kehidupan manusia dan dalam 

berbagai konteks sosial. 

Moderasi beragama dalam konteks komunikasi Islam adalah prinsip 

penting yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa dan komunikasi yang 

seimbang, penuh toleransi, dan tidak ekstrem dalam berbicara tentang agama 

(Tanjung, 2022). Ini berarti bahwa dalam berkomunikasi mengenai Islam, 

individu harus menjaga agar pesan-pesan agama disampaikan dengan cara yang 

menghargai keragaman, menghindari retorika eksklusif atau menggurui, dan 

mempromosikan dialog konstruktif (Hati et al., 2023).  

Moderasi beragama juga berarti menghindari retorika yang memicu 

konflik antaragama, serta berperan dalam pendidikan masyarakat tentang prinsip-

prinsip moderasi dalam Islam. Dengan menerapkan moderasi beragama dalam 

komunikasi Islam, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung 

perdamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam masyarakat. 

E. Teori Komunikasi Interkultural 

Teori komunikasi interkultural adalah bidang studi yang memeriksa cara 

komunikasi terjadi antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. 

Lebih lanjut lagi, teori ini dikembangkan menjadi Teori Dimensi Budaya, yang 

membandingkan budaya nasional berdasarkan sejumlah dimensi, seperti 

individualisme-kolektivisme, jarak kekuasaan, dan ketidakpastian yang dihindari. 
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Teori ini membantu memahami perbedaan budaya dalam komunikasi (Hofstede, 

2018). 

Teori komunikasi interkultural adalah kerangka kerja yang digunakan 

untuk memahami bagaimana komunikasi berlangsung antara individu atau 

kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda (R‘boul, 2022). Teori ini 

bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan budaya, seperti nilai-nilai, 

keyakinan, norma, dan bahasa, mempengaruhi proses komunikasi. Dalam era 

globalisasi yang semakin mendalam, pemahaman komunikasi antarbudaya 

menjadi semakin penting dalam mengatasi perbedaan dan mempromosikan 

pemahaman lintas budaya (Braslauskas, 2021). 

Salah satu konsep sentral dalam teori komunikasi interkultural adalah 

"pengkodean" dan "dekoding." Pengkodean mengacu pada bagaimana pesan 

dikirim oleh pengirim dalam konteks budaya mereka, sementara dekoding 

mengacu pada bagaimana pesan tersebut diterima dan diinterpretasikan oleh 

penerima dalam konteks budaya mereka. Perbedaan budaya dalam cara 

pengkodean dan dekoding pesan dapat menyebabkan ketidakpahaman atau 

kesalahan komunikasi. 

Teori komunikasi interkultural juga menyoroti pentingnya kesadaran 

budaya atau "cultural awareness (Kaihlanen et al., 2019)." Ini melibatkan 

kesadaran individu tentang nilai-nilai, norma, dan keyakinan dalam budaya 

mereka sendiri, serta budaya orang lain. Kesadaran budaya membantu dalam 

menghindari kesalahan dan konflik komunikasi yang dapat timbul akibat stereotip 

atau prasangka (Kumlien et al., 2020). 
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Selain itu, teori ini membahas pentingnya adaptasi komunikasi dalam 

konteks budaya yang berbeda. Kemampuan untuk mengadaptasi komunikasi agar 

lebih sesuai dengan budaya penerima pesan adalah keterampilan penting dalam 

komunikasi intercultural (Baker, 2022). Ini melibatkan fleksibilitas dalam bahasa, 

gaya berbicara, dan bahkan bahasa tubuh. 

Teori komunikasi interkultural menyoroti peran penting dalam mendukung 

dialog dan perdamaian antarbudaya. Dalam era globalisasi yang semakin 

terhubung, komunikasi yang efektif antarbudaya merupakan landasan untuk 

mempromosikan pemahaman lintas budaya dan mencegah konflik yang mungkin 

timbul akibat ketidakpahaman (Balakrishnan et al., 2021). Teori ini membantu 

membentuk strategi dan pendekatan yang mendukung dialog dan kerjasama yang 

lebih baik antara individu dan kelompok budaya yang berbeda. 

Dalam tataran ini, Pemerintah Kota Tanjung Balai, melalui 

komunikasinya, terlibat dalam dialog dengan masyarakat yang memiliki latar 

belakang budaya dan agama yang beragam. Teori komunikasi interkultural 

menyoroti pentingnya memahami perbedaan budaya dan agama dalam 

komunikasi untuk mencegah kesalahpahaman, konflik, dan membangun 

pemahaman yang mendalam. 

1. Pemahaman Nilai Kearifan Lokal: Teori ini menekankan perlunya 

pemerintah memahami nilai-nilai kearifan lokal di Tanjung Balai, 

termasuk norma-norma budaya dan agama setempat. Melalui komunikasi 

yang interkultural, pemerintah dapat menjalin hubungan yang lebih baik 
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dengan masyarakat dan membangun kebijakan moderasi beragama yang 

menghormati nilai-nilai setempat (Prasojo & Pabbajah, 2020). 

2. Adaptasi Komunikasi: Teori ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi 

komunikasi terhadap keberagaman budaya. Pemerintah perlu menyusun 

pesan-pesan yang mempertimbangkan variasi budaya dan agama di Kota 

Tanjung Balai agar dapat meresap dan diterima oleh beragam lapisan 

masyarakat (Rahman, 2021). 

3. Pembangunan Identitas Bersama: Komunikasi interkultural dapat 

membantu membangun identitas bersama di tengah keragaman agama dan 

budaya. Pemerintah perlu membangun naratif yang inklusif dan 

mendalam, menciptakan ruang bagi semua kelompok untuk merasa diakui 

dalam proses moderasi beragama (Hefni, 2020). 

4. Pemberdayaan Masyarakat: Teori ini menekankan pemberdayaan 

masyarakat melalui komunikasi yang efektif. Pemerintah dapat melibatkan 

kelompok-kelompok agama dalam dialog terbuka, mendengarkan aspirasi 

mereka, dan melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan untuk 

memastikan moderasi beragama yang lebih berkelanjutan (Ridwan, 2021). 

5. Mengelola Konflik Budaya: Teori komunikasi interkultural membantu 

pemerintah dalam mengelola potensi konflik budaya yang mungkin 

muncul selama proses moderasi beragama. Pemerintah perlu memiliki 

strategi komunikasi yang bijaksana untuk menyelesaikan ketegangan dan 

mempromosikan pemahaman saling menghormati (Mukhibat et al., 2023). 
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Dengan mengadopsi teori komunikasi interkultural, pemerintah dapat 

meningkatkan efektivitas komunikasi mereka dalam membangun moderasi 

beragama yang berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai. Penerapan 

prinsip-prinsip interkultural membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang 

lebih inklusif, menghormati keberagaman, dan memajukan tujuan moderasi 

beragama secara berkelanjutan. 

Teori ini membahas cara komunikasi yang efektif dapat terjadi antara 

individu atau kelompok dari berbagai budaya. Dalam hal ini, implementasi 

moderasi beragama yang berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai 

menghadapi tantangan interkultural yang perlu diatasi. 

Teori komunikasi interkultural menyoroti pentingnya pemahaman dan 

penghormatan terhadap perbedaan budaya. Pemerintah perlu mengakui dan 

memahami keberagaman budaya dan agama di Kota Tanjung Balai. Oleh karena 

itu, pesan-pesan moderasi beragama harus dirancang dengan mempertimbangkan 

keberagaman etnis, bahasa, dan tradisi agama di masyarakat. Komunikasi 

interkultural dalam hal ini berarti menciptakan pesan yang dapat diakses dan 

dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya. 

Kemudian, teori komunikasi interkultural menekankan pentingnya 

pengelolaan konflik budaya. Dalam konteks moderasi beragama, mungkin ada 

perbedaan pemahaman, nilai, dan keyakinan antarwarga. Pemerintah perlu 

menggunakan komunikasi interkultural untuk merespon konflik budaya dan 

memfasilitasi dialog konstruktif. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat 

menciptakan ruang bagi warga Kota Tanjung Balai untuk berbicara tentang 
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perbedaan mereka dan mencari solusi bersama untuk mencapai moderasi 

beragama. 

Terakhir, teori komunikasi interkultural menekankan pentingnya adaptasi 

komunikasi. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan gaya komunikasi yang 

efektif dalam berbagai konteks budaya. Pesan-pesan moderasi beragama harus 

disampaikan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya 

setempat (Machwate et al., 2021). Komunikasi yang efektif akan terjadi ketika 

pemerintah mampu memahami konteks budaya dan mengomunikasikan pesan 

mereka dengan mempertimbangkan keunikan dan keberagaman masyarakat 

Tanjung Balai. 

Dengan menerapkan teori komunikasi interkultural, pemerintah dapat 

membangun jembatan komunikasi yang lebih baik antara berbagai kelompok etnis 

dan agama di Kota Tanjung Balai. Melalui pemahaman yang lebih mendalam 

tentang perbedaan budaya, manajemen konflik yang efektif, dan adaptasi 

komunikasi yang tepat, proses pembangunan moderasi beragama berbasis nilai 

kearifan lokal dapat berjalan lebih lancar dan mencapai hasil yang lebih 

berkelanjutan. 

F. Teori Komunikasi Pembangunan 

Teori Komunikasi Pembangunan adalah sebuah paradigma yang 

menekankan peran penting komunikasi dalam upaya pembangunan sosial, 

ekonomi, dan politik (Dai & Chen, 2017). Penerapan teori ini memandang 

komunikasi sebagai alat yang dapat membentuk pemahaman, memotivasi 

partisipasi masyarakat, dan memicu perubahan sosial yang positif. Dalam 
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kerangka ini, komunikasi tidak hanya dianggap sebagai penyampai informasi, 

melainkan juga sebagai katalisator yang dapat membentuk persepsi, nilai, dan 

perilaku individu serta kelompok dalam suatu masyarakat. 

Salah satu prinsip utama teori ini adalah partisipasi masyarakat yang aktif 

dalam proses pembangunan (Rogers, 1962). Hal ini menekankan bahwa 

pembangunan yang berhasil memerlukan keterlibatan langsung dari masyarakat 

setempat. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama, di mana komunikasi 

bukan hanya sebagai alat penyampaian pesan dari pemerintah atau lembaga 

pembangunan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dan 

keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Dalam konteks global, teori komunikasi pembangunan telah membuktikan 

nilai esensialnya dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Penerapannya dapat 

terlihat dalam upaya mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan 

kesehatan, serta mengelola isu-isu lingkungan. Komunikasi pembangunan juga 

menjadi sarana untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan, menciptakan dialog antarbudaya, dan merangsang tindakan kolektif 

terkait dengan perubahan iklim. 

Meskipun demikian, teori ini tidak tanpa kritik. Beberapa penilaian 

mengarah pada kecenderungan pendekatan top-down, di mana pemerintah atau 

lembaga pembangunan menentukan agenda komunikasi tanpa memadukan 

dengan aspirasi masyarakat. Kritik juga mengenai ketidakmerataan dalam pola 

komunikasi yang dapat memunculkan disparitas akses informasi, serta 
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kekhawatiran bahwa teori ini mungkin hanya mengatasi gejala tanpa menangani 

akar masalah pembangunan. 

Sebagai studi kasus, penerapan komunikasi pembangunan di Kota Tanjung 

Balai dapat mencakup upaya untuk membangun partisipasi aktif masyarakat 

dalam pembuatan kebijakan moderasi beragama. Pemanfaatan media lokal, seperti 

radio atau surat kabar setempat, dapat menjadi sarana efektif untuk 

menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama secara sesuai dengan budaya dan 

nilai-nilai kearifan lokal (Atasoge et al., 2023). 

Secara keseluruhan, teori komunikasi pembangunan memberikan kerangka 

kerja yang kuat untuk memahami dan menerapkan komunikasi dalam konteks 

pembangunan. Dengan memahami prinsip-prinsipnya, pemerintah dan lembaga 

pembangunan dapat mengoptimalkan peran komunikasi sebagai instrumen untuk 

mencapai perubahan positif dalam masyarakat, menjadikannya sebagai bagian 

integral dari upaya menuju pembangunan berkelanjutan. 

Komunikasi pembangunan memegang peranan yang sangat penting dalam 

konteks pembangunan kota, terutama dalam upaya pemerintah Kota Tanjung 

Balai untuk membentuk moderasi beragama yang berbasis nilai kearifan lokal. 

Dalam lingkungan yang dipenuhi dengan keberagaman budaya dan agama, 

komunikasi menjadi alat utama untuk membentuk persepsi, memotivasi 

partisipasi masyarakat, dan menciptakan pemahaman bersama. Penting untuk 

memahami bahwa komunikasi dalam konteks ini tidak hanya sebatas 

penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran 

yang mendalam tentang keberagaman yang ada (Manalu, 2023). 
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Kota Tanjung Balai, dengan dinamikanya yang unik, menghadapi 

tantangan dalam memfasilitasi dialog antarumat beragama. Komunikasi 

pembangunan dapat menjadi kunci untuk membuka pintu kesadaran masyarakat 

akan keberagaman ini. Pemerintah perlu menggunakan media komunikasi yang 

efektif, seperti radio lokal, televisi, dan platform online, untuk menyampaikan 

pesan-pesan yang mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan pentingnya 

hidup berdampingan secara harmonis. 

Komunikasi pembangunan juga dapat memainkan peran penting dalam 

mengatasi stereotip dan prasangka yang mungkin ada di antara masyarakat. 

Dengan menyajikan narasi yang inklusif dan memberikan ruang bagi berbagai 

pandangan, pemerintah dapat melalui komunikasi membentuk pemahaman 

bersama tentang nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi dasar moderasi 

beragama. 

Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi pembangunan 

menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pembangunan 

moderasi beragama. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam forum-forum 

partisipatif, mendengarkan aspirasi mereka, dan menciptakan ruang untuk dialog 

terbuka. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya menjadi saluran satu arah, 

tetapi menjadi jembatan interaktif antara pemerintah dan masyarakat. 

Dalam menghadapi kompleksitas keberagaman, penggunaan bahasa yang 

membumi dan dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat menjadi kunci. 

Komunikasi yang efektif harus mampu menembus berbagai lapisan sosial, dari 

kelompok agama utama hingga masyarakat minoritas, sehingga pesan-pesan 
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moderasi beragama dapat meresap secara merata dan diterima dengan baik oleh 

seluruh komunitas (Latifah & Umah, 2022). 

Penting juga untuk memanfaatkan media lokal dalam mendukung 

komunikasi pembangunan. Radio lokal, misalnya, dapat menjadi alat yang sangat 

efektif untuk mencapai lapisan masyarakat yang lebih luas, terutama di daerah 

pedesaan yang mungkin memiliki akses terbatas pada media mainstream. Melalui 

siaran radio, pemerintah dapat menyampaikan informasi, cerita inspiratif, dan 

diskusi yang mendorong pemahaman tentang moderasi beragama. 

Komunikasi pembangunan juga harus memperhitungkan konteks budaya 

dan nilai-nilai kearifan lokal (Aksa & Nurhayati, 2020). Bahasa dan simbol-

simbol yang digunakan dalam komunikasi harus sesuai dengan konteks setempat. 

Pemerintah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam 

proses komunikasi untuk memastikan bahwa nilai-nilai lokal tercermin dengan 

baik dan dipahami oleh masyarakat. 

Penting untuk diingat bahwa komunikasi pembangunan bukanlah tugas 

yang selesai sekaligus, tetapi suatu upaya berkelanjutan. Evaluasi terus-menerus 

terhadap efektivitas pesan-pesan yang disampaikan dan tingkat partisipasi 

masyarakat dapat membantu pemerintah untuk melakukan penyesuaian dan 

perbaikan dalam strategi komunikasinya (Raharjo, n.d.). 

Dengan memahami peran dan kekuatan komunikasi pembangunan, 

pemerintah Kota Tanjung Balai dapat membangun fondasi yang kuat untuk 

menciptakan masyarakat yang saling menghormati dan hidup berdampingan 

dengan damai di tengah keberagaman agama dan budaya. Komunikasi yang 



87 
 

 
 

bijaksana, inklusif, dan berkelanjutan akan membawa dampak positif dalam 

membentuk moderasi beragama yang sesuai dengan nilai kearifan lokal dan 

kebutuhan masyarakat Kota Tanjung Balai. 

G. Penelitian Terdahulu 

Peneliti  menghadirkan Beberapa  penelitian terdahulu yang dapat 

digunakan sebagai perbandingan antara apa yang sudah pernah diteliti dengan apa 

yang saat ini penulis teliti. Penelitian tersebut yakni: 

1. Judul Penelitian: ―Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia 

Religious Moderation In Indonesia‘s Diversity‖, yang diteliti oleh Agus 

Akhmadi. Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang dilakukan pada 

tahun 2019 dan dikutip pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan 

membahas keragaman budaya bangsa Indonesia, moderasi beragama 

dalam keragaman dan peran penyuluh agama dalam mewujudkan 

kedamaian bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian 

pustaka. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa dalam kehidupan 

multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang 

menghargai perbedaan, kemajemukan dan kemauan berinteraksi dengan 

siapapun secara adil. Diperlukan sikap moderasi beragama berupa 

pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, 

penghormatan atas perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak 

dengan cara kekerasan. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, 

dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuh 
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kembangkan moderasi beragama kepada masyarakat demi terwujudnya 

keharmonisan dan kedamaian. 

2. Judul Penelitian: ―Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal 

Dalam Upaya Membentuk Sikap Moderat Siswa Madrasah‖, yang diteliti 

oleh Rinda Fauzian, Hadiat, Peri Ramdani, Mohamad Yudiyanto. 

Penelitian ini merupakan karya ilmiah S2 yang dilakukan pada tahun 2021 

dan dikutip pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal di madrasah dapat 

membentuk budaya berpikir moderat. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif. Orientasi penelitian ini ialaj pada fenonema alami, 

maka sifatnya mendasar dan naturalistis atau naturalistic inquiry. Adapun 

metode penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian 

pustaka).  Hasil penelitian ini menunjukan, penguatan moderasi beragama 

berbasis kearifan lokal di madrasah dapat membentuk budaya berpikir 

moderat melalui metode pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan. 

Setelah dianalisis, bentuk penguatan moderasi beragama berbasis kearifan 

lokal dan implikasinya terhadap pembentukan budaya berpikir moderat 

pada siswa antara lain: (1) Bentuk penguatan moderasi beragama ke dalam 

mata pelajaran, muatan lokal dan ekstrakurikuler ialah melalui metode 

pembiasaan yang aplikasinya dengan kegiatan rutin, spontan, dan 

keteladanan. Pembiasaan tersebut menjadi produk budaya siswa dan dapat 

dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat 

(pemberdayaan), (2) Implikasi dari penguatan moderasi beragama berbasis 
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kearifan lokal ialah siswa yang memiliki budaya berpikir moderat dalam 

pemikiran, perbuatan dan Gerakan. Manifestasi dari sikap tersebut ialah 

siswa memiliki sikap komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi dan 

mengakomodasi budaya lokal. 

3. Judul Penelitian: ―Komunikasi Lintas Budaya dalam Menjaga Kerukunan 

antara Umat Beragama di Kampung Jaton Minahasa‖, yang diteliti oleh 

Sinta Paramita, Wulan Purnama Sari. Penelitian ini merupakan karya 

ilmiah S2 yang dilakukan pada tahun 2016 dan dikutip pada tahun 2023. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan moderasi beragama 

berbasis kearifan lokal di madrasah dapat membentuk budaya berpikir 

moderat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Informasi yang disampaikan kemudian 

dikumpulkan. Data yang berupa kata atau teks tersebut kemudian 

dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi 

atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data itu peneliti membuat 

interpretasi untuk menangkap arti terdalam. Sesudahnya peneliti membuat 

perenungan pribadi (self-reflection) dan menjabarkannya dengan 

penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir 

dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis, yang 

fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk 

laporan hasil penelitian kualitatif. Selain itu pendekatan yang digunakan 

adalah menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus hasil bahwa terjadi 

akulturasi antara warga yang beragama Islam dengan yang beragama 
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Kristen. Akulturasi ini menandakan bahwa interaksi yang terbentuk antara 

kedua kelompok agama merupakan pola interaksi asosiatif, sehingga tidak 

terjadi konflik seperti yang terdapat pada daerah lain. 

4. Penelitian berjudul : ―Model Komunikasi Harmonis Antarpemeluk Agama 

di Sorong Papua Barat‖ yang diteliti oleh Ali Nurdin, Pudji Rahmawati, 

Sulhawi Rubba. Penelitian ini merupakan karya ilmiah S2 yang dilakukan 

pada tahun 2020 dan dikutip pada tahun 2023. : Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan proses dan model komunikasi harmonis 

antarpemeluk agama, serta faktor pendukung dan penghambat terjadinya 

komunikasi harmonis di Kota Sorong, Papua Barat.Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

untuk memahami proses dan model komunikasi antar pemeluk agama. 

Subjek penelitian ini tokoh lintas agama di Kota Sorong berjumlah tujuh 

informan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara 

dan dokumentasi. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa proses 

komunikasi harmonis antarpemeluk agama dilakukan melalui tahapan 

penataan harmoni dan produktivitas. Tahapan penataan harmoni dilakukan 

melalui proses menanamkan rasa saling pengertian, toleransi, dan saling 

menghormati antarpemeluk agama. Tahapan ini menghasilkan 

produktivitas yaitu terwujudnya kerukunan antarumat beragama, dan 

melahirkan model komunikasi harmonis yang dibangun berdasarkan 

kerukunan, toleransi, dan kerja sama. Faktor pendukung komunikasi 

harmonis adalah adanya peran Forum Kerukunan Umat Beragama 
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(FKUB), peran agama dan budaya, dan implementasi konsep hidup 

berbagi sebagai karakter khas masyarakat Papua. Faktor penghambatnya 

adalah adanya kesenjangan sosial-ekonomi, memudarnya nilai adat 

kebersamaan akibat arus modernisasi, dan komunikasi yang tidak efektif 

antara pemimpin lokal dengan rakyat, serta dengan pemimpin nasional. 

5. Penelitian berjudul ―Konsep Husn Al-Khuluq Menurut Al-Ghazalidan 

Relevansinya terhadap Sikap Moderasi Beragama‖ yang diteliti oleh 

Abdul Ghofur. Penelitian ini merupakan karya ilmiah S2 yang diteliti pada 

tahun 2022 dan dikutip pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui konsep husn khuluq menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya‘ 

Ulumuddin dan melihat relevansinya terhadap konsep moderasi beragama. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustajaan dengan 

mengumpulkan dan menelaah semua aspek terkait dengan tema yang 

diusung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep husn al-khuluq 

membutuhkan aspek bathiniyah seseorang. Adapun antara konsep 

moderasi beragama dan konsep husn al-khuluq memiliki titik tekan sama 

yaitu al-i‘tidal (adil di tengah-tengah). Seseorang yang memiliki husn al-

khuluq (akhlak yang baik) maka ia sudah moderat. Menurut al-Ghazali, 

setidaknya terdapat empat point penting yang menjadi dasar-dasar 

substansial yang membentuk akhlak yang baik (husn al-khuluq) yaitu al-

Hikmah, asy Syaja‘ah, al-―Iffah, dan al-‗Adlu. Beberapa hal tersebut jika 

dilakukan dengan penuh keyakinan dapat membentuk karakter yang khuat 

bagi seseorang dalam sikap moderasi beragamanya. 
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6. Penelitian berjudul ―Koeksistensi Berbasis Moderasi Beragama: 

Konstruksi Keharmonisan Antar Umat Beragama di Desa Gelangkulon 

Ponorogo‖ yang ditelitioleh Ardhana Januar Mahardhani. Penelitian ini 

merupakan karya ilmiah  yang dilakukan pada tahun 2022 dan dikutip 

pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk praktik baik dalam 

moderasi beragama yang terjadi di Desa Gelangkulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo. Dua kepercayaan yang berbeda di Desa 

Gelangkulon hidup berdampingan, dan tidak pernah terjadi konflik dalam 

masyarakat. Metode dalam penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif 

pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara 

mendalam. Hasil yang diperoleh adalah bahwa praktik moderasi beragama 

yang sangat baik pada hakekatnya diatur oleh pemerintah dan 

dilaksanakan dengan baik pada masyarakat Desa Gelangkulon dapat 

dilihat dari empat indikator diantaranya; 1) Moderasi Nasional, 2) 

Toleransi, 3) Anti Kekerasan, dan 4) Akomodatif. Kesimpulan 

menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut masing-masing 

menunjukkan hasil yang positif di Desa Gelangkulon karena sinergi yang 

sangat baik antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok masyarakat, 

sehingga dari sinergi yang sangat baik ini dapat dilihat bahwa praktik 

moderasi beragama di Desa Gelangkulon sudah baik. 

7. Selanjutnya literatur  yang membahas Moderasi Beragama bagi kelas 

Menengah Muslim Indonesia: Tantangan dan solusinya. Penelitian ini 

menghasilkan temuan bahwa masih ada stigmatisasi dikotomi antara 
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Muslim dan non-Muslim, membuat tantangan moderasi beragama menjadi 

masalah tersendiri. Masalah lain adalah hubungan internal Muslim, 

terutama kontestasi intra ajaran. Akibatnya, ini mengakibatkan kondisi 

Muslim retak. Mereka bersaing untuk pemimpin dalam mendorong 

wacana agama di ruang publik. Kedua kondisi ini terkait dengan semakin 

kuatnya agama sebagai preferensi masyarakat ketika berinteraksi sosial. 

Pada akhirnya yang terjadi kemudian adalah semacam pelabelan dan 

diferensiasi sosial dalam masyarakat. (Jati, 2023) 

8. Literatur lain terkait pentingnya meneliti moderasi beragama dalam artikel 

berjudul Peran Moderasi Beragama Terhadap Kepuasan Hidup Generasi Z 

Muslim, yang menganalisis bahwa Terminologi moderasi beragama 

merupakan salah satu topik yang begitu banyak mendapat perhatian dalam 

kehidupan sosial masyarakat di Indonesia saat ini karena dianggap 

memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan perdamaian dan 

keamanan bagi individu maupun kelompok. Selain itu, dengan 

keberadaannya, penghargaan terhadap jaminan perbedaan agama dan 

ajaran yang dianut oleh individu dapat dicapai.(Ramdani et al., 2022) 

9. Peneitian lain dilakukan oleh  Saihu dan Marsiti, fokus pada "Pendidikan 

Karakter dalam Upaya Menangkal Radikalisme di SMA Negeri 3 Kota 

Depok, Jawa Barat". (Saihu dan Marsiti, 2019) Penelitian ini mengkaji 

pendidikan Karakter untuk memerangi radikalisme di Negeri 3 Kota 

Depok menggunakan praktik pendidikan karakter yang terintegrasi ke 

dalam kurikulum formal dan tersembunyi. Kurikulum formal biasanya 



94 
 

 
 

diprogram dan dibuat selama IHT di sekolah pada awal tahun ajaran, 

sedangkan kurikulum tersembunyi tidak dapat memisahkan keduanya 

untuk pencapaian tujuan pembelajaran seperti penanaman nilai. Oleh 

karena itu, ikuti ketentuan yang menerapkan kurikulum formal. Sifat 

keteraturan ditentukan oleh wali kelas di setiap kelas induk. penanaman 

nilai-nilai karakter disiplin dilakukan pada saat jam pelajaran dengan 

persetujuan guru mata pelajaran, dan pada saat ulangan atau ulangan 

harian penanaman nilai karakter kejujuran, penanaman nilai-nilai 

keramahan, kesopanan, kesopanan Karakter yang benar dipraktikkan 

dalam salam di dalam dan di luar kelas, dan pengembangan nilai-nilai 

pribadi Pendidikan agama dimulai dengan berdoa, membiasakan siswa 

membaca kitab suci masing-masing agama yang dianut, dan menanamkan 

nilai-nilai pribadi. Menyanyikan lagu wajib kebangsaan setelah sholat dan 

menanamkan nilai-nilai karakter cinta kebersihan dan peduli lingkungan 

menyampaikan cinta tanah air. Menjadwalkan pembersihan kelas, belajar 

tidak dimulai jika kelas kotor, dll. Ini semua adalah bagian dari kurikulum 

tersembunyi untuk mencapai kurikulum formal berbasis pendidikan 

karakter. 

10. Penelitian tentang telaah tehadap konsep  Pengarusutamaan Moderasi 

Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020 dilakukan oleh Yoga 

Irama dan Mukhammad Zamzami.  Artikel ini merupakan jawaban atas 

keprihatinan masyarakat bahwa saat ini banyak gerakan radikal yang terus 

melakukan propaganda dan terorisme. Telah diketahui bahwa kesalahan 
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dalam pemahaman agama mengarah pada sikap dan tindakan yang 

ekstrim. Jika hal ini dibiarkan, niscaya akan menimbulkan keretakan sosial 

di kemudian hari. Fenomena ini menjadi isu yang patut ditelaah agar tidak 

menimbulkan kerancuan di kalangan umat beragama di Indonesia.  

11. Penelitian moderasi beragama di PTKIN sebelumnya telah dilakukan oleh 

Hani Hiqmatunnisa dan Ashif Az Zafi dengan judul Menerapkan Nilai 

Moderasi Islam pada Pembelajaran Fiqh di PTKIN Menggunakan Konsep 

Problem Based Learning.(Hiqmatunnisa & Zafi, 2020)  artikel ini 

membahsa terkait n ilia nilai moderat pening untyk dipertahankan sebagai 

kesadaran kolektif umat Islam Indonesia. Hal ini karena akan menjadi 

ikatan persaudaraan dalam menghadapi kemajemukan tubuh Muslim itu 

sendiri dan keberagaman pihak lain. Pembelajaran Fiqh merupakan wadah 

untuk menanamkan nilai moderasi Islam dengan menghadirkan konsep 

pembelajaran berbasis masalah yang menuntut mahasiswa untuk 

membuka wawasan yang luas tentang perbedaan hukum Islam yang 

berlaku di masyarakat. Berada di antara diri sendiri dan bersikap moderat 

dalam menghadapi perbedaan yang muncul 

12. Penelitian oleh Munir Is‘adi, Ubaidillah,UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember yang berjudul tentang Membumikan Nilai-Nilai Moderasi 

Beragama di Kampung Zakat Desa Jambearum Kecamatan Suberjambe 

Jember tahun 2023. Dan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut 

Moderasi beragama sesuatu yang harus ditanamkan kepada seluruh 

masyarakat Indonesia, penanaman konsep moderasi beragama bias di 
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laksanakan disemua lini kehidupan masyarakat salah satunya adalah 

program kampong zakat. Kampung zakat merupakan salah satu program 

ihtiyar pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di 

dalam masyarakat. Kegiatan kampong zakat di Dusun Paceh Desa Jambe 

Arum kecamatan Sumberjmbe. Model penanaman moderasi beragama 

dengan cara tiga model. Model penerapan moderasi beragama (tolerasi 

(tasamuh), keadilan (i‘tidal), keseimbangan (tawazzun),) di daerah 

kampung zakat Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjmbe 

melalui tiga bagian yakni : 1.Melalui Pendidikan, 2. Keagamaan dan 3 

Budaya. Ada tiga model pendayagunaan zakat yang di gunakan oleh 

pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kemenag Republik Indonesia 

yakni : 1. Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. 2, 

Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, dan 3, 

Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. Dari ketiga 

hal tersebut kita moderasi beragama akan tertanam dalam setiap individu 

masyarakat Indonesia dan Indonesia menjadi Negara yang damai, ramah 

makmur dan Baldatun Thayyibatun wa Robbun Ghofur. 

Literatur-literatur yang peneliti paparkan di atas adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang menyumbang kerangka berpikir dalam penelitian  ini, namun 

peneliti berkonsentrasi dalam Model Komunikasi Islami Pemerintah Dalam 

Membangun Moderasi Beragama Berbasis Nilai Kearifan Lokal Di Kota Tanjung 

Balai. 



97 
 

 
 

Berikut peneliti jabarkan perbedaan penelitain ini dengan Beberapa 

penelitian sebelumnya. 

Tabel 2. 

Penelitian Terdahulu yang relevan 

No Nama Penulis Judul Perbedaan 

1 Muhammad 

Abror (Abror, 

2020) 

Moderasi 

Beragama Dalam 

Bingkai Toleransi 

Perbedaan penelitian terletak 

pada objek tujuan penelitian. 

Penelitian ini membahas peran 

komunikasi pemerintah dalam 

moderasi beragama berbasis 

kearifan lokal. 

2 Agus Akhmadi 

(Akhmadi, 

2019) 

Moderasi 

Beragama Dalam 

Keragaman 

Indonesia 

Perbedaan penelitian terletak 

pada konteks pembahasan. 

Penelitian ini membahas peran 

Pemko Tanjung Balai dalam 

menciptakan moderasi beragama 

berbasis kearifan lokal. 

3 Mustaqim 

Hasan (Hasan, 

2021) 

Prinsip Moderasi 

Beragama Dalam 

Kehidupan 

Berbangsa 

Perbedaan penelitian terletak 

pada pembahasan. Mustaqim 

membahas prinsip-prinsip 

moderasi beragama secara 

islami. Penelitian ini membahas 

kearifan lokal sebagai 
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instrument moderasi beragama 

4 Arif Budiono 

(Budiono, 

2021) 

Moderasi 

Beragama Dalam 

Perspektif Al-

Qur‘an (Kajian 

Tafsir Surat Al-

Baqarah : 143) 

Perbedaan penelitian terletak 

pada pembahasan. Penelitian 

Arif terfokus pada konsep 

wasathiyyah yang berlandaskan 

agama Islam. Penelitian ini 

membahas komunikasi 

pemerintah dalam moderasi 

beragama. 

5 Fauziah 

Nurdin 

(Nurdin, 2021) 

Moderasi 

Beragama 

menurut Al-

Qur‘an dan 

Hadist 

Perbedaan penelitian terletak 

pada pembahasan. Penelitian ini 

membahas peran Pemko 

Tanjung Balai dalam moderasi 

beragama 

6 Abdul Syatar, 

dkk. (Syatar et 

al., 2020) 

Darurat Moderasi 

Beragama di 

Tengah Pandemi 

Corona Virus 

Disease 2019 

(Covid-19) 

Perbedaan terletak pada 

pembahasan. Penelitian ini 

membahas moderasi beragama 

dengan meninjau peran Pemko 

Tanjung Balai.  

7 Nazil Mumtaz 

al-Mujtahid, 

dkk (Al-

Penguatan 

Harmoni Sosial 

Melalui Moderasi 

Perbedaan penelitian terletak 

pada substansi pembahasan. 

Perbedaan penelitian terletak 
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Mujtahid et al., 

2022) 

Beragama dalam 

Surah Al-Kafirun 

Perspektif 

Komunikasi 

Pembangunan 

pada objek dimana tesis ini 

membahas moderasi beragama 

dalam tataran komunikasi 

pemerintahan. 

8 Husnul 

Khotimah 

(Khotimah, 

2020) 

Internalisasi 

Moderasi 

Beragama Dalam 

Kurikulum 

Pesantren 

Perbedaan penelitian terletak di 

objek pembahasan. Penelitian ini 

membahas peran Pemko 

Tanjung Balai dalam 

mengakomodasi kepentingan 

umat beragama. 

9 M. Amin, dkk. 

(2023) 

Peran Politik 

Tokoh Agama 

pada Pemilu 

Perbedaan penelitian terletak 

pada variabel. Penelitian ini 

menggunakan Pemko Tanjung 

Balai sebagai subjek penelitian 

10 Taupik 

Hidayat (2023) 

Situasi Demokrasi 

Nasional Menuju 

Pemilu 2024 

Perbedaan penelitian terletak di 

pembahasan. Penelitian ini tidak 

membahas situasi, namun peran 

Pemko Tanjung Balai dalam 

mengakomodasi moderasi 

beragama berbasis kearifan 

lokal. 

Sumber: Diolah Peneliti (2024) 
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H. Kerangka Berpikir Peneliti 

 

 

   

   

   

 

   

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 

Kerangka Pikir Peneliti 

Berdasarkan gambar kerangka berpikir peneliti diatas, maka dapat di 

jelaskan bahwa  Komunikasi pemerintah Kota Tanjungbalai dalam upaya 

membangun Moderasi Beragama dalam masyarakat, melalui peran pemerintah, 

tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat dengan membentuk kampung 

Komunikasi Pemerintah 

dalam membangun 

Moderasi Beragama 

  

Kearifan Lokal 

Rumah 

Moderasi 

Tokoh Agama Masyarakat   
Kota  

Tanjungbalai  

MEMAHAMI 

MODERASI 

BERAGAMA  

MASYARAKAT 

TOLERAN  

Tokoh Adat  
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Moderasi dibawah  Kementerian agama dan pemerintah kota Tanjungbalai  

sebagai upaya membangun pemahaman Moderasi Beragama bagi masyarakat .    
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BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian 

yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, 

aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok. Hal ini tidak jauh berbeda pendapat Lexy J. Meleong 

(Moleong, 2018) mengatakan pendekatan kualitatif yaitu berdasarkan pandangan 

yang akan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, akftifitas 

sosial, sikap secara individu maupun kelompok. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbasis observasi (field 

research). Pendekatan penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dan memungkinkan 

pengujian teori serta hipotesis di lapangan yang sebenarnya. Penelitian lapangan 

sering kali menghasilkan data yang kaya dan kontekstual, yang dapat menjadi 

kontribusi berharga dalam memahami masalah-masalah tertentu dan membuat 

keputusan yang berdasarkan bukti-bukti langsung (Czarniawska, 2022; Rudzki et 

al., 2022) 

Kelebihan utama dari penelitian lapangan adalah kemampuannya untuk 

memberikan wawasan mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti. 

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan berinteraksi langsung 
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dengan subjek atau situasi yang sedang diteliti, sehingga memungkinkan 

pemahaman yang lebih kaya tentang kompleksitas aspek-aspek tertentu dalam 

suatu konteks nyata (Bailey, 2023; Wright et al., 2020).  

Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis yang menekankan bahwa 

pengetahuan adalah konstruksi aktif yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-

nilai, dan konteks sosial individu (Lincoln & Guba, 2016). Dalam pandangan ini, 

realitas diinterpretasikan secara subjektif, dan setiap individu membangun makna 

berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Konstruktivisme juga mengakui peran 

penting interaksi sosial dalam pembentukan pengetahuan, dengan konsep bahwa 

makna tidak hanya dibentuk secara individual tetapi juga melalui dialog dan 

interaksi dengan orang lain (Green & Piel, 2015). Paradigma ini memainkan peran 

kunci di berbagai bidang, merangkul pemahaman yang lebih kontekstual dan 

mendalam tentang bagaimana individu membentuk pemahaman mereka terhadap 

dunia (Olsen & Pilson, 2022; Pilarska, 2021). Paradigma konstruktivis 

menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi (Dyczkowska & 

Fijałkowska, 2022).  Dalam konteks ini, proses Komunikasi pemerintah dalam 

membangun Moderasi beragama di Kota Tanjungbalai  dapat dilihat sebagai 

bagian dari konstruksi bersama pemahaman masyarakat tentang Moderasi 

Beragama. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Kota Tanjungbalai tempatnya di Kantor 

Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kantor Kementerian Agama Kota 

Tanjungbalai. Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu bulan Februari 2023 
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sampai dengan Maret 2024. 

Detail mengenai jangka waktu pelaksanaan penelitian dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.  

Perkiraan Penelitian 

No 

Deskripsi 

Kegiatan 

Februari – Mei  Juni - Oktober 

November- 

Maret  

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Penulisan Proposal             

2. FGD             

3. Pengumpulan data             

4. Dokumentatif             

5. 

Penganalisisan 

Data 

            

6. 

Langkah 

Penyelesaian 

            

Sumber: Diolah Peneliti (2024) 

Tabulasi perkiraan penelitian di atas digunakan sebagai panduan timeline 

bagi peneliti. Oleh karena itu, perkiraan di atas tidak bersifat permanen dan dapat 

berubah apabila temuan penelitian masih belum maksimal. 

C. Informan Penelitian 

Identifikasi informan penelitian merupakan salah satu langkah penting 

dalam memperoleh data dan hasil penelitian. Adapun informan dalam penelitian 
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disertasi ini adalah mereka yang dianggap faham serta  terkait langsung dengan   

masalah penelitian. Penentuan informan ini menggunakan teknik purposif dengan 

tujuan informan yang memahami persoalan tentang sikap toleransi beragama yang 

ada di Kota Tanjungbalai. Prinsip penggalian data adalah kejenuhan data, dimana 

penelitan akan berhenti menjaring data apabila data sudah jenuh. 

Tabel 4. 

Informan Penelitian 

No. Nama Informan Kedudukan  

1. Hj. Delima Ketua MABMI Kota Tanjungbalai   

2.  H. Al Ahyu, MA Kepala Kantor Kemenag Kota Tanjungbalai 

/ Ketua  Moderasi Beragama Kota 

Tanjungbalai   

3.  Lian Rangkuti. Sekretaris MABMI  Kota Tanjungbalai   

4. Sekretaris Daerah  Nurmalini marpaung S. Sos, M.si 

5. Kabag Kesra Pemko 

Tanjungbalai 

Herri Gunawan, S.Sos 

6. Kasi Bimas Islam Kemenag 

Kota tanjungbalai  

Dr. KH.Mulyadi, M.HI 

5. Ketua MUI  H. Hajarul Aswadi, S.Pdi 

6. Ketua FKUB Hasbullah, SE 

Sumber: Diolah Peneliti 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah semua informasi baik berupa benda nyata ataupun 

abstrak (tidak nyata), peristiwa. Sumber data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu: 

1. Data primer yaitu data terpenting dalam penelitian yang akan diteliti. Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui 
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pengamatan, maupun melalui pertanyaan yang telah disiapkan. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan 

jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan. 

2. Data skunder yaitu data yang mendukung data primer, mencakup data 

lokasi penelitian dan data lain  baik dari dokumen-dokumen, buku, dan 

hasil-hasil penelitian yang mendukung jawaban terhadap masalah 

penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian disertasi 

ini dilakukan dengan berbagai cara, sebagai berikut: Teknik pertama yang 

dilakukan peneliti adalah mengamati secara langsung seluruh aktivitas 

masyarakat, baik yang berhubungan dengan Moderasi Beragama dan Kearifan 

Lokal Masyarakat kota Tanjungbalai, yaitu:  

1. Observasi 

Melaksanakan observasi di lokasi penelitian yang sudah ditetapkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipant dan 

observasi nonpartisipant. Melalui observasi partisipant, peneliti belajar 

tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2014). Peneliti 

melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu 

sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis. Sedangkan 

observasi nonpartisipant hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang 

diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 
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2. Wawancara 

Mengadakan wawancara dengan beberapa informan yang kompeten 

agar menghasilkan data yang valid. Wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan indepth interview dengan tehnik semi 

terstruktural (semi-structured interview).  Tehnik ini dipilih karena peneliti 

ingin mengontrol informasi yang ingin diperoleh dari subjek dan informan 

penelitian dengan tetap membuka kemungkinan munculnya pertanyaan 

tambahan ketika wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan 

terhadap subjek penelitian dan informan yang diidentifikasi memahami dan 

terlibat dalam komunikasi pemerintah dalam membangun Moderasi beragama 

di Kota Tanjungbalai. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara (terlampir) dengan menggunakan life history. Para informan 

ditentukan teknik purposive sampling.  

Wawancara dilakukan secara  terbuka dengan pendekatan informasi 

tentang life history, yaitu berusaha memperoleh informasi informan, pada 

aspek pekerjaan, serta kegiatan kemasyarakatan, dan lain-lain, kemudian 

berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan komunikasi pemerintah 

kota Tanjungbalai dalam mensosialisasikan Moderasi Beragama. Wawancara 

selanjutnya Mengambil data serta dokumentasi berupa arsip, foto, rekaman 

suara dan lainnya. 

3. Kajian Pustaka 

Mengkaji literatur pustaka secara berkala untuk memperkaya 

khazanah referensi. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskripsi dalam 
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bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah untuk member penjelasan atau 

penafsiran melalui metode studi pustaka (library research). Tulisan ini 

membentuk satu uraian pendekatan dengan kajian-kajian konseptual yang 

berdiri pada jenis kajian pustaka (Creswell, 2020). Proses analisis dilakukan 

dengan melihat beberapa kajian ilmu komunikasi dalam membentuk suatu 

perspektif yang dikhususkan untuk melihat kepustakaan yang berorientasi 

pada perspektif deductive – interpretive.  

Denzin & Lincoln dalam Rorong (2019) mengemukakan bahwa 

berpandangan yang berdiri pada satu perspektif deskriptif cenderung berfokus 

pada bagaimana memandang kenyataan (biasanya realitas sosial atau 

psikologis), yang pada tatananya selalu merujuk pada pendekatan-pendekatan 

terstruktur. Kajian pustaka dalam tulisan ini penulis ambil karena dapat dikaji 

secara potensial, untuk memahami perspektif teori dalam penelitian bahwa, 

ada banyak pendekatan berbeda untuk melakukan suatu kajian. 

Studi yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama 

yang dimaksudkan untuk menggali konsepkonsep yang telah ditemukan oleh 

para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dibidang oleh para 

ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dibidang yang akan 

diteliti, memperoleh orientasi mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan 

data sekunder dan menghindarkan duplikasi penelitian (Singarimbun & 

Effendi, 1989). 
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Studi literatur adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis 

dan sintesis literatur, dokumen, dan sumber informasi yang telah ada 

(Hermans, 2014). Tujuan dari studi literatur adalah untuk mengidentifikasi, 

memahami, dan merangkum penelitian sebelumnya, teori, temuan, dan 

kerangka kerja yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Dalam studi 

literatur, peneliti menyusun dan mengevaluasi informasi yang sudah ada, 

mengidentifikasi celah pengetahuan, dan memberikan konteks yang 

diperlukan untuk penelitian yang akan datang (Culler, 2023). Kelebihan 

utama dari studi literatur adalah efisiensi dalam mengumpulkan informasi, 

menyediakan landasan teoretis yang kuat, dan membantu peneliti dalam 

merancang metodologi penelitian yang sesuai. Studi literatur juga mendukung 

penelitian lintas disiplin ilmu dan memfasilitasi pemahaman yang lebih 

mendalam tentang perkembangan pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu 

(Devadas Pillai, 2019). 

4. Focus Group Discussion 

Melakukan pengadaan Focus Group Discussion (FGD). Focus Group 

Discussion (FGD) adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan 

kelompok kecil peserta yang berpartisipasi dalam diskusi terarah tentang 

topik tertentu di bawah bimbingan seorang moderator. FGD sering digunakan 

untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perspektif, sikap, dan 

pemahaman kelompok terhadap suatu masalah atau topik, serta untuk 

menggali gagasan, pendapat, dan pengalaman mereka. Melalui interaksi 

kelompok, FGD dapat menghasilkan data yang berharga untuk analisis 
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penelitian, terutama dalam studi sosial, perilaku, dan opini masyarakat 

(Hennink & Leavy, 2015; Morgan, 2020). 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian mengenai "Model Komunikasi Islami Pemerintah dalam 

Membangun Moderasi Beragama Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Kota Tanjung 

Balai", pemilihan instrumen pengumpulan data memegang peran kunci untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang upaya pemerintah dalam 

mempromosikan moderasi beragama. Berikut adalah beberapa rancangan 

instrumen penelitian yang dapat digunakan: 

1. Pedoman Wawancara: Rancang pedoman wawancara yang bersifat 

terstruktur dan mencakup pertanyaan-pertanyaan terinci tentang langkah-

langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam membangun 

moderasi beragama. Fokuskan pertanyaan pada kebijakan, program, dan 

strategi komunikasi yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam 

upaya moderasi. 

2. Checklist Observasi: Buat checklist observasi untuk merekam detail 

observasi langsung terhadap kegiatan komunikasi pemerintah. Amati 

elemen-elemen seperti pesan-pesan yang disampaikan, jenis media yang 

digunakan, serta tanggapan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

moderasi beragama. 

3. Analisis Dokumen: Sediakan format analisis dokumen untuk mengevaluasi 

konten dari berbagai materi komunikasi pemerintah, seperti pidato resmi, 

brosur, atau publikasi terkait moderasi beragama. Fokuskan analisis pada 
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bagaimana nilai-nilai kearifan lokal tercermin dalam komunikasi 

pemerintah. 

Instrumen-instrumen ini dirancang untuk memberikan gambaran holistik 

tentang Model  komunikasi pemerintah dalam membangun moderasi beragama di 

Kota Tanjung Balai. Melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, dan 

penilaian skala, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan sejauh mana 

nilai-nilai kearifan lokal tercermin dalam komunikasi pemerintah dan seberapa 

efektif upaya tersebut dalam membentuk moderasi beragama di tingkat lokal. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data penelitian mengenai "Komunikasi Pemerintah 

dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Kota 

Tanjung Balai" menggunakan pendekatan analisis data Miles and Huberman, 

fokus pada pemahaman mendalam dan pemetaan hubungan antarvariabel menjadi 

kunci. Analisis data ini memanfaatkan tiga langkah utama: reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan (B.Miles et al., 2014). 

Pertama-tama, pada tahap reduksi data, data kualitatif dari wawancara, 

observasi, dan analisis dokumen dikondensasi untuk mengidentifikasi pola dan 

tema utama (Miles & Huberman, 2016). Dalam konteks ini, temuan awal 

mencakup penekanan Pemko Tanjung Balai pada bahasa inklusif dan seruan 

untuk menghormati perbedaan, mencerminkan upaya aktif mereka dalam 

mempromosikan moderasi beragama. 

Kedua, pada tahap penyajian data, hasil reduksi data disusun dan 

ditempatkan dalam kerangka analisis untuk menggambarkan hubungan 
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antarvariabel (Miles & Huberman, 1994). Misalnya, interaksi positif antara 

penceramah dan audiens selama kegiatan dakwah menjadi representasi konkret 

dari efektivitas pesan moderasi dalam menginspirasi respons positif dari 

masyarakat. 

Tahap ketiga melibatkan penarikan kesimpulan dari pola-pola dan 

hubungan yang muncul. Dalam hal ini, kesimpulan dapat mencakup bahwa Al 

Washliyah memiliki peran penting dalam memitigasi potensi konflik agama 

selama tahun politik 2024. Namun, tantangan eksistensial juga terlihat, di mana 

adanya resistensi terhadap pesan-pesan moderasi menunjukkan bahwa perubahan 

sikap memerlukan pendekatan yang lebih holistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 

Model Miles dan Huberman 

Dengan menerapkan pendekatan Miles and Huberman, analisis data ini 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan 

dinamika praktik komunikasi pembangunan agama selama periode politik 

tersebut. Dengan menekankan keterkaitan antar variabel, analisis ini dapat 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Verifikasi Data 
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membantu membentuk rekomendasi untuk memperkuat praktik dakwah moderasi 

di tengah tantangan dan peluang yang ada. 

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik uji keabsahan data yang 

relevan untuk memastikan kevalidan dan keakuratan hasil penelitian. Berikut 

beberapa teknik yang dapat diterapkan: 

1. Triangulasi: Menggunakan triangulasi melibatkan penggunaan beberapa 

metode pengumpulan data atau pendekatan analisis untuk memverifikasi 

dan membandingkan temuan. Dalam konteks ini, informasi dari 

wawancara mendalam, analisis konten media sosial, dan mungkin data 

dari survei atau kuisioner dapat digunakan bersamaan. Jika temuan dari 

berbagai sumber dan metode sejalan, keabsahan data dapat diperkuat. 

 

Gambar 5. 

Penggunaan Triangulasi 
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2. Member Checking: Member checking melibatkan kembali ke informan 

atau partisipan penelitian untuk memastikan bahwa hasil analisis 

mencerminkan pemahaman mereka dengan benar. Peneliti dapat 

membagikan temuan awal atau hasil analisis kepada informan dan 

meminta umpan balik mereka. Ini memberikan kesempatan bagi 

informan untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan tambahan jika 

diperlukan. 

3. Audit Trail: Membuat audit trail atau jejak audit yang 

mendokumentasikan langkah-langkah penelitian dari awal hingga akhir. 

Ini mencakup catatan tentang keputusan metodologis, pengkodean data, 

dan perubahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian. Audit trail 

dapat memberikan transparansi dan memudahkan pemeriksaan oleh 

peneliti lain. 

Dengan menerapkan kombinasi teknik uji keabsahan data ini, penelitian dapat 

memastikan kehandalan dan ketangguhan temuan, meningkatkan validitas, dan 

memberikan dukungan kuat terhadap interpretasi hasil penelitian. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Temuan Umum 

1. Sejarah Kota Tanjungbalai  

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi 

Sumatera Utara, Indonesia. Kota Tanjungbalai mempunyai luas wilayah seluas 

60,52 km2 yang terdiri dari 6 kecamatan, 31 Kelurahan. Jumlah penduduk Kota 

Tanjungbalai berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai 

tahun 2020 sebessar 176.027 orang, dengan kepadatan penduduk sebesar 2.909 

orang /km2.  jumlah rumahtangga sebanyak 37.464 rumah tangga. Persentase usia 

penduduk 68,94 %, dan penduduk lansia 4,21 %.(Tanjungbalai, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 

Peta Kota Tanjung Balai 
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Secara Astronomis Kota Tanjungbalai terletak di antara 2° 58' LU dan 99° 

48' BT. Secara Geografis Kota Tanjungbalai dikelilingi oleh Kabupaten Asahan. 

Secara administratif, wilayah Kota Tanjungbalai berbatasan dengan : 

a. Sebelah Utara:  Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan 

b. Sebelah Selatan: Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan 

c. Sebelah Barat: Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan 

d.  SebelahTimur : Kecamatan Sei Kepayang KabupatenAsahan 

Berdasarkan sejarah, asal usul berdirinya Kota Tanjungbalai tidak dapat 

dipisahkan dengan sejarah berdiri nya Kesultanan Asahan yang berdiri ± 401 tahun 

yang lalu. Berdirinya Kota Tanjung Balai tepatnya bermula dengan penobatan 

Sultan Abdul Jalil sebagai Sultan Pertama Kesultanan Asahan di Kampung 

Tanjung  pada tahun 1620. Asal-usul nama Kota Tanjungbalai menurut cerita 

rakyat bermula dari sebuah balai yang ada disekitar ujung tanjung di muara sungai 

Silau dan aliran sungai Asahan. Balai tersebut lama kelamaan ramai disinggahi 

para pendatang dan masyarakat, yang kemudian dinamai Kampung Tanjung atau 

lebih dikenal dengan ―Balai Di Tanjung‖ .(Tanjungbalai, 2002) 

.Kota Tanjungbalai pernah menjadi Kota terpadat di Asia Tenggara dengan 

jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih 

kurang 20.000 jiwa per km². Akhirnya Kota Tanjungbalai diperluas menjadi ± 60 

km² dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 

Tahun1987, tentang perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai dengan 

Kabupaten Asahan. 
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Perkembangan kota Tanjungbalai sangat berkaitan dengan kehadiran 

Kesultanan Asahan, pertengan abad ke-18. Kemudian pada 27 Juni 1917 Kerajaan 

ini dianeksasi oleh pemerintah Hindia-Belanda, menjadi suatu gemeente . 

Menurut cerita rakyat nama Kota Tanjungbalai bermula dari sebuah kampung 

yang ada disekitar ujung tanjung dari muara Sungai Silau dan Sungai Asahan. 

Letak yang sangat strategis akhirnya tempat ini banyak disinggahi orang- orang 

sebagai bandar kecil tempat melintas ataupun orang-orang yang ingin bepergian 

ke hulu Sungai Silau. Tempat yang sangat strategis tersebut kemudian dinamai 

―Kampung Tanjung‖ dan orang lazim menyebutnya Balai di ujung Tanjung. 

Kota Tanjungbalai dulunya merupakan daerah bagian kawasan kekuasaan 

Kabupaten Asahan. Pada tahun 1956 dikeluarkannya Undang-Undang darurat 

No.9 tahun 1956, Lembaran Negara 1956 No.60 nama Humintee Tanjungbalai 

diganti menjadi Kota kecil Tanjungbalai dan Jabatan Walikota terpisah dari 

Bupati Asahan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 

1956 No.U.P.15/2/3. Selanjutnya dengan UU No.1 Tahun 1957 nama Kota Kecil 

Tanjungbalai diganti menjadi kota praja Tanjungbalai. 

Dengan letak geografis kota Tanjungbalai yang sangat dekat dengan selat 

Malaka, kota Tanjungbalai merupakan kota yang mayoritasnya bermata 

pancaraharian sebagai nelayan. Dialirin 2 sungai sekaligus yaitu sungai Asahan 

dan sungai Silau, kedua aliran sungai ini memiliki nilai-nilai histori yang sangat 

penting untuk dipelajari dan diteliti, seperti bekas letak Istana Kesultanan Asahan 

yang langsung berbelakangan dengan aliran Sungai Silau dan Balai di Ujung 

Tanjung yang merupakan titik nol kota Tanjungbalai dan juga merupakan titik 
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daerah awal terbentuknya kota Tanjungbalai. Kedua contoh peninggalan sejarah 

tersebut merupakan 2 dari banyak nya peninggalan sejarah yang berada di kota 

Tanjungbalai terkhusus di daerah aliran sungai Asahan dan sungai Silau. 

Kota Tanjungbalai adalah kota yang memiliki ikon ―Balayar Satujuan 

Batambat Satangkahan” yang berarti satu kata dalam mencapai tujuan, serta 

Monumen Air Mancur dan Ikan Lumba-Lumba yang berada di pusat kota 

menunjukkan kota yang heterogen.  

 

 

Gambar 7. 

Lambang Kota Tanjung Balai 

Arti Lambang 

Perisai bersudut delapan melambangkan perisai kemerdekaan, berisi: 

a. Pita suci pengabdian daerah 

b. dua bambu runcing, kepahlawanan mempertahankan kemerdekaan 

c. Bintang bersinar lima, bintang ideologi negara Pancasila 
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Perisai inti merupakan sumber kekuatan daerah dalam mengisi 

kemerdekaan, berisikan: 

1. Kepala dengan tonggak lima melambangkan kota yang berjiwa Pancasila. 

2. Kapal, derek/kran melambangkan kota pelabuhan dan perdagangan. 

3. Pabrik dan roda melambangkan kota industri. 

4. Ikan melambangkan kehidupan nelayan. 

5. Tunas kelapa, melambangkan sumber perdagangan yang terus meningkat. 

6. Kulit   kerang   berisi   balai,   melambangkan   istilah   kota   kerang   

dan kebudayaan daerah. 

 

 

Gambar 8. 

Kota Tanjung Balai pada tahun 1930-an (Udara) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Luchtfoto_van_Tandjoengbalai_TMnr_10017791.jpg
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Gambar 9. 

Pelabuhan Tanjung Balai di masa Hindia Belanda tahun 1917. 

Keadaan wilayah kota Tanjungbalai memiliki daerah dataran rendah 

berawa-rawa, sembarawut dan tidak teratur, mebuat Belanda ingin membentuk 

suatu perencanaan kota yang cukup baik, sehingga fisik-fisik kota menjadi lebih 

rapi dan teratur . 

Kota Tanjungbalai merupakan ibukota dari Afdeeling Asahan yang 

menjadikan kota ini menjadi salah satu dari daerah administrative di Keresidenan 

Sumatera Timur. Eksistensi kota Tanjungbalai dalam perekonomian Sumatera 

Timur semakin vital setelah pembangunan Jembatan Kisaran dan pembukaan jalur 

kereta api Medan – Tanjungbalai. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Silaukade_te_Tandjoengbalai_Asahan_Sumatra_TMnr_10007928.jpg
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Gambar 10. 

Kantor perusahaan Guntzel & Schumacher di jl. Heerenstraat 

di Tanjung Balai tahun 1917 

Setelah jembatan  Kisaran berfungsi dan dibangun jalan kereta api  Medan 

–Tanjungbalai, maka hasil-hasil dari perkebunan dapat lebih lancar disalurkan 

d a n  d iekspor melalui kota pelabuhan Tanjungbalai. Untuk memperlancar 

kegiatan perkebunan tersebut maskapai Belanda membuka kantor dagang di 

Tanjungbalai. Kantor dagang tersebut antara lain: kantor K.P.M., Borsumeij dan 

lain-lain, maka pada abad XX mulailah penduduk bangsa Eropa tinggal menetap 

di kota Tanjungbalai. Assisten Resident van Asahan berkedudukan di 

Tanjungbalai dan karena jabatannya bertindak sebagai Walikota dan Ketua Dewan 

(Voorzitter van den Gemeenterad) 

Sebagai  kota pelabuhan dan tempat kedudukan assisten resident, 

Tanjungbalai  merupakan tempat kedudukan Sultan Kerajaan Asahan. Pada waktu 

Gementee Tanjungbalai didirikan  atas  Besluit  G.G.   27 Juni    1917    No. 284,    
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wilayah Gementee Tanjungbalai adalah 106 Ha. Atas persetujuan Bupati Asahan 

melalui maklumat tanggal  11  Januari  1958  No. 260 daerah-daerah yang 

dikeluarkan  (menurut  Stbl. 1917 No. 641) dikembalikan pada batas semula 

menjadi 200 Ha.  

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 9 tahun 1956, 

Lembaran Negara 1956  No.  60  nama  Hamintee Tanjungbalai diganti dengan 

Kota Kecil Tanjungbalai dan Jabatan Walikota terpisah dari Bupati Asahan 

berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1956 No. U.P.  

15/2/3.  Selanjutnya dengan UU No. 1 Tahun 1957 nama Kota Kecil Tanjungbalai 

diganti menjadi Kotapraja Tanjungbalai. 

Dari tahun ke tahun Kota Tanjungbalai terus berkembang, para pendatang 

dari berbagai tempat dengan tujuan untuk berdagang, kemudian menetap di 

Tanjungbalai, sehingga kota ini telah menjadi kota yang berpenduduk padat. 

Sebelum  k ota Tanjungbalai diperluas dari hanya 199 Ha. (2 Km² ) menjadi 60 

Km², kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah 

penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 

20.000 jiwa per Km². Akhirnya Kota Tanjungbalai diperluas menjadi ± 60 Km² 

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1987, 

tentang perubahan batas wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten   Asahan,   

saat   itu kota  Tanjungbalai terdiri dari 5 Kecamatan. 

Berdasarkan SK.Gubsu No.146.1/3372/SK/1993 28 Oktober 1993 desa 

dan kelurahan telah dimekarkan menjadi bertambah 5 desa dan 7 kelurahan 

persiapan sehingga menjadi 19 desa dan 11 kelurahan di Kota Tanjungbalai. 
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Berdasarkan Perda No.23 Tahun  2001  seluruh  desa  yang ada telah berubah 

status menjadi  Kelurahan,  sehingga  saat ini   Kota   Tanjungbalai   terdiri dari 30 

Kelurahan.  

2. Keadaan Penduduk kota Tanjungbalai 

Masyarakat kota Tanjungbalai sangat kental dengan yang namanya suku 

Melayu dikarenakan dahulunya kota Tanjungbalai merupakan ibu kota Kesultanan 

Melayu Asahan. Berjalannya waktu kota Tanjungbalai sekarang dihuni mayoritas 

penduduk Mandailing, akan tetapi penduduk yang bersuku Mandailing di 

Tanjungbalai juga sudah mulai mengikuti adat-adat budaya Melayu. 

Kota Tanjungbalai terletak di koordinat 2° 58' LU dan 99° 48' BT, dengan 

luas wilayah 60,529 Km² (6.052,9 Ha). Pada tahun 1993, desa dan kelurahan di 

Kota Tanjungbalai dimekarkan menjadi 19 desa dan 11 kelurahan persiapan, dan 

pada tahun 2001 seluruh desa berubah status menjadi kelurahan sehingga jumlah 

kelurahan menjadi 30. 

Pada tahun 2005, terbit Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 

Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang pembentukan Kecamatan Datuk 

Bandar Timur dan Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 22 Pebruari 2006 tentang 

Pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar. Sehingga, 

wilayah Kota Tanjungbalai terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan. 

Mulanya, kota Tanjungbalai hanya memiliki wilayah sebesar 199 hektare 

atau sekitar 2 kilometer persegi. Kemudian, kota ini diperluas menjadi 60..52 

kilometer persegi. Tanjungbalai pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara 
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dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 jiwa dengan rasio lebih kurang 

20.000 jiwa per kilometer persegi. 

Berikut kuantitas penduduk berdasarkan jenis kelamin masyarakat Kota 

Tanjungbalai.  

Tabel 5. 

Kuantitas Penduduk 
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Kota Tanjungbalai dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Asahan dan 

memiliki batas- batas sebagai berikut: 

Tabel 6. 

Kecamatan dan Penduduk Kota Tanjung Balai 

No Kecamatan Penduduk 

1 Datuk Bandar 40.336 

2 Datuk Bandar Timur 30.470 

3 Tanjung Balai Selatan 19.544 

4 Tanjung Balai Uatra 17.930 

5 Sei Tualang Raso 27.272 

6 Teluk Nibung 41.483 

Jumlah 176.027 

 

Tanjungbalai (Jawi: ٜرْد٘ڠ ثبى) merupakan salah satu kota madya di 

provinsi Sumatera Utara dengan Luas 60,52 km². Hasil Sensus Penduduk 2020 di 

Kota Tanjungbalai antara lain, jumlah penduduk 176.027 jiwa, rasio jenis kelamin 

102,64, persentase penduduk usia produktif 68,94 persen, dan persentase 

penduduk lansia 4,21 persen (BPS Kota Tanjungbalai, 2023) 

Gambaran demografis kota Tanjungbalai menunjukkan bahwa angka 

Indeks Pembangunan Manusia di Tanjungbalai cukup tinggi yaitu 68,94. Dalam 

kategori penduduk, mayoritas masyrakat Tanjng Balai adalah suku batak dan 

diikuti dengan suku jawa dan melayu. Sedangkan pemeluk agamanya mayoritas 

beragama Islam, diikuti dengan Kristen dan Katolik. 
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Adapun persentase pemeluk agama di kota Tanjungbalai adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 11. 

Demografi Pemeluk Agama 

Persentase pemeluk agama di atas secara eviden menunjukkan bahwa 

mayoritas penduduk kota Tanjungbalai merupakan pemeluk agama Islam. Hal ini 

terhitung wajar sebab perkembangan kebudayaan di kota Tanjungbalai kental 

akan nuansa melayu. Oleh karena itu, data di atas memperkuat penelitian penulis 

untuk mengidentifikasi peninggalan sejarah bercorak Islam di Tanjungbalai. 

Kota Tanjung Balai merupakan salah satu kota madya di provinsi 

Sumatera Utara dengan Luas 60,52 km². Hasil Sensus Penduduk 2020 di Kota 

Tanjung Balai antara lain, jumlah penduduk 176.027 jiwa, rasio jenis kelamin 

102,64, persentase penduduk usia produktif 68,94 persen, dan persentase 

penduduk lansia 4,21 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). 

Ditinjau dari segi sejarah, eksistensi Kota Tanjung Balai tidak terlepas dari 

peran kerajaan melayu Asahan. Oleh karena itu, Kota Tanjung Balai hingga saat 

84,67 

9 

8,19 
6,3 

0,03 

Persentase Pemeluk Agama 

Islam

Kristen

Katolik

Budha

Hindu
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ini identik dengan corak suku melayu. Meski demikian, melayu bukanlah identitas 

representasi Kota Tanjung Balai melainkan hanya salah satu instrument yang 

dilestarikan mengingat nilai-nilai sejarah suku melayu. Seiring perkembangan 

zaman, Kota Tanjung Balai mulai terjamah oleh beberapa suku seperti Batak, 

Jawa Aceh dan lainnya. Adapun jumlah suku di Kota Tanjung Balai adalah 

sebagai berikut (Badan Pusat Statistik, 2020): 

Asahan Bawah berupa dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan 

laut 0-25 meter. Asahan tengah berbukit-bukit dengan ketinggian 25-50 meter dari 

permukaan laut. Asahan Atas yang berbatasan dengan kabupaten Simalungun dan 

Tapanuli Utara, merupakan dataran tinggi. Kota Tanjungbalai sendiri dialiri 

dengan sungai Asahan dan Sungai Silau serta beberapa sungai kecil-kecil. 

Keadaan topografi datar, berawa-rawa dan sekeliling kota terdapat persawahan 

pasang surut.   

Terhitung sejak tahun 2015, Kota Tanjung Balai justru banyak ditinggali 

oleh suku batak. Hal ini mengindikasikan bahwa melayu hanyalah identitas yang 

bersifat instrument sejarah, bukan representasi kota. Masuknya beberapa suku ke 

Kota Tanjung Balai mengakibatkan munculnya gejala kebudayaan seperti 

asimilasi dan akulturasi. Hal ini pula yang memunculkan serangkaian kearifan 

lokal yang unik dan tetap terjaga esensi dan eksistensinya hingga saat ini. 

Adapun datanya adalah sebagai berikut: 
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Sumber: BPS Kota Tanjung Balai (2023) 

Gambar 12 

Data Agama Islam, Protestan Khatolik, Hindu  

Dari tabulasi di atas, dapat dilihat bahwa agama Islam merupakan agama 

mayoritas disusul oleh Kristen dan Buddha. Menariknya, Kota Tanjung Balai 

tidak hanya didiami oleh enam buah agama yang diakui oleh konstitusi melainkan 

terdapat aliran kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Hal ini pertanda 

bahwa Kota Tanjung Balai adalah kota yang religius namun representasi yang 

ditonjolkan adalah kebudayaan sehingga Kota Tanjung Balai memiliki etalase 

yang menarik dari segi keberagaman.  

Kearifan lokal Kota Tanjung Balai bersifat unik dan general sehingga 

beberapa tradisi yang sifatnya keagamaan dapat didegradasi pada level umum 
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sehingga seluruh masyarakat dapat merayakannya. Hal ini tidak terlepas dari 

gejala kebudayaan sebagamana penulis jelaskan di atas. Kearifan lokal di Kota 

Tanjung Balai seyogyanya dapat dijadikan instrument Moderasi Beragama 

mengingat Kota Tanjung Balai bukanlah kota yang identic dengan keagamaan 

melainkan etnik. Moderasi beragama menjadi penting bagi Kota Tanjung Balai 

mengingat indeks heterogenitas di Kota Tanjung Balai cukup variatif.  

Berdasarkan cerita rakyat, serta kepercayaan masyarakat setempat, ketika 

berbicara tentang sejarah Tanjungbalai, secara tidak langsung kita juga 

membicarakan tentang Asahan. Daerah Asahan dahulu didiami oleh ―orang Hulu‖ 

dibawah dipimpin seorang Raja Putri yang bernama Raja Simargolang. Kerajaan 

Asahan ini  berkedudukan di Huta Bayu atau Pulau raja (sekarang Pulau Rakyat). 

Raja Simargolang memerintah dengan sangat bijaksana dan disukai oleh 

rakyatnya. Dengan berjalannya waktu, kemudian wilayah Asahan dipimpin oleh 

Kesultanan Asahan I yaitu Sultan Abdul jalil, putra dari Sultan Aceh Iskandar 

Muda. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil pusat pemerintahan dipindah 

dari Asahan ke Tanjungbalai, yang mengakibatkan berpindahnya penduduk dari 

Hulu Sungai Asahan ke Tanjungbalai sebagai ibukota Kesultanan. 

Masyarakat Tanjungbalai dari awal berdirinya terdiri dari empat etnis/suku 

yaitu: Melayu ( Sultan Abdul Jalil dari Aceh), Minagkabau (Siti Ungu keturunan 

dari Pagaruyung), Karo (Bayak Lingga /Karo-Karo), dan Batak (Simargolang). 

Keempat suku inilah yang kemudian melahirkan etnis/suku Melayu sebagai suku 

masyarakat setempat kota Tanjungbalai sampai sekarang. Selain dari keempat 

suku ini, suku Melayu di Tanjungbalai juga berasal dari suku-suku pendatang, 
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baik yang berkeinginan menetap dan menjadi etnis Melayu, maupun melalui 

perkawinan dengan penduduk setempat. 

Kesemua  suku-suku  yang  ada di kota  ini  berinteraksi  secara  baik, 

dengan saling menghargai adat-istiadat yang dimiliki oleh masing-masing suku, 

dan menghormati perbedaan yang ada. Mereka hidup secara berdampingan, 

rukun, dan saling membantu diantara yang membutuhkan. Interaksi yang 

demikian ini bisa dilihat, setelah mereka berada bersama masyarakat setempat 

yang bersuku Melayu, dimana perlahan-lahan  banyak  suku di luar Melayu yang 

mengikuti adat budaya Melayu, terutama bagi mereka yang memeluk agama 

Islam. Hal ini juga dimungkinkan karena suku Melayu bukan hanya berdasarkan 

keturunan, tetapi ada juga yang berdasarkan dengan keakuan dari masyarakat 

sendiri yang menginginkan menjadi Melayu dengan ciri-ciri, berbahasa Melayu, 

beragama Islam dan mengikuti adat budaya Melayu. 

Demikian kuatnya pengaruh adat istiadat budaya Melayu dalam kehidupan 

masyarakat kota Tanjungbalai, sehingga masyarakat pendatang dan menetap di 

kota ini juga mengikuti adat budaya Melayu kota ini. Hal ini terlihat jelas dalam 

pelaksanaan acara resmi di pemerintahan maupun upacara adat dalam perkawinan, 

dan lain-lain selalu memasukkan unsur adat budaya Melayu seperti; tepung tawar, 

balai, tepak sirih. 

B. Temuan Khusus   

1. Komunikasi Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam membangun  

Moderasi Beragama  

Komunikasi yang dilakukan pemerintah kota Tanjungbalai dalam 
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membangun konsep Moderasi Beragama adalah bekerjasama dengan Kementerian  

Agama, sebagaimana wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku kasi Bimas Islam 

Kementerian Agama Kota Tanjungbalai, ―bahwa yang dilakukan oleh pemerintah, 

dalam hal ini Kementerian Agama Kota Tanjungbalai untuk menjaga 

keharmonisan dalam menjaga toleransi umat beragama harus saling menghargai 

dan mengormati antar umat beragama yang berada di Kota Tanjungbalai.‖ Dengan 

saling menghormati satu sama lain dalam antar umat beragama yang berada di 

Kota Tanjungbalai. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang toleransi, 

menghormati dan menghargai perbedaan antar umat beragama, membangun 

budaya dialog, menghindari prasangka dan presepsi yang salah, dan menyuarakan 

pesan toleransi. Dengan cara ini, masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan 

damai tanpa adanya benturan antar umat beragama. 

Pemerintah Kota Tanjung Balai secara aktif mengambil peran yang sentral 

dalam membangun moderasi beragama melalui model komunikasinya yang 

cermat dan inklusif (Wahyudin, 2023). Dalam konteks ini, Pemerintah Kota 

Tanjung Balai (Pemko Tanjung Balai) memiliki strategi komunikasi yang 

bertujuan untuk merangkul keberagaman etnis dan agama, mempromosikan 

toleransi, dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi seluruh warganya. 

Pemerintah  Kota Tanjungbalai memiliki Visi dalam  pembangunan jangka 

menengah Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026, yaitu: ―mewujudkan Kota 

Tanjungbalai yang Berprestasi, Religious, Sejahtera, Indah dan Harmonis‖.  Visi 

tersebut memiliki Beberapa pengertian, sebagi berikut:  

1) Mewujudkan; yaitu keinginan untuk melaksanakan sebuah visi/tujuan 
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menjadi benar-benar berwujud. 

2) Kota Tanjungbalai; yaitu meliputi wilayah seluas 60,52 km
2
 di pesisir 

Timur pulau Sumatera beserta seluruh warganya. 

3) Berprestasi; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat 

membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang 

pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. 

4) Religius; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang 

teguh pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan 

kehidupan masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai 

keagamaan sebagai dasar dalam bertindak dan bertingkah laku. 

5) Sejahtera; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan 

mandiri serta meningkatan kualitas sumberdaya manusia yang handal 

(sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat. 

6) Indah; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai 

yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik 

berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 

7) Harmonis; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang 

menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat 

budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis 

yang ada. 

Misi pemerintah Kota Tanjungbalai adalah rumusan umum 

mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi 
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membantu memberi gambaran yang lebih jelas tentang jalan dan petunjuk 

secara garis besar langkah-langkah untuk mencapai visi.  

Misi juga dapat didefenisikan sebagai suatu komitmen terbaik 

stakeholder baik sebagai tujuan maupun pelaku pembangunan. Misi yang 

dirumuskan dapat dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor 

lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal serta 

mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada 

dalam pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi disusun dengan 

menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa 

mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. 

Misi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-

2026 adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan 

mengedepankan pelayanan publik yang prima. 

b. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang 

religius dan berakhlaq mulia. 

c. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi 

ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian 

menuju masyarakat maju dan sejahtera. 

d. Mewujudkan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang 

berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

e. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan 
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infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang 

berkelanjutan. 

f. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam 

keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya. 

g. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial 

masyarakat melalui penguatan peran keluarga. 

 Penjelasan dari misi ini adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi 

di berbagai bidang pembangunan dengan mengutamakan pelayanan public 

yang utama. 

Idealnya pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang 

menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar 

hidupnya sebagai warga negara. Untuk tujuan tersebut diperlukan suatu 

sistem pemerintahan yang baik yang dapat menumbuhkan nilai kepercayaan 

(trust) masyarakat kepada pemerintah dan jajarannya. Artinya bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menciptakan keberpihakan 

kepada masyarakat serta dapat mengayomi dengan memberikan rasa aman 

bagi warga untuk bermukim, berusaha dan beribadah; bebas untuk 

mengeluarkan pendapat; mendapat kemudahan dalam hal membutuhkan 

pelayanan dasar, ijin berusaha dan ijin lainnya serta pelayanan lain yang 

dibutuhkan serta warga mudah untuk mengakses berbagai informasi. 



135 
 

 
 

Dengan kata lain bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip kepemerintahan yang 

baik (good governance) setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik yakni 

tranparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan partisipasi publik. 

Transparansi dimaksudkan bahwa berbagai proses, pelaksanaan, 

kelembagaan dan informasi pembangunan harus dapat diakses secara 

mudah oleh masyarakat sehingga akan mempermudah masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan serta berperan aktif dalam kegiatan monitoring 

pembangunan. Akuntabilitas diartikan sebagai segala proses pengambilan 

kebijakan oleh stakeholder dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat luas. Penegakan hukum dimaknai bahwa kepemerintahan yang 

baik harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan 

kepada masyarakat serta partisipasi publik adalah pemerintah memberikan 

ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara 

konstruktif di setiap kesempatan. 

Saat ini,  prinsip-prinsip good governance akan dijalankan dengan 

dukungan ketersediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai 

utamanya ketersediaan layanan publik berbasis teknologi dan informasi, 

dukungan ketersedian sumberdaya aparatur yang professional dan 

kompeten, ketersediaan kebijakan dan sistem regulasi yang memihak pada 

kepentingan publik, sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pengawasan pembangunan serta harmonisasi komunikasi antar pelaku 

pembangunan. Apabila hal ini telah terpenuhi maka diharapkan 

peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dengan prinsip 
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memberikan pelayanan prima yakni pelayanan mudah, cepat, tepat dengan 

biaya terjangkau akan dapat terwujud. 

2. Mewujudkan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang religius 

dan berakhlak mulia. 

Dimensi pembangunan dalam rangka membangun manusia 

seutuhnya tidak hanya terkait pada pembangunan fisik, semata tetapi juga 

pembangunan non fisik yakni pembangunan mental spiritual masyarakat. 

Pembangunan mental spiritual masyarakat efektif dilakukan melalui 

penanaman nilai-nilai keagamaan (religius) sejak dini kepada masyarakat 

melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang- Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional, pada pasal 3 dinyatakan dengan tegas bahwa: Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokrasi serta tanggung jawab. 

Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang 

religius dan berakhlaq mulia yakni masyarakat yang senantiasa memahami 

serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan 

diyakininya satu komponen utama dari model komunikasi Pemerintah Kota 

Tanjung Balai adalah pendekatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan 
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lokal, termasuk tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan kelompok etnis. 

Dalam serangkaian dialog dan pertemuan rutin, pemerintah bekerja sama 

dengan para tokoh ini untuk mendengarkan masukan, menciptakan 

pemahaman bersama, dan merancang strategi bersama untuk membangun 

moderasi beragama. . 

Pembangunan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia akan 

menjadi agenda pokok pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang secara 

simultan dilaksanakan dengan agenda pokok pembangunan lainnya. 

Pembangunan masyarakat yang religius akan lebih dikembangkan kepada 

bagaimana membangun tatanan kehidupan beragama di tengah-tengah 

masyarakat yang dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi ummat. Secara 

konkrit hal ini akan diawali dengan pemantapan pendidikan karakter di 

bangku sekolah dan di keluarga, menggalakkan kegiatan keagamaan di 

tengah-tengah masyarakat dan aparatur yang disertai dengan kebijakan 

yang mendukung serta fasiltasi/bantuan bagi pembangunan/rehab rumah- 

rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya melalui bantuan 

hibah. 

3. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi 

ekonomi serta meningkatkan daya saing dalam rangka mendorong 

kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera. 

 Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah 

dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada selanjutnya membentuk 

pola kemitraan dengan sektor swasta dengan tujuan dapat menciptakan 
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lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Untuk 

itu diperlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam rangka 

menjalankan peranannya terhadap fungsi proteksi dan fasilitasi. Peran utama 

yang dimaksud adalah dukungan kebijakan yang terkait dengan penguatan 

kelembagaan, regulasi dan fasilitasi dalam mendorong iklim investasi, 

peningkatan produktivitas dan peningkatan keterampilan masyarakat. 

Pembangunan ekonomi Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun ke depan 

ditujukan kepada pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Daya saing 

dimaksud didefenisikan sebagai kemampuan daerah meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan 

mengedepankan potensi sumberdaya sebagai potensi ekonomi unggulan 

yang meliputi potensi perikanan kelautan, pertanian dan peternakan, 

koperasi dan UKM, perdagangan dan industri, sektor jasa serta 

pengembangan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Kunci keberhasilan 

peningkatan daya saing adalah adanya inovasi yang kreatif yang 

diwujudkan dengan pengembangnan industri yang berbasis kreatifitas atau 

yang disebut sebagai industri kreatif. Untuk pencapaian tujuan dimaksud 

membutuhkan dukungan lingkungan yang produktif, perekonomian daerah, 

ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia, infrastruktur pendukung, 

sumberdaya alam dan lingkungan serta fasilitas kelembagaan 

keuangan/bantuan permodalan. 

4. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan 

pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat 
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kesehatan masyarakat. 

Pembangunan akan berhasil apabila didukung oleh ketersediaan 

sumberdaya manusia yang berkualitas. Sesuai perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi peningkatan kualitas sumberdaya manusia harus 

terus menerus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan kualitas 

sumberdaya manusia meliputi pembangunan pendidikan dan kesehatan 

yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat 

menghasilkan anak didik yang berintelektual, mampu memadukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang menjelma dalam diri lulusan yang 

memiliki iman dan takwa dan berbudaya dan berkarakter menuju 

kemandirian. Artinya bahwa kemampuan intelektual yang diperoleh dari 

sistem pendidikan yang terselenggara digunakan untuk menciptakan 

kehidupan yang lebih baik, tidak saja untuk masa sekarang, juga untuk 

kesejahteraan generasi mendatang. Pendidikan yang berkualitas juga 

dimaksudkan untuk menciptakan lulusan yang mampu bersaing di era 

global. Pendidikan yang berkualitas harus terus didukung dengan pendanaan 

yang memadai dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat baik dari 

segi geografis terlebih dari segi ekonomis. Pembangunan pendidikan 5 

(lima) tahun ke depan menjamin bahwa pelayanan pendidikan akan murah 

dan mudah dijangkau oleh masyarakat. ke depan tidak ada alasan penduduk 

yang tidak bersekolah karena alasan aksesibiltas maupun alasan ekonomis. 
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Pendanaan pendidikan akan diupayakan bagi peningkatan fasilitas dan 

sarana pendidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 

serta peningkatan kualitas mutu lulusan yang tentunya akan dapat terwujud 

apabila ada keterlibatan dari setiap stakeholders dan partisipasi aktif 

masyarakat, orang tua dan pihak swasta untuk terlibat aktif di dunia 

pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan bagi 

masyarakat dengan tujuan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah 

dengan menuntaskan wajib belajar hingga 12 (dua belas) tahun selain 

memfasilitasi untuk mengembangkan Perguruan Tinggi. 

Selanjutnya pembangunan pendidikan akan dilakukan secara 

bersinergi dan beriringan dengan pembangunan kesehatan. Generasi yang 

sehat akan lebih mudah menerima dan melaksanakan proses pendidikan. 

Pembangunan kesehatan akan diwujudkan melalui upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, 

pemenuhan akan tenaga medis, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, 

peningkatan SDM kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pencapaian pola hidup bersih dan sehat dan melibatkan stakeholders serta 

pihak ketiga. Tujuan yang ingin dicapai pada pembangunan kesehatan 

adalah untuk eningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang secara umum 

ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya cakupan 

layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh lapisan masyarakat, 

menurunnya angka kesakitan serta meningkatnya pola hidup bersih dan 

sehat (PHBS) di tengah-tengah masyarakat. 
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5. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan 

infastruktur yang baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan 

yang berkelanjutan. 

Pemenuhan infrastuktur dasar dan ketersediaan infrastruktur sebagai 

pendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial sangat dibutuhkan 

keberadaannya. Pembangunan infrastruktur dewasa ini menghadapi tantangan 

yang sangat berat terlebih-lebih masalah rendahnya kualitas yang selalu menjadi 

sorotan publik. Pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan dan 

memperhitungkan dinamika perkembangan dan persebaran permukiman 

penduduk dan lingkungannya, luas wilayah, kondisi geografis wilayah dan 

diperlukan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar satu wilayah dengan 

wilayah di daerah lainnya serta harus memperhatikan atau mengakomodir 

keberlanjutan program. 

Pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan pola dan 

penataan ruang. Oleh karena itu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

harus sudah mengakomodir perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang 

secara baik serta telah mengintegrasikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) baik RTH public mapun RTH private sehingga cita-cita untuk 

mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi serta nyaman untuk 

bermukim bagi warga akan dapat terwujud. 

Pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah kabupaten/kota namun juga merupakan tanggung jawab pemerintah 

Provinsi dan nasional dan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan 
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dan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya secara intensif diperlukan upaya 

untuk terus mengembangkan jejaring, baik ke tingkat nasional, ke Provinsi dan ke 

masyarakat. Dengan langkah-langkah yang terukur, diharapkan pembangunan dan 

Model ini mengakui pentingnya partisipasi dan kerjasama lintas sektor 

dalam mencapai tujuan moderasi beragama. Selain itu, penulis menemukan bahwa 

terdapat dua model komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemko 

Tanjung Balai yaitu komunikasi linier dan komunikasi partisipatif. 

Model komunikasi pembangunan linier adalah pendekatan yang digunakan 

dalam konteks pembangunan untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada 

masyarakat dengan cara yang terstruktur dan terarah (Pinkas et al., 2019). Dalam 

model ini, komunikasi dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan 

dan memfasilitasi perubahan sosial. Proses komunikasi diatur secara linier, 

dengan pemerintah atau lembaga pembangunan sebagai pihak yang mengirimkan 

pesan kepada masyarakat. 

Pertama-tama, dalam model komunikasi pembangunan linier, pemerintah 

atau lembaga pembangunan memiliki peran utama sebagai pengirim pesan. 

Mereka merancang pesan-pesan yang berfokus pada tujuan pembangunan, seperti 

peningkatan pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Pesan ini sering kali 

bersifat informatif dan edukatif, ditujukan untuk memotivasi masyarakat agar 

berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang diusung. 

Kedua, pesan-pesan yang disampaikan dalam model komunikasi 

pembangunan linier mengalir secara terarah dari pemerintah atau lembaga 

pembangunan ke masyarakat (Rani & Maarif, 2021). Komunikasi ini bersifat satu 
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arah, di mana pihak pengirim memiliki kendali penuh atas informasi yang 

disampaikan. Masyarakat dianggap sebagai penerima pesan yang harus menerima 

dan memahami informasi yang disajikan. Model ini seringkali mencerminkan 

struktur hierarki dalam konteks pembangunan, di mana keputusan dan arahan 

datang dari pihak yang memiliki otoritas. 

Terakhir, evaluasi dan umpan balik dalam model komunikasi 

pembangunan linier mungkin terbatas. Pihak yang mengirim pesan mungkin tidak 

sepenuhnya terbuka terhadap umpan balik dari masyarakat atau tidak membangun 

mekanisme evaluasi yang kuat. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya 

partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, karena komunikasi yang 

bersifat top-down kurang memperhitungkan pandangan dan kebutuhan 

masyarakat secara menyeluruh. Seiring dengan perkembangan pemahaman 

tentang partisipasi masyarakat, model komunikasi pembangunan linier cenderung 

berkembang menuju pendekatan yang lebih interaktif dan inklusif. 

Model komunikasi pembangunan partisipatif mendasarkan diri pada 

prinsip bahwa pembangunan yang berhasil melibatkan partisipasi aktif masyarakat 

akan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan. Dalam model ini, komunikasi 

bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi dari pemerintah atau 

lembaga pembangunan ke masyarakat, tetapi juga sebagai wadah untuk 

mendengar suara masyarakat, menggali kebutuhan mereka, dan melibatkan 

mereka dalam proses pengambilan keputusan. Model ini menekankan kolaborasi 

dan keterlibatan bersama dalam seluruh siklus pembangunan (Haavisto & Linge, 

2022). 
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Pertama, model komunikasi pembangunan partisipatif melibatkan 

masyarakat sebagai mitra yang aktif. Pemerintah atau lembaga pembangunan 

bukan hanya sebagai pengirim pesan, tetapi juga sebagai pendengar yang berusaha 

memahami perspektif dan kebutuhan masyarakat. Proses komunikasi bersifat dua 

arah, dengan dialog terbuka dan inklusif sebagai prinsip utama. Masyarakat diajak 

untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek 

pembangunan, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab 

terhadap perubahan yang terjadi (Ernstmann et al., 2022). 

Kedua, model ini mengakui pentingnya pembangunan kapasitas 

komunikatif masyarakat. Masyarakat diberdayakan untuk dapat menyuarakan 

pendapat mereka secara efektif, mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok 

partisipatif, dan berkontribusi aktif dalam proses pembangunan. Pemerintah dan 

lembaga pembangunan mendukung penguatan kapasitas komunikatif ini melalui 

pelatihan, penyuluhan, dan pendekatan pendidikan masyarakat. Hal ini bertujuan 

agar masyarakat dapat mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi mereka dengan 

lebih baik. 

Terakhir, evaluasi dan umpan balik dalam model komunikasi 

pembangunan partisipatif merupakan elemen kunci. Proses evaluasi bukan hanya 

dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pembangunan, tetapi juga melibatkan 

masyarakat sebagai pihak yang memberikan umpan balik. Dengan melibatkan 

masyarakat dalam evaluasi, tercipta mekanisme yang memungkinkan perbaikan 

dan penyesuaian program pembangunan berdasarkan pengalaman dan pandangan 

langsung dari mereka yang terlibat. Dengan demikian, model ini menciptakan 
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lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu merespons kebutuhan yang 

berkembang dari masyarakat. 

Selain itu, Pemko Tanjung Balai menggunakan media komunikasi sebagai 

alat utama untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama. Mereka 

meluncurkan kampanye-kampanye komunikasi yang berfokus pada nilai-nilai 

kearifan lokal, toleransi, dan kerukunan. Ini termasuk penggunaan media cetak, 

radio lokal, dan platform online untuk menyebarkan informasi yang positif dan 

mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan keyakinan 

agama. Model ini menciptakan saluran komunikasi yang dapat diakses oleh 

berbagai lapisan masyarakat. 

Pemko Tanjung Balai beserta kementerian agama dan masyarakat  

membangun rumah Moderasi beragama, serta  memanfaatkan acara-acara budaya 

sebagai platform untuk membangun moderasi beragama di Kota Tanjungbalai . 

Mereka mendukung dan menyelenggarakan kegiatan seni, pertunjukan tradisional, 

dan perayaan agama yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai latar 

belakang. Model ini memahami kekuatan seni dan budaya sebagai alat untuk 

menyatukan warga, merayakan keberagaman, dan mempromosikan pesan 

moderasi beragama dengan cara yang lebih mendalam dan emosional. 

Pentingnya model komunikasi ini juga tercermin dalam pembentukan 

forum-forum dialog antaragama yang aktif (Sumpena & Jamaludin, 2020). 

Pemerintah menyelenggarakan pertemuan rutin antar pemimpin agama dan 

kelompok etnis untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan menemukan solusi 

bersama untuk tantangan-tantangan yang mungkin muncul. Model ini 
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menciptakan ruang untuk mengatasi mispersepsi dan membangun kepercayaan 

antar komunitas. 

 

Gambar 13. 

Peresmian Rumah Moderasi Beragama tahn2022 

Selain itu, Pemko Tanjung Balai aktif melibatkan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan melalui forum-forum partisipatif. Model ini memberikan 

kesempatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide mereka terkait 

moderasi beragama. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, pemerintah 

menciptakan rasa memiliki bersama terhadap kebijakan-kebijakan yang 

diimplementasikan, sekaligus memperkuat partisipasi aktif dalam menjaga 

kerukunan di Kota Tanjung Balai. 
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Gambar 14. 

Forum Partisipatif 

Model komunikasi Pemko Tanjung Balai juga menekankan pentingnya 

edukasi dan penyuluhan dalam membangun pemahaman masyarakat tentang 

moderasi beragama. Mereka melibatkan lembaga-lembaga pendidikan dan tokoh-

tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi yang akurat dan edukatif tentang 

nilai-nilai moderasi. Dengan mendukung pendidikan yang inklusif dan mendalam, 

model ini bertujuan untuk membentuk pemikiran yang rasional dan positif 

terhadap perbedaan agama. 

Pemerintah juga memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum 

yang tegas terhadap tindakan diskriminatif atau intoleran (Achmad, 2022). Model 
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ini menciptakan mekanisme yang jelas untuk menanggapi pelanggaran-

pelanggaran yang dapat mengganggu moderasi beragama. Dengan demikian, 

masyarakat merasa aman dan yakin bahwa pemerintah serius dalam melindungi 

kerukunan dan harmoni di Kota Tanjung Balai. 

Keseluruhan, model komunikasi Pemerintah kota Tanjungbalai adalah 

upaya yang holistik untuk membangun moderasi beragama dengan memanfaatkan 

nilai-nilai lokal, melibatkan masyarakat secara aktif, dan memanfaatkan berbagai 

saluran komunikasi. Dengan fokus pada kerjasama, edukasi, dan partisipasi 

masyarakat, pemerintah menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan 

moderasi beragama di lingkungan yang heterogen dan multikultural seperti Kota 

Tanjung Balai. 

2. Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Moderasi Beragama di Kota 

Tanjung Balai 

Kota Tanjung Balai memiliki warisan kearifan lokal yang kaya dan 

beragam. Kearifan lokal di kota ini mencerminkan sejarah panjang interaksi 

budaya, agama, dan tradisi yang memengaruhi perkembangan masyarakatnya. 

Salah satu aspek penting dari kearifan lokal di Tanjung Balai adalah harmoni 

antara berbagai kelompok etnis dan agama. Kota ini menjadi rumah bagi berbagai 

kelompok seperti Melayu, Tionghoa, Batak, dan lainnya, serta agama seperti 

Islam, Buddha, dan Kristen.  

Sejarah kota ini dalam sejarah berawal dari masyarakat dengan kepercayan 

anismisme dan dinamisme. Sebagaimana masyarakat Indonesia secara umum, 

pengaruh keyakinan awal masyarakat sangatlah besar, bagi politik, ekonomi, 
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sosial dan budaya pemikiran masyarakat saat ini. Meski demikian, aliran 

kepercayaan awal masyarakat nusantara termasuk orang Melayu yaitu animisme 

dan dinamisme tetap ada, kedatangan agama  Islam, tidak serta merta 

menghapuskan aliran kepercayaan ini, namun seiring masuk dan berkembang nya 

ajaran Islam tersebut merubah dan mewarnai budaya yang ada. 

Seiring penyebaran Islam ke seluruh Nusantara, nilai-nilai Islam 

berangsur-angsur menyatu dengan tradisi, norma, dan kehidupan sehari-hari 

bangsa Indonesia. Kerelaan mereka mengizinkan orang asing untuk tinggal di 

negeri mereka menunjukkan bahwa mereka siap membagi kehidupan bersama. 

Pendirian beberapa kerajaan Islam di beberapa pulau Indonesia seperti pulau 

Sumatera, adalah bukti  begitu kuatnya pengaruh Islam di negeri ini. Islam 

sebagai faktor eksternal berhasil menyatukan kelompok-kelompok etnis yang 

terdiri atas beberapa suku yang ada di Sumatera. Arus aktivitas pedagang, 

pengembaraan ulama, dan penggunaan bahasa Melayu merupakan tulang 

punggung bagi integrasi budaya tersebut. 

Dalam masyarakat multietnik, seperti di Kota Tanjungbalai, bahasa 

Melayu merupakan bahasa dominan yang digunakan dalam pergaulan sosial. 

Secara historis, dominasi bahasa Melayu ini terkait dengan masa awal keberadaan 

orang Melayu di kota tersebut. Seperti halnya kota-kota maritim lainnya di tanah 

air, Tanjungbalai  yang merupakan salah satu kota bandar maritim telah 

menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan (lingua franca) penduduk 

setempat.  
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Bahasa merupakan salah satu identitas kelompok etnik akan tampak jelas 

dalam suatu interaksi sosial masyarakat majemuk. Salah satu identitas Orang 

Melayu adalah bahasa Melayu. Orang-orang Melayu di Tanjungbalai menguasai 

dengan baik bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa-bahasa 

tersebut ditentukan oleh konteks interaksi yang mereka hadapi. Dalam pergaulan 

sehari-hari, seperti di tempat-tempat publik,  bahasa Melayu merupakan bahasa 

komunikasi dan interaksi sosial yang digunakan oleh orang-orang Tanjungbalai. 

Bahasa Indonesia akan digunakan oleh orang-orang Melayu Tanjungbalai jika 

mereka berurusan dengan instansi atau dalam situasi resmi.  

Konteks historis dan geografis di atas, telah menempatkan bahasa Melayu 

memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam kehidupan sosial budaya 

masyarakat Tanjungbalai. Karena bahasa Melayu merupakan referensi 

komunikasi sosial, para pendatang pun seperti orang-orang Batak dan etnis lain 

harus belajar dan menggunakan bahasa tersebut dengan baik. Pemahaman yang 

baik terhadap bahasa Melayu sering mendorong timbulnya gejala interferensi 

leksikal ketika orang-orang Tanjungbalai berbicara dalam bahasa Melayu di 

lingkungan internalnya atau ketika mereka berbahasa Indonesia dengan orang 

yang baru dikenalnya.     

Sebagai sarana interaksi sosial, penguasaan bahasa Melayu tidak hanya 

untuk mengekspresikan diri, tetapi juga menjadi media integrasi sosial dengan 

orang-orang Melayu atau penduduk Tanjungbalai. Dalam konteks integrasi sosial, 

bahasa bukan sekedar untuk  meningkatkan ―daya keberterimaan‖ masyarakat 

lokal terhadap kehadiran dan eksistensi orang-orang luar, memudahkan 
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pemahaman terhadap budaya masyarakat lokal, tetapi juga menjadi sarana untuk 

mempermudah akses terhadap sumber daya ekonomi lokal. 

Berdasarkan fakta sejarah ini, kita ambil suatu pelajaran bahwa 

perkembangan Islam dilakukan dengan cara-cara yang penuh toleransi, dalam 

artian pesan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat untuk semesta 

alam,  disampaikan dengan cara yang damai dan persuasif, dakwah dilakukan 

dengan memperhatikan unsur-unsur budaya lokal masyarakat melayu atau dengan 

cara akulturasi budaya bukan dengan kekerasan.  Dengan cara ini ajaran Islam 

meresap ke dalam masyarakat Melayu. Sehingga muncul idiom cultural yang 

mengatakan bahwa ―Bicara  Melayu berarti bicara tentang Islam dan Budaya 

Melayu berarti Budaya Islam‖, ini suatu ungkapan yang menyatakan bahwa antara 

dunia Melayu dan Islam merupakan dua hal yang tidak terpisahkan.(Mailin : 

2016) 

Satu hal yang perlu dipahami bersama adalah bahwa akulturasi Islam di 

Indonesia, tidak hanya meliputi dunia Melayu saja, karena Islam juga sangat 

kental masuk dalam masyarakat Jawa, namun tidak pernah orang mengatakan 

bahwa bicara Jawa berarti bicara Islam. Demikian juga hal nya dengan proses 

masuknya budaya Melayu dalam masyarakat Batak Toba yang ada di kota 

Tanjungbalai, bukan lah suatu hal yang mudah. Akulturasi budaya Melayu dan 

Budaya Batak   di kota ini melalui perjalannya panjang. Sehingga lahirnya budaya 

Melayu yang berbeda dengan Melayu di daerah lain. Melayu di daerah 

Tanjungbalai ini cenderung kasar baik dalam tutur kata maupun tingkah laku. Hal 

ini dikarenakan terjadinya akulturasi antara budaya Melayu dan Budaya Batak.    
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Islam merupakan ajaran yang diturunkan untuk manusia agar bersosialisasi 

kemudian melahirkan suatu kebudayaan. Kebudayaan yang mencakup 

pengetahuan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan 

yang dibuat manusia sebagai anggota masyarakat, dipandang sebagai  realita yang 

menjadi sasaran ajaran Islam. Peran agama Islam dalam kebudayaan ini adalah 

memberikan nilai-nilai etis yang menjadi ukuran nilai. 

Dalam kehidupan sosial orang Melayu di Sumatera khususnya di Kota 

Tanjungbalai, hubungan persaudaraan antara orang Melayu dengan orang-orang 

Batak yang beragama Islam ternyata sudah terjalin dengan sangat baik. 

Sebagaimana lazimnya pada masyarakat atau kelompok etnik lain, orang Melayu 

juga lebih memperhatikan faktor agama dalam urusan perkawinan atau 

perjodohan. Sekalipun demikian, dalam hal-hal tertentu  orang Melayu 

menghargai pluralisme sosial keagamaan dan kesukuan. 

 Proses akulturasi budaya Melayu dan masyarakat Batak Toba Muslim di 

Tanjungbalai selain berdasarkan beberapa faktor diatas, terdapat beberapa 

persamaan budaya yang menyebabkan mudahnya proses akulturasi budaya Batak 

dan Budaya Melayu di kota ini, diantaranya: 

1. Sistem kekerabatan suku Batak Toba dan Suku Melayu sama-sama 

menggunakan garis keturunan dari bapak (patrineal). Kaum laki-laki menjadi 

penentu dalam membentuk garis keturunan dan hubungan kekerabatan. Namun 

dalam beberapa adat istiadat terdapat perbedaan. 

2. Selain terdapat kesamaan dalam sistem kekerabatan, terdapat juga 

kesamaan dalam  suku Batak Toba dan suku Melayu, dalam hal budaya, seperti 
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ungkapan-ungkapan pantun dalam suku Melayu, juga terdapat ungkapan–

ungkapan umpasa dalam suku Batak Toba. Budaya meratap dalam suku Batak 

Toba, juga terdapat dalam suku Melayu, yaitu: sinandong.     

3. Menurut kajian sejarah dan antropologi, nenek moyang orang Batak 

sama dengan orang Melayu, berasal dari Hindia Belakang, dan penutur bahasa 

Austronesia.  

 Kearifan lokal di Tanjung Balai mengajarkan nilai-nilai saling 

menghormati dan hidup berdampingan, yang telah berkontribusi pada koeksistensi 

yang relatif damai di antara kelompok-kelompok ini.  dalam tataran ini penulis 

akan mengklasifikasikan melalui tabulasi mengenai nilai-nilai kearifan lokal kota 

Tanjung Balai yang dapat dioptimalkan sebagai instrument moderasi beragama, 

beberapa di antaranya adalah: 

 

 

 

 

 

Tabel 7. 

Klasifikasi Kearifan Lokal Kota Tanjung Balai 

No Klasifikasi Keterangan 

1 Koeksistensi Etnis dan 

Agama 

Kearifan lokal Tanjung Balai tercermin 

dalam harmoni antara berbagai kelompok 

etnis seperti Melayu, Tionghoa, dan Batak, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun_bahasa_Austronesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun_bahasa_Austronesia
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serta berbagai agama seperti Islam, Buddha, 

dan Kristen. Nilai-nilai saling menghormati 

dan hidup berdampingan menjadi bagian 

integral dari kehidupan sehari-hari 

(Supriyanto, 2022). 

2 Tradisi Budaya Festival dan acara budaya lokal seperti 

perayaan Imlek, Lebaran, dan Pesta Rakyat 

Tanjung Balai menggambarkan kearifan lokal 

dalam merayakan perbedaan dan merangkul 

keragaman. Tradisi-tradisi ini memperkuat 

ikatan sosial dan mempromosikan 

pemahaman lintas budaya (Suarnaya, 2021). 

3 Gotong Royong Nilai-nilai gotong royong dan kerja sama 

komunal tetap relevan dalam kehidupan 

masyarakat. Gotong royong digunakan untuk 

membangun rumah, membantu tetangga 

dalam acara-acara khusus, dan dalam 

berbagai kegiatan sosial (Nashohah, 2021). 

4 Adat-Istiadat Lokal  Adat-istiadat lokal seperti upacara 

perkawinan, adat istiadat kelahiran, dan 

peringatan kematian memainkan peran 

penting dalam mempertahankan identitas 

budaya. Ini juga menjadi wadah di mana 
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nilai-nilai agama dan budaya diintegrasikan 

(Lede, 2022). 

5 Seni dan Pertunjukan  Pertunjukan seni tradisional seperti tari dan 

musik lokal menjadi sarana untuk 

mengabadikan dan merayakan warisan 

budaya. Acara-acara seni ini juga dapat 

menjadi wadah bagi pertukaran budaya antar 

kelompok etnis (Hamdani, 2020). 

 

6 Warisan Kebudayaan 

Lokal  

Tanjung Balai memiliki warisan kebudayan 

lokal yang bersifat sakral seperti tarian dan 

senandung Gubang yang berfungsi sebagai 

pemanggil angina untuk aktivitas nelayan 

(Irmayanti et al., 2022). Ada pula pengobatan 

tradisional seperti Songgot dan lain 

sebagainya. 

Sumber: Diolah Peneiti (2024) 

Selain itu terdapat Beberapa tradisi di masyarakat Tanjungbalai, 

diantaranya: 

1. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh 

masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, 

atau ekspresi lisan lainnya. Tradisi lisan yang ada di Kota Tanjungbalai : 

1) Cerita rakyat ―Asal Mula Pulau Simardan‖ 
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2) Pantang larang adalah petuah–petuah atau nasihat yang disampaikan 

oleh orang–orang tua secara seperti istilah Sonjo Kalo. Sonjo kalo 

secara bahasa artinya adalah kala senja atau waktu senja. Waktu senja 

atau maghrib pada masyarakat Tanjungbalai dahulu adalah waktu-

waktu yang tidak boleh digunakan untuk keluar rumah atau 

berkeliaran kecuali ada hal-hal penting yang mendesak. 

3) Petuah membangun rumah. Masyarakat pada masa lalu menggunakan 

banyak pituah dan pantang larang dalam membangun rumah. 

Masyarakat juga memperhatikan banyak faktor yang juga sangat 

bermakna 

4) Mendadong anak 

5) Kebiasaan pelaut memperhatikan suara ayam berkokok pada dini hari 

(pukul 01.00 – 03.00), apabila terdengar suara ayam berkokok pada 

dini hari biasanya sebagai pertanda akan terjadi pasang naik air laut 

dan sungai pada subuh hari. 

2. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan 

dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan 

pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara 

penyelesaian sengketa. Beberapa adat istiadat yang masih dilaksanakan 

oleh masyarakat Tanjungbalai adalah : 

1) Bubur Podas 

Bubur podas adalah salah satu makanan khas Kota Tanjungbalai yang 

selalu dibuat pada saat bulan ramadhan. Sebelum memasuki bulan 

ramadhan dan pada malam ke 27 bulan ramadhan masyarakat Tanjungbalai 
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yang beragama islam memiliki kebiasaan saling memberi makanan kepada 

sanak saudara dan tetangga. 

Memasuki rumah baru. 

Gotong royong membersihkan lingkungan dan rumah ibadah. 

3. Ritual Khusus 

Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang 

didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat 

secara terusmenerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, 

berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara 

kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. 

4. Menyonggot 

Menyonggot adalah adat Melayu yang sangat lekat dengan orang-

orang melayu. Menyonggot bisa diartikan sebagai penjeput semangat. 

Menyonggot dilakukan oleh masyarakat melayu di beberapa kesempatan 

baik itu suka maupun duka. 

 

 

Beberapa kesempatan untuk menyonggot diantaranya: 

a. Pernikahan 

b. Tujuh bulanan kandungan/ Melanggeng perut 

c. Kelahiran/mengayunkan 

d. Khitanan anak 

e. Khataman Al-Quran 

Sekarang menyonggot juga telah dilakukan pada kesempatan-kesempatan 
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seperti: 

1) Wisuda 

2) Berhasil dalam tugas 

3) Pergi dan Pulang haji/umrah 

4) Baru sembuh dari sakit 

 

Saat menyonggot, diusahakan agar orang yang akan disonggot 

tidak mengetahui bahwa dia akan disonggot. Dengan tidak diberi tahu 

terlebih dahulu maka orang yang akan disonggot nantinya akan terkejut dan 

merasa bahagia telah diperhatikan. Bahagia karena merasa diperhatikan 

inilah yang diharapkan menjadi obat dan penyemangat. 

Menyonggot biasanya menggunakan balai/bale dan tepung tawar. 

Bale akan diangkat ke atas kepala orang yang disonggot dan tepung tawar 

yang akan di percik-percikkan atau di oleskan ke orang yang di songgot 

tadi. 

Selain tepak, Bale/Balai dan tepung tawar harus dimiliki oleh orang 

melayu. Kedua benda ini yaitu Bale/balai dan Tepung tawar sama 

pentingnya dengan tepak yang hampir selalu ada di setiap kegaitan atau 

perayaan. 

1. Pantun 

Bagi Masyarakat Melayu Asahan-Tanjungbalai, pantun sejak 

dulu hingga hari ini menjadi salah satu bagian penting yang mampu 

menunjukkan jati diri adat bangsa melayu. Hampir setiap kegiatan 

yang dilaksankaan selalu menggunakan pantun. 
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Senandong yang merupakan nyanyian khas di daerah Melayu 

Asahan-Tanjungbalai ini saja pun menggunakan lirik yang kebanyakan 

disusun seperti pantun. Ketika pernikahan, juga banyak ditemukan 

pantun. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan lain. Sampai hari ini, 

pantun masih menjadi ciri khas Melayu Asahan-Tanjungbalai. 

Biasanya, dalam sambutan-sambutan kenegaraan dari walikota, 

kepala-kepala dinas, atau tokoh-tokoh masyarakat di dalam sebuah 

kegaitan masih menggunakan pantun sebagai pembuka dan 

penutupnya. 

5. Pengetahuan Tradisional 

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam 

masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil 

pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan 

secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi. Pengetahuan 

tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, 

makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku 

mengenai alam dan semesta. 

1) Tepak 

Tepak bagi Masyarakat Melayu khususnya Melayu Asahan-

Tanjungbalai merupakan hal yang sangat penting. Setiap rumah orang 

melayu harus memiliki tepak. Dahulu, tepak harus dihidangkan setiap 

tamu datang. 

Sampai hari ini penggunaan tepak masih sering kita lihat. 
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Hanya saja memang penggunaannya diminamilisir hanya ketika 

ada perayaan-perayaan atau kegiatan-kegiatan. 

6. Seni  

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang 

berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang 

terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Beberapa Seni 

yang ada di Tanjungbalai adalah : 

1) Senandong 

Senandong adalah tradisi lisan berupa syair nyanyian yang 

isinya menceritakan tentang kesedihan nasib seseorang. Menurut 

beberapa penutur, Senandong yang dalam bahasa Indonesia bisa 

dituliskan dengan Senandung itu merupakan kata yang berasal dari 

Siandong yang artinya juga sangat mirip yaitu Mengoluh akan 

peruntungannya. 

Mengoluh akan peruntungannya maksudnya adalah bahwa 

senandong ini dahulu merupakan syair-syair yang dinyanyikan oleh 

masyarakat yang mengeluh atas apa yang terjadi kepadanya. 

Senandong dinyanyikan dengan lirik-lirik seperti pantun. Lirik-lirik 

tersebut biasanya adalah lirik-lirik yang berisi kesedihan dan 

penyesalan. 

Namun, sejak ajaran Islam semakin kental, masyarakat mulai 

mengganti lirik-lirik senandong tersebut dengan lirik-lirik yang lebih 

baik, tidak ada rapatan dan kesedihan. Lirik- lirik senandong juga 
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bisa diganti dengan lirik yang mampu megajak orang berbuat baik, 

menumbuhkan semangat, dan mengajak orang lain untuk belajar 

serta mengohormati sesama. 

Demikian beberapa kearifan lokal dalam tradisi masyarakat Tanjungbalai. 

Koeksistensi etnis dan agama dalam konteks komunikasi pemerintah untuk 

membangun moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung 

Balai menjadi suatu tantangan yang kompleks, namun sangat penting dalam 

menjaga harmoni dan kerukunan antarwarga. Kota Tanjung Balai, sebagai daerah 

yang multikultural dan multiagama, memiliki masyarakat yang terdiri dari 

berbagai etnis dan keyakinan agama. Pemerintah perlu menjalankan peran yang 

proaktif dalam memfasilitasi dialog dan pemahaman antar kelompok etnis serta 

agama untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi moderasi beragama. 

Dalam membangun moderasi beragama, pemerintah harus memanfaatkan 

komunikasi sebagai alat utama untuk menyampaikan pesan-pesan inklusif yang 

menghargai keberagaman (Natonis et al., 2023). Melalui kampanye-kampanye 

pendidikan dan penyuluhan, pemerintah dapat memberikan pemahaman yang 

lebih baik tentang nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi landasan bagi 

toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Penting bagi pemerintah untuk 

melibatkan tokoh-tokoh agama dan pemimpin masyarakat etnis dalam upaya 

komunikasi ini, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih relevan dan 

diterima dengan baik oleh masyarakat. 

Selain itu, menciptakan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan moderasi beragama adalah 
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langkah yang krusial. Dengan melibatkan warga dalam forum-forum diskusi dan 

konsultasi, pemerintah dapat membangun rasa memiliki bersama terhadap 

kebijakan-kebijakan yang diambil. Ini tidak hanya memperkuat legitimasi 

pemerintah, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga 

kerukunan dan harmoni di Kota Tanjung Balai. 

Keberhasilan komunikasi pemerintah dalam membangun moderasi 

beragama juga bergantung pada adanya pengawasan dan penegakan hukum yang 

tegas terhadap tindakan diskriminatif atau intoleran (Abdillah et al., 2023). 

Pemerintah perlu menunjukkan sikap yang konsisten dalam menangani 

pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak koeksistensi etnis dan agama. 

Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya bahwa 

pemerintah benar-benar serius dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan 

harmonis. 

Terakhir, pengembangan media yang mendukung prinsip-prinsip keadilan, 

keberagaman, dan moderasi beragama juga merupakan elemen penting dalam 

upaya ini (Yusuf & Mutiara, 2022). Pemerintah dapat mendukung media lokal 

untuk menyebarkan informasi yang positif dan mendidik masyarakat tentang 

pentingnya toleransi. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya 

menjadi alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai sarana untuk 

membentuk opini publik yang mendukung moderasi beragama di Kota Tanjung 

Balai. 

Kemudian, Dalam konteks pembangunan moderasi beragama berbasis 

nilai kearifan lokal di Kota Tanjung Balai, tradisi budaya memegang peran 
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penting sebagai elemen identitas yang mengikat masyarakat. Tradisi budaya 

menjadi fondasi yang kuat untuk membangun pemahaman bersama tentang nilai-

nilai kearifan lokal yang dapat mendukung moderasi beragama (Siregar, 2022). 

Pemerintah perlu menggali dan mempromosikan tradisi-tradisi budaya yang 

memiliki nilai-nilai inklusif dan menghormati perbedaan, sehingga dapat menjadi 

alat yang efektif dalam menciptakan harmoni antarwarga. 

Pentingnya tradisi budaya terletak pada kemampuannya untuk 

memberikan landasan moral dan spiritual bagi masyarakat. Melalui kearifan lokal 

yang terkandung dalam tradisi budaya, masyarakat dapat memahami nilai-nilai 

seperti saling menghormati, gotong-royong, dan keadilan (Siahaan & Kause, 

2022). Pemerintah dapat memanfaatkan platform tradisi budaya untuk 

menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama, sehingga nilai-nilai tersebut 

terus diteruskan dan diinternalisasi oleh generasi muda. 

Selain itu, tradisi budaya juga dapat menjadi jembatan untuk membangun 

dialog antarwarga yang berasal dari berbagai etnis dan agama. Pemerintah dapat 

menyelenggarakan acara-acara budaya bersama yang melibatkan partisipasi 

semua komponen masyarakat, sehingga tercipta ruang yang inklusif dan ramah 

bagi semua warga. Dengan memanfaatkan tradisi budaya, pemerintah dapat 

mengurangi potensi konflik dan meningkatkan rasa solidaritas di antara 

masyarakat Kota Tanjung Balai. 

Adanya dukungan terhadap seni dan budaya lokal juga dapat menjadi 

sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat (Riyadi et al., 2022). Pemerintah 

dapat mendorong pengembangan industri kreatif yang berbasis pada tradisi 
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budaya, seperti kerajinan lokal, tarian, dan musik tradisional. Ini tidak hanya akan 

mendukung pelestarian warisan budaya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat. 

Terakhir, pemerintah perlu mendorong pembelajaran dan penelitian terkait 

tradisi budaya sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Dengan memasukkan 

unsur-unsur kearifan lokal dalam pendidikan formal, masyarakat Kota Tanjung 

Balai dapat memahami dan menghargai tradisi budaya sebagai sumber nilai untuk 

memperkuat moderasi beragama di lingkungan mereka. 

Di sisi lain, Gotong-royong memiliki peran sentral dalam upaya 

membangun moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung 

Balai. Prinsip gotong-royong mencerminkan semangat kebersamaan dan saling 

membantu dalam mencapai tujuan bersama. Pemerintah dapat memanfaatkan nilai 

gotong-royong sebagai fondasi untuk menciptakan lingkungan sosial yang 

harmonis, di mana warga dari berbagai etnis dan agama dapat saling mendukung 

dan bekerja bersama. 

Dalam konteks moderasi beragama, gotong-royong dapat diaplikasikan 

dalam berbagai kegiatan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintah dapat mengorganisir kegiatan gotong-royong yang melibatkan semua 

lapisan masyarakat, sehingga membangun rasa kebersamaan dan persatuan. 

Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengalami langsung nilai-nilai positif 

gotong-royong, yang pada gilirannya dapat menjadi dasar untuk memahami dan 

menghormati perbedaan dalam keyakinan agama. 
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Gotong-royong juga menjadi sarana untuk membangun solidaritas di 

antara warga kota (Lede, 2022). Pemerintah dapat menggandeng organisasi 

masyarakat, lembaga keagamaan, dan kelompok-kelompok sukarelawan untuk 

melaksanakan proyek-proyek gotong-royong yang bermanfaat bagi semua pihak. 

Dengan demikian, tercipta lingkungan yang inklusif dan saling mendukung, yang 

dapat menjadi dasar untuk moderasi beragama. 

Pentingnya gotong-royong dalam moderasi beragama juga terlihat dalam 

penanggulangan konflik dan potensi ketegangan antarwarga. Dengan 

mempromosikan semangat gotong-royong, masyarakat dapat lebih mudah 

menyelesaikan perbedaan dan konflik melalui dialog dan kerjasama. Pemerintah 

dapat memfasilitasi forum-forum gotong-royong yang berfungsi sebagai wadah 

untuk berdiskusi dan menemukan solusi bersama. 

Melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong-royong juga dapat menjadi 

sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama. Pemerintah 

dapat menyertakan informasi pendidikan dalam setiap kegiatan gotong-royong, 

menggali nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung toleransi dan penghargaan 

terhadap perbedaan. Dengan demikian, gotong-royong bukan hanya menjadi 

kegiatan fisik, tetapi juga platform untuk membangun pemahaman dan kesadaran 

bersama dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Tanjung Balai. 

Adat-istiadat lokal memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya 

membangun moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal di Kota Tanjung 

Balai. Warisan budaya ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari 

generasi ke generasi, dan dapat menjadi landasan kuat untuk menciptakan 
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harmoni dan kerukunan antarwarga. Pemerintah dapat memanfaatkan adat-istiadat 

lokal sebagai sumber inspirasi untuk merumuskan kebijakan yang mendukung 

moderasi beragama, sekaligus menjaga dan memperkaya identitas kultural 

masyarakat. 

Dalam konteks moderasi beragama, adat-istiadat lokal dapat menjadi 

pedoman perilaku masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Susanti, 

2022). Nilai-nilai seperti saling menghormati, keadilan, dan gotong-royong yang 

tertanam dalam adat-istiadat dapat menjadi fondasi kuat untuk membangun 

toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan agama. Pemerintah dapat 

mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam program edukasi dan penyuluhan untuk 

memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya moderasi beragama. 

Adat-istiadat lokal juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun 

dialog antarwarga dari berbagai etnis dan agama. Pemerintah dapat menggelar 

acara-acara yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan 

upacara atau kegiatan adat. Dengan demikian, tercipta ruang bagi warga untuk 

saling mengenal, memahami, dan menghormati tradisi masing-masing, yang pada 

akhirnya dapat memperkokoh kerukunan hidup bersama (Rahma, 2021). 

Upaya pelestarian adat-istiadat lokal juga dapat membawa dampak positif 

pada sektor ekonomi dan pariwisata. Pemerintah dapat memberdayakan 

komunitas lokal untuk mengembangkan produk-produk berbasis adat yang dapat 

menjadi daya tarik wisatawan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga 

keberagaman budaya sebagai aset berharga. 
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Pentingnya adat-istiadat lokal juga terletak pada perannya dalam 

menangkal pengaruh-pengaruh eksternal yang mungkin mengancam harmoni 

sosial. Dengan memperkuat nilai-nilai lokal, masyarakat dapat lebih tangguh 

dalam menghadapi berbagai tantangan dan tetap teguh pada prinsip-prinsip 

moderasi beragama. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dalam 

mempromosikan kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan adat-istiadat sebagai 

bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Kota Tanjung Balai. 

Selanjutnya, Seni dan pertunjukan memiliki peran yang sangat penting 

dalam mendukung pembangunan moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal 

di Kota Tanjung Balai. Seni tidak hanya menciptakan keindahan visual, tetapi 

juga dapat menjadi medium yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan inklusif, 

toleran, dan menghormati perbedaan keyakinan agama. Pemerintah dapat 

memanfaatkan seni dan pertunjukan sebagai sarana untuk membangun 

pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman kultural dan keagamaan di 

tengah masyarakat. 

Melalui seni dan pertunjukan, pemerintah dapat menciptakan ruang 

ekspresi bagi seniman lokal untuk menggambarkan nilai-nilai moderasi beragama 

(Rasyid, 2022). Pertunjukan seni, seperti drama, tarian, dan seni rupa, dapat 

menjadi wahana bagi seniman untuk menyampaikan pesan-pesan harmoni dan 

toleransi secara kreatif. Pemerintah dapat mendukung produksi seni lokal yang 

mewakili berbagai aspek keberagaman di Kota Tanjung Balai. 

Pertunjukan seni juga dapat menjadi sarana untuk membangun dialog 

antarwarga yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, etnis, dan agama. 
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Pemerintah dapat menggelar acara seni bersama yang melibatkan partisipasi 

seluruh komponen masyarakat, menciptakan ruang untuk pertukaran ide dan 

pengalaman. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman antarwarga tentang nilai-

nilai budaya dan agama satu sama lain, serta memperkuat rasa persatuan di tengah 

keberagaman. 

Pemerintah juga dapat memanfaatkan seni sebagai alat pendidikan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. 

Program seni edukatif, seperti pameran seni atau pertunjukan teater pendidikan, 

dapat memberikan informasi yang kreatif dan menarik tentang nilai-nilai toleransi, 

saling menghormati, dan kerukunan antarumat beragama. 

Pentingnya seni dan pertunjukan juga terlihat dalam upaya pelestarian 

tradisi budaya lokal. Seni tradisional, seperti musik dan tarian tradisional, tidak 

hanya menjadi warisan budaya yang berharga tetapi juga dapat menjadi sarana 

untuk mengajarkan generasi muda tentang nilai-nilai kearifan lokal yang 

mendukung moderasi beragama. 

Pemerintah dapat melibatkan komunitas seni lokal dalam inisiatif-inisiatif 

pembangunan berbasis budaya. Dukungan terhadap seniman dan kelompok seni 

lokal dapat memberikan kontribusi positif pada ekonomi kreatif daerah, sambil 

menjaga dan mempromosikan moderasi beragama melalui karya seni yang 

dihasilkan. Dengan demikian, seni dan pertunjukan tidak hanya menjadi bentuk 

ekspresi kreatif tetapi juga alat strategis untuk membangun harmoni dan moderasi 

beragama di Kota Tanjung Balai. 
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Terakhir, Warisan kebudayaan lokal di Kota Tanjung Balai menjadi pilar 

yang sangat penting dalam upaya membangun moderasi beragama berbasis nilai 

kearifan lokal (Kautsar & Mahmudah, 2021). Warisan ini mencakup berbagai 

aspek, termasuk tradisi, adat-istiadat, seni, dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah 

diwariskan dari generasi ke generasi. Pemerintah dapat memanfaatkan warisan 

kebudayaan lokal sebagai sumber inspirasi dan fondasi untuk membangun 

pemahaman yang lebih baik tentang moderasi beragama di tengah masyarakat 

yang multikultural. 

Warisan kebudayaan lokal dapat menjadi instrumen untuk meresapi nilai-

nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Pemerintah dapat 

mempromosikan budaya saling menghormati dan memahami antarwarga dengan 

memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh komunitas. Melalui 

pelestarian dan promosi warisan kebudayaan lokal, masyarakat dapat memahami 

dan menghargai keberagaman agama dan budaya yang ada di Kota Tanjung Balai. 

Adat-istiadat dan tradisi lokal dapat menjadi cara untuk membangun 

norma dan etika dalam masyarakat yang mendukung moderasi beragama 

(Belwawin & Abineno, 2023). Pemerintah dapat mendukung upaya pelestarian 

tradisi lokal dengan mengadakan acara-acara yang melibatkan partisipasi 

masyarakat secara luas. Ini dapat menciptakan ruang untuk pertukaran 

pengalaman dan pengetahuan antarwarga, memperkaya pemahaman tentang 

moderasi beragama. 

Warisan kebudayaan lokal juga dapat menjadi sumber daya ekonomi yang 

bernilai. Pemerintah dapat mendukung pengembangan industri kreatif berbasis 
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kebudayaan lokal, seperti kerajinan tangan tradisional, kuliner khas daerah, atau 

pariwisata budaya. Dengan cara ini, pelestarian warisan kebudayaan lokal tidak 

hanya mendukung identitas budaya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan 

ekonomi lokal. 

Pentingnya pelestarian warisan kebudayaan lokal juga terlihat dalam 

peranannya dalam menanamkan nilai-nilai positif pada generasi muda. 

Pemerintah dapat mengintegrasikan unsur-unsur warisan kebudayaan dalam 

sistem pendidikan formal dan non-formal (Maharani & Rahmaniar, 2023). 

Dengan demikian, generasi muda dapat menghargai dan meneruskan nilai-nilai 

kearifan lokal yang mendukung moderasi beragama, sehingga warisan 

kebudayaan dapat terus hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat Kota 

Tanjung Balai. 

Selain itu, kearifan lokal di Tanjung Balai juga tercermin dalam tradisi dan 

budaya lokal yang unik. Idealnya moderasi beragama yang dapat dimaksimalkan 

di kota Tanjung Balai harus bersifat akomodatif dengan budaya lokal. Dengan 

begini, moderasi beragama dapat diinternalisasi melalui pemahaman nilai-nilai 

kultural yang dapat mendegradasi fanatisme dalam beragama. 

Bertolak dari pendapat diatas, maka peneliti berasumsi bahwa selain 

dengan menggunakan bahasa dalam artian yang sebenarnya, Islamisasi di tanah 

Melayu juga melalui media ―bahasa‖ dalam artian ―bahasa budaya‖. Bahasa 

budaya yang dimaksud adalah dengan cara pendekatan budaya dalam wujud 

akulturasi. Sehingga dengan ―bahasa budaya‖ inilah, Islamisasi di tanah melayu 
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meresap hingga ke dalam kehidupan masyarakat, hingga lapisan paling bawah 

sekalipun.  

Proses Islamisasi dan perkembangan budaya serta peradaban Islam  dalam 

hal ini memainkan peranan yang signifikan dalam sejarah kesultanan Melayu di 

daerah-daerah di Indonesia, termasuk  sejarah kesultanan Melayu yang ada di 

Sumatera Timur seperti Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat, Kesultanan 

Serdang, Kesultanan Kualuh, Kesultanan  Bilah, dan Kesultanan Asahan. 

3. Peluang dan Tantangan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal 

di Kota Tanjungbalai  

Dalam merangkai wacana mengenai peluang dan tantangan moderasi 

beragama berbasis kearifan lokal, kita harus memahami bahwa kearifan lokal 

mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang tumbuh dalam masyarakat 

tertentu. Pendekatan moderasi beragama yang berakar pada kearifan lokal 

menawarkan peluang signifikan untuk membangun harmoni antarumat beragama, 

namun sekaligus dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan 

pemikiran kritis dan strategi yang matang (Islamy & Susilo, 2022). 

Berdasarkan wawancara bersama Kasi Bimas Islam Bapak Mulyadi bahwa 

beliau menyampaikan tatangan dan hambatan dalam komunikasi kepada tokoh-

tokoh agama tidak ada karena semua tokoh-tokoh agama apabila dikumpulkan 

mereka menyambut dengan baik, serta  masyarakat juga menyambut baik, jika di 

sampaikan dengan komunikasi yang baik, sehingga mudah difahami masyarakat.  

Salah satu peluang utama moderasi beragama berbasis kearifan lokal 

adalah kemampuannya untuk menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan 
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inklusif. Kearifan lokal mencerminkan toleransi terhadap perbedaan dan 

menghormati pluralitas keyakinan. Dengan merangkul nilai-nilai ini, moderasi 

beragama dapat menjadi fondasi untuk membangun dialog antarumat beragama 

yang konstruktif. Pemerintah dan masyarakat dapat memanfaatkan kearifan lokal 

sebagai landasan untuk menciptakan inisiatif dialog dan pertemuan lintasagama 

yang mempromosikan pemahaman bersama dan kesejahteraan bersama (Bachrong 

& Karim, 2022). 

Selain itu, peluang moderasi beragama berbasis kearifan lokal terletak 

pada potensinya untuk mengurangi ketegangan dan konflik antarumat beragama. 

Dengan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan pada gotong 

royong, saling menghormati, dan perdamaian, moderasi beragama dapat 

mengubah dinamika konflik menjadi kesempatan untuk membangun kerjasama 

dan memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Penggunaan kearifan lokal 

sebagai pijakan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengatasi 

ketegangan dan mencegah konflik yang lebih serius . 

Selain itu, moderasi beragama berbasis kearifan lokal dapat menjadi 

kekuatan penghubung antara agama dan pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai 

kearifan lokal sering kali mencakup prinsip-prinsip keberlanjutan, pengelolaan 

sumber daya alam yang bijaksana, dan pemberdayaan masyarakat (Sholikah, 

2022). Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat menjadi agen positif dalam 

mendorong partisipasi masyarakat dalam inisiatif pembangunan yang 

berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai lokal yang diyakini oleh masyarakat. 



173 
 

 
 

Namun, di tengah peluang-peluang tersebut, moderasi beragama berbasis 

kearifan lokal juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan 

perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah potensi penyalahgunaan 

konsep kearifan lokal untuk kepentingan politik atau keagamaan tertentu. Dalam 

beberapa kasus, pihak-pihak tertentu mungkin mencoba mengklaim bahwa 

pemahaman mereka tentang kearifan lokal adalah satu-satunya yang benar, dan 

hal ini dapat merugikan semangat dialog dan toleransi. 

Berikut Hasil Wawancara dengan Bapak Saibon Selaku pengelola 

kampung moderasi beragama mengatakan bahwa :  

―Tantangan atau hambatan yang dihadapi pemerintahan kota tanjungbalai 

adanya alasan politik seringkali digunakan untuk menunggangi agama dan 

memanfaatkannya dikota tanjungbalai, hambatan ini menyebabkan 

runtuhnya kerukunan antar umat beragama yang sudah dibangun dengan 

susah payah oleh pemerintah kota Tanjungbalai.‖ 

Hasil Wawancara dengan Bapak syahrial Selaku pengelola kampung moderasi 

beragama mengatakan bahwa :  

―Tantangan dan hambatan yang diahadapi pemerintahan kota tanjungbalai 

adanya sikap fanatisme dalam berbagai agama dapat terjadi dan 

berkembang dikota tanjungbalai, ini dapat membentuk radikal oleh karena 

itu mereka berpikir bahwa ajaran yang mereka anut adalah paling benar. 

Dan mereka berpikir bahwa orang yang tidak menganut agama ajaran itu 

dianggap sesat.‖ 

Hasil wawancara dengan masyarakat terhadap tantangan atau hambatan 

mengatakan bahwa: 

―Tantangan ini menjadi paling sulit dikondisikan dan sebagain agama 

berfikir bahwa untuk tidak saling toleransi akibat memanfaatkan ajaran 

dan politik yang mereka ambil.‖ Tantangan ini berawal dari salah satu 

pihak kurang dengan ajaran yang mereka anut.‖ 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan 

atau hambatan yang dihadapi pemerintahan kota Tanjungbalai adalah  rendahnya 
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sikap toleransi umat beragama dikarenakan masih ada sikap fanatisme warga 

masyarakat Kota Tanjungbalai. Tantangan lainnya adalah potensi ketidaksetaraan 

dalam pengakuan dan perlindungan bagi semua kelompok agama dalam konteks 

kearifan lokal. Kadang-kadang, nilai-nilai lokal yang diutamakan masyarakat 

tertentu mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan 

kelompok agama minoritas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih 

mendalam dan inklusif untuk memahami kearifan lokal dalam konteks 

keseluruhan masyarakat. 

Selanjutnya, dalam konteks kearifan lokal, risiko terjadinya 

ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas perlu 

diwaspadai (Rahmayuni & Hidayat, 2020). Bila tidak dikelola dengan bijaksana, 

moderasi beragama berbasis kearifan lokal dapat memperkuat norma-norma 

patriarki atau merugikan hak-hak kelompok minoritas yang berbeda agama atau 

keyakinan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah khusus untuk 

memastikan bahwa nilai-nilai moderasi beragama juga mencakup prinsip-prinsip 

kesetaraan dan hak asasi manusia. 

Selain itu, tantangan lain adalah potensi polarisasi dalam masyarakat 

akibat moderasi beragama yang tidak seimbang atau tidak adil. Pemerintah dan 

tokoh agama perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pesan-pesan moderasi 

benar-benar mencerminkan keragaman masyarakat, dan bahwa tidak ada 

kelompok yang merasa diabaikan atau tidak diakui. Pendidikan dan kampanye 

komunikasi perlu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan 

terhadap keragaman agama (Rifandanu et al., 2022). 
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Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pemahaman mendalam 

tentang kearifan lokal dan bagaimana nilai-nilainya dapat menjadi dasar untuk 

moderasi beragama menjadi kunci. Diperlukan pendekatan yang inklusif, di mana 

partisipasi semua pihak, termasuk kelompok agama minoritas, diperhatikan dan 

dihormati. Pemerintah juga harus berperan sebagai mediator yang adil dan 

mendukung inisiatif-inisiatif yang memperkuat moderasi beragama tanpa 

diskriminatif. 

Dalam merespon tantangan dan memaksimalkan peluang moderasi 

beragama berbasis kearifan lokal, kolaborasi antarumat beragama dan partisipasi 

masyarakat secara aktif sangat penting. Penguatan lembaga-lembaga yang 

mewadahi dialog antarumat beragama, pendidikan yang mengedepankan nilai-

nilai moderasi, dan implementasi kebijakan yang mendukung kerukunan agama 

menjadi langkah-langkah strategis dalam membangun moderasi beragama yang 

berkelanjutan dan inklusif. Dengan cara ini, kearifan lokal tidak hanya menjadi 

simbol, tetapi menjadi motor penggerak bagi moderasi beragama yang mampu 

membawa masyarakat menuju pemahaman dan toleransi yang lebih baik di tengah 

perbedaan. 

C. Pembahasan 

Model Komunikasi yang digunakan  pemerintah dalam membangun 

Moderasi Beragama adalah dengan meningkatkan toleransi umat beragama 

dengan model komunikasi transaksional, yaitu komunikasi hanya dapat dipahami 

dalam konteks hubungan (relationship) di antara dua orang atau lebih. Proses 

komunikasi ini menekankan semua perilaku adalah komunikatif dan masing-
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masing pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki konten pesan yang 

dibawanya dan saling bertukar dalam transaksi. Dalam hal ini pemerintah melalui 

Kementerian Agama Kota Tanjungbalai melakukan dialog dengan  organisasi 

masyarakat dari 6 Agama yaitu dari Agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, 

Hindu, Konghucu.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketua FKUB Haji Haidir 

mengatakan bahwa : 

―Model Komunikasi pemerintahan kota Tanjungbalai dalam membangun 

moderasi  beragama adalah dengan melakukan komunikasi dan menjalin 

hubungan baik antar umat beragama, masyarakat warga kota Tanjungbalai harus 

meningkatkan toleransi dalam beragama dengan adanya komunikasi antara satu 

dengan yang lainnya. Hubungan harmonis harus dimulai dari adanya rasa saling 

pengertian dan saling menghormati. Konsep saling pengertian dan saling 

menghormati dapat dimulai dari pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi 

setiap pemeluk agama.‖ 

Pemerintah kota Tanjungbalai dalam hal ini menegaskan bahwa komitmen 

Pemerintah kota Tanjungbalai dalam membawa visi Religius atau Agamis dalam 

beberapa kegiatan sangat sakral dan sarat makna karena menunjukkan 

keharmonisan hidup berdampingan, sebagaimana disampaikan bapak walikota :  

―Membedakan semua agama itu adalah adalah Aqidah dan ibadah nya. Selain itu 

kita semua sama. Kita manusia yang bersaudara. Anak cucu Nabi Adam. Kegiatan 

ini juga menurut saya sebagai bukti bahwa imej Tanjungbalai sebagai daerah 

intoleran tidak ada lagi. Kita juga sudah meletakkan atau mendirikan berdirinya 
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tugu perdamaian, di Water Front City. Selanjutnya akan dibangun semua Rumah 

Ibadah yang berdampingan di Water Front City tersebut sebagai destinasi wisata 

religi,‖ tandasnya. hasil wawancara bersama Bapak Kabagkesra Heri Gunwan. 

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Agama, tokoh maasyarakat, Tokoh 

ulama serta  masyarakat membentuk kampong moderasi beragama dan 

membangun tugu kerukunan di depan Vihara Tri Ratna jalan Asahan. 

Hal ini dilakukan pemerintah dalam upaya menjaga kerukunan dan 

persatuan antar semua komponen masyarakat sangat diperlukan untuk 

menciptakan rasa damai dan aman dalam kehidupan bermasyarakat sangat 

penting, mengingat dalam pemilu nanti dinamika nya semakin semakin tinggi 

FKUB punya kewajiban mengajak, menyerukan umat agar menjaga kerukunan 

agar menjaga kerukunan antar kondusivitas daerah menjelang pemilu tahun 

2024. 

Peran tokoh agama sangat strategis dalam mendinginkan suasana 

(Cooling Sistem) dan dalam mencegah terjadinya perpecahan dalam kontestasi 

politik menghadapi pemilu tahun 2024 maka sosialisasi ini menjadi penting 

sebagai upaya cipta kondisi pemilu yang aman, nyaman, damai, dan demokratis, 

sebagimana wawancara dengan Tokoh FKUB kota Tanjungbalai "Saya berharap 

forum kerukunan umat beragama Kota Tanjungbalai dapat terus menatapkan 

perannya di tengah masyarakat, menjadi jembatan dan wadah dalam memelihara 

toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sehingga dapat mencegah 

terjadinya berbagai konflik sosial dalam masyarakat," katanya. "Semoga FKUB 

kota Tanjungbalai hari ini dapat membangun kinerja serta mampu 
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membangkitkan semangat kita untuk memelihara persatuan dan kesatuan 

masyarakat Kota Tanjungbalai. 

Komunikasi merupakan jembatan utama yang menghubungkan satu sama 

lain dalam kehidupan sosial. Kkomunikasi bukan hanya sebagai alat untuk 

bertukar informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa sayang, 

mempererat tali silaturahmi dan menciptakan keharmonisan dalam interaksi 

sehari-hari. Konsep komunikasi Islam memiliki prinsip dan etika yang mendasari 

bagaimana berkomunikasi secara lebih bermakna dan membawa keberkahan 

dalam kehidupan. (Tahir & Rayhaniah, 2022)  

Konsep komunikasi Islam berakar pada ajaran Alqur‘an dan Hadits yang 

merupakan dua sumber utama ajaran Islam. (Amrullah & Fanani, 2019) Alqur'an 

adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai 

petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hadits,di sisi lain, adalah ucapan, perbuatan, 

dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi contoh teladan dalam 

berkomunikas. (Rakhmawati, 2020) 

Alquran menekankan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik 

dan bijaksana (QS. An-Nahl: 125). Komunikasi Islam dilandasi oleh akhlak yang 

tinggi, menghindari ucapan yang tidak berguna, fitnah atau menyinggung (QS. 

Al-Hujurat: 11-12). Lebih dari itu, Alqur‘anjuga menganjurkan untuk 

mendengarkan baik-baik dan menjawab dengan santun (QS. Al-Baqarah: 83). 

 Kearifan lokal di kota ini mencerminkan sejarah panjang interaksi budaya, 

agama, dan tradisi yang memengaruhi perkembangan masyarakatnya. Salah satu 

aspek penting dari kearifan lokal di Tanjung Balai adalah harmoni antara berbagai 
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kelompok etnis dan agama 

Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, norma-norma, nilai-nilai, 

tradisi, dan praktik-praktik yang telah berkembang dalam suatu masyarakat 

selama berabad-abad. Ini mencakup pemahaman lokal tentang keseimbangan 

alam, hubungan antarmanusia, keyakinan spiritual, etika, dan cara-cara hidup 

yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain.Kearifan lokal dapat menjadi 

instrumen moderasi beragama karena beberapa alasan, yaitu: 

1) Inklusivitas: Kearifan lokal seringkali mencerminkan budaya dan 

kepercayaan yang inklusif terhadap perbedaan dan keragaman. Di 

dalamnya terdapat nilai-nilai saling menghormati dan menghargai 

keberagaman, sehingga dapat mempromosikan toleransi dan persaudaraan 

di antara beragam kelompok keagamaan (Rumahuru, 2021). 

2) Solusi Konflik: Kearifan lokal sering mengandung pandangan tentang 

penyelesaian konflik dan mencari keseimbangan di antara pihak-pihak 

yang berbeda. Prinsip-prinsip tersebut bisa membantu dalam mengatasi 

perbedaan agama dan mencegah konflik berkepanjangan (Islam, 2020). 

3) Relevansi Konteks: Kearifan lokal cenderung berkembang sesuai dengan 

kebutuhan dan tantangan masyarakat setempat. Oleh karena itu, 

memanfaatkan kawasan lokal dalam konteks moderasi beragama dapat 

lebih efektif dalam memecahkan masalah yang spesifik di daerah tersebut 

(Arafah, 2020). 

4) Membangun Kepercayaan: Ketika prinsip-prinsip kearifan lokal digunakan 

dalam upaya moderasi beragama, hal itu dapat membantu membangun 
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kepercayaan dan akseptansi di antara penganut agama yang berbeda. Ini 

dapat berfungsi sebagai landasan untuk membangun dialog dan kerjasama 

yang lebih konstruktif (Saumantri, 2022). 

5) Menghargai Kearifan Lain: Menggunakan kearifan lokal sebagai 

instrumen moderasi beragama menghargai dan menghormati warisan 

budaya dan spiritual suatu masyarakat (Surbakti, 2019). Hal ini bisa 

membantu menghindari konfrontasi atau penilaian negatif terhadap praktik 

keagamaan orang lain. 

Namun, penting untuk dicatat bahwa sumber-sumber kearifan lokal juga 

perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai universal. Selain itu, dalam upaya 

moderasi beragama, kita juga perlu membuka diri terhadap perspektif global dan 

menyelaraskan nilai-nilai lokal dengan aspirasi universal untuk perdamaian dan 

keadilan. 

Dalam tataran ini, untuk menginisiasi kearifan lokal sebagai instrument 

moderasi beragama dibutuhkan peran pemerintah dalam sosialisasi. Dalam hal ini, 

perlu digunakan teori difusi inovasi agar pesan-pesan moderasi melalui kearifan 

lokal dapat diinternalisasi secara merata (Rogers, 1962). Untuk melakukan 

komunikasi pembangunan agama dengan kearifan lokal sebagai instrumen, 

pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut: 

Penelitian dan Pemahaman: Pemerintah perlu melakukan penelitian 

mendalam tentang kearifan lokal yang ada di wilayah atau komunitas tertentu. 

Pemahaman yang baik tentang nilai-nilai, tradisi, dan praktik keagamaan lokal 
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akan membantu pemerintah mengenali cara terbaik untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat setempat (Abidin, 2021). 

Kolaborasi dan Konsultasi: Pemerintah harus berkolaborasi dengan tokoh-

tokoh masyarakat, pemuka agama, dan ahli kearifan lokal dalam proses 

pembangunan agama. Melalui dialog terbuka dan konsultasi, pemerintah dapat 

memahami perspektif lokal, memastikan bahwa program pembangunan agama 

menghormati dan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada (Tanjung, 

2022). 

Pendidikan dan Penyuluhan: Pemerintah dapat menggunakan media, 

seminar, dan pelatihan untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada 

masyarakat tentang pentingnya memadukan kearifan lokal dengan pembangunan 

agama (Hakim, 2018). Ini dapat membantu mengatasi kesalahpahaman dan 

meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai yang positif dalam kearifan lokal. 

Integrasi dalam Kebijakan Pembangunan: Pemerintah harus memastikan 

bahwa kebijakan pembangunan agama yang diadopsi mencerminkan nilai-nilai 

kearifan lokal dan menghormati hak-hak serta kebebasan beragama. Dengan 

mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan, pemerintah dapat memastikan 

bahwa program-program tersebut lebih relevan dan diterima dengan baik oleh 

masyarakat (Sazali et al., 2015). 

Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah harus terus memantau dan 

mengevaluasi dampak dari upaya komunikasi dengan kearifan lokal. Ini akan 

membantu dalam menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil dan 

memberikan peluang untuk perbaikan lebih lanjut (Noor, 2023). 
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1. Model komunikasi Pemerintah dalam membangun  Moderasi Beragama di 

Kota Tanjung Balai. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapanagan, pemerintah kota 

Tanjungbalai menggunakan Beberapa Model komunikasi yang efektif 

dalam membangun moderasi beragama di masyarakat kota Tanjungbalai. 

Model Komunikasi yang digunakan  pemerintah dalam membangun 

Moderasi Beragama adalah dengan meningkatkan model komunikasi 

transaksional, yaitu komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks 

hubungan (relationship) di antara dua orang atau lebih. Proses komunikasi 

ini menekankan semua perilaku adalah komunikatif dan masing-masing 

pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki konten pesan yang 

dibawanya dan saling bertukar dalam transaksi. berikut Beberapa model 

komunikasi yang digunakan: 

a. Model Pelatihan dan Penyuluhan: Pemerintah kota Tanjungbalai 

dapat menggunakan model komunikasi ini dengan fokus pada 

pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya 

moderasi beragama. Hal ini dilakukan pemerintah melalui kerjasama 

dgn Kementerian Agama dalam melaksanakan Pendidikan dan 

pelatihan yang dilaksanakan  oleh Balai Diklat Keagamaan Medan, 

selain itu dilaksanakn seminar, lokakarya  yang melibatkan pemuka 

agama, tokoh masyarakat, dan akademisi. 

b. Model Kemitraan dengan Pemuka Agama: Pemerintah kota 

Tanjungbalai dapat menjalin kemitraan dengan pemuka agama dan 
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lembaga keagamaan untuk membangun moderasi beragama di 

masyarakat. Dalam model komunikasi ini, pemerintah dapat bekerja 

sama dengan pemuka agama untuk menyampaikan pesan-pesan 

moderasi beragama kepada umat melalui khutbah, ceramah, dan 

program-program keagamaan lainnya. Dalam  

c. Model Media dan Teknologi Informasi: Pemerintah kota 

Tanjungbalai dapat memanfaatkan media massa, media sosial, dan 

teknologi informasi untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi 

beragama kepada masyarakat. Dalam model komunikasi ini, 

pemerintah dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi modern 

untuk menyebarkan konten-konten yang mendukung moderasi 

beragama, seperti video, infografis, artikel.  

d. Model Dialog dan Diskusi Publik: Pemerintah kota Tanjungbalai 

dapat mengadakan forum-forum dialog dan diskusi publik yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, 

pemuda, perempuan, akademisi, dan masyarakat umum. Model 

komunikasi ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide, 

pemahaman, dan pendapat yang konstruktif untuk membangun 

kesepahaman dan moderasi beragama. 

e. Model Penanganan Konflik: Pemerintah kota Tanjungbalai juga perlu 

memiliki model komunikasi khusus untuk menangani konflik yang 

berkaitan dengan perbedaan agama. Dalam model ini, pemerintah 
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dapat berperan sebagai mediator yang objektif dan adil, serta 

menggunakan  

f. Integrasi dalam Kebijakan Pembangunan: Pemerintah harus 

memastikan bahwa kebijakan pembangunan agama yang diadopsi 

mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan menghormati hak-hak 

serta kebebasan beragama. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal 

dalam kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa program-

program tersebut lebih relevan dan diterima dengan baik oleh 

masyarakat (Sazali et al., 2015). 

g. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah harus terus memantau dan 

mengevaluasi dampak dari upaya komunikasi dengan kearifan lokal. 

Ini akan membantu dalam menilai efektivitas langkah-langkah yang 

diambil dan memberikan peluang untuk perbaikan lebih lanjut (Noor, 

2023). 

Penerapan model-model komunikasi di atas harus didukung oleh 

komitmen kuat dari pemerintah kota Tanjungbalai, kolaborasi antarinstansi 

pemerintah dan lembaga masyarakat, serta pendekatan yang inklusif dan 

menghormati keberagaman agama di masyarakat. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Haji Haidir  (Keua FKUB) mengatakan bahwa : 

―Model Komunikasi pemerintahan kota Tanjung Balai dalam 

membangun moderasi  beragama adalah dengan melakukan komunikasi 

dan menjalin hubungan baik antar umat beragama, masyarakat warga kota 

Tanjung Balai harus meningkatkan toleransi dalam beragama dengan 



185 
 

 
 

adanya komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Hubungan harmonis 

harus dimulai dari adanya rasa saling pengertian dan saling menghormati. 

Konsep saling pengertian dan saling menghormati dapat dimulai dari 

pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi setiap pemeluk agama.‖ 

Pemerintah kota Tanjung Balai dalam hal ini menegaskan bahwa 

komitmen Pemerintah kota Tanjungbalai dalam membawa visi Religius 

atau Agamis dalam beberapa kegiatan sangat sakral dan sarat makna 

karena menunjukkan keharmonisan hidup berdampingan, sebagaimana 

disampaikan Bapak Walikota:  ―Membedakan semua agama itu adalah 

adalah Aqidah dan ibadah nya. Selain itu kita semua sama. Kita manusia 

yang bersaudara. Anak cucu Nabi Adam. Kegiatan ini juga menurut saya 

sebagai bukti bahwa imej Tanjungbalai sebagai daerah intoleran tidak ada 

lagi. Kita juga sudah meletakkan atau mendirikan berdirinya tugu 

perdamaian, di Water Front City. Selanjutnya akan dibangun semua 

Rumah Ibadah yang berdampingan di Water Front City tersebut sebagai 

destinasi wisata religi,‖ tandasnya. hasil wawancara bersama Bapak 

Kabagkesra Heri Gunwan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian 

Agama, tokoh maasyarakat, Tokoh ulama serta  masyarakat membentuk 

kampong moderasi beragama dan membangun tugu kerukunan di depan 

Vihara Tri Ratna jalan Asahan. 

2. Penanaman konsep moderasi beragama melalui kearifan lokal masyarakat  

Kota Tanjung Balai. 
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Penanaman konsep moderasi beragama melalui kearifan lokal suatu 

masyarakat bukanlah hal yang mudah di kota Tanjungbalai. hal ini 

dikarenakan karakter masyarakat Melayu yang dimiliki masyarakat kota 

Tanjungbalai sulit unruk menerima hal baru. Namun pemerintah 

melakukan Beberapa langkah pendekatan kepada masyarakat dalam 

menanamkan konsep moderasi  beragama bagi masyarakat, sebagai 

berikut:     

a. Meningkatkan pemahaman tentang kearifan lokal: Langkah 

pertama adalah memahami kearifan lokal yang ada di Kota 

Tanjung Balai. Ini melibatkan studi mendalam tentang budaya, 

tradisi, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Melalui pemahaman 

yang mendalam tentang kearifan lokal, Anda dapat menentukan 

cara terbaik untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama. 

Pemahaman yang baik tentang nilai-nilai, tradisi, dan praktik 

keagamaan lokal akan membantu pemerintah mengenali cara 

terbaik untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat (Abidin, 

2021). 

b. Kolaborasi dengan tokoh agama dan pemimpin masyarakat: 

Membangun kemitraan dengan tokoh agama dan pemimpin 

masyarakat setempat sangat penting. Mereka memiliki pengaruh 

yang besar dalam komunitas dan dapat membantu dalam 

menyebarkan konsep moderasi beragama. Libatkan mereka dalam 
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diskusi, seminar, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk 

mempromosikan dialog antaragama dan toleransi. 

c. Pendidikan dan pelatihan: Sediakan program pendidikan dan 

pelatihan yang fokus pada moderasi beragama. Ini dapat 

melibatkan penyediaan bahan ajar yang relevan, seperti buku, 

brosur, atau materi audiovisual, yang menyoroti nilai-nilai 

moderasi dan pentingnya menghormati perbedaan agama. Selain 

itu, lakukan pelatihan bagi guru, pemuka agama, dan pemimpin 

masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang 

moderasi beragama dan bagaimana mengajarkannya kepada orang 

lain. Pemerintah dapat menggunakan media, seminar, dan pelatihan 

untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat 

tentang pentingnya memadukan kearifan lokal dengan 

pembangunan agama (Hakim, 2018).  

d. Menyelenggarakan kegiatan lintas agama: Adakan kegiatan yang 

melibatkan berbagai komunitas agama. Misalnya, pertemuan 

antaragama, dialog agama, kunjungan ke tempat-tempat ibadah, 

atau kegiatan sosial bersama. Tujuannya adalah untuk membangun 

pemahaman, saling menghormati, dan kerja sama antara anggota 

berbagai agama. Dalam hal ini pemerintah berkolaborasi dengan 

tokoh Agama, tokoh masyarakat, akademisi, ormas, membangun 

kampung moderasi beragama di Kota Tanjungbalai. 
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e. Menggunakan media sosial dan teknologi informasi: Manfaatkan 

media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan 

moderasi beragama yang disampaikan dengan karakter keraifan 

lokal yang ada, sehingga pesan dapat dengan mudah difahami. 

f. Pembentukan lembaga atau forum interagama: Bantu dalam 

pembentukan lembaga atau forum yang mewadahi dialog dan kerja 

sama antaragama di Kota Tanjung Balai. Lembaga semacam ini 

dapat menjadi tempat untuk berbagi pemikiran, mengatasi 

perbedaan, dan mempromosikan moderasi beragama secara terus-

menerus. Keikutsertaan Lembaga adat seperti Majelis Adat Budaya 

Melayu kota Tanjungbalai.   

g. Penghargaan dan pengakuan: Apresiasi para tokoh agama, 

pemimpin masyarakat, dan individu yang berperan aktif dalam 

mempromosikan moderasi beragama. Berikan penghargaan kepada 

mereka yang telah berkontribusi dalam membangun kerukunan 

antaragama dan mendorong moderasi beragama di Kota Tanjung 

Balai. 

Penting untuk diingat bahwa penanaman konsep moderasi beragama 

membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Proses ini harus 

dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif dari semua 

pihak yang terlibat dalam masyarakat Kota Tanjung Balai. 
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Di Kota Tanjung Balai, terdapat beberapa contoh kearifan lokal 

yang dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam moderasi beragama. 

Berikut adalah beberapa contoh kearifan lokal yang relevan: 

1) Adat Istiadat yang Menghormati Perbedaan: Masyarakat di Kota 

Tanjung Balai memiliki adat istiadat yang mengajarkan 

penghormatan terhadap perbedaan agama. Misalnya, dalam 

merayakan perayaan agama tertentu, masyarakat sering saling 

mengunjungi dan memberikan ucapan selamat kepada tetangga 

atau teman seagama maupun berbeda agama. Ini mencerminkan 

sikap saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan 

keyakinan. 

2) Gotong Royong Lintas Agama: Kearifan lokal yang kuat dalam 

masyarakat Tanjung Balai adalah semangat gotong royong. 

Masyarakat berbagai agama sering bekerja sama dalam kegiatan 

gotong royong untuk kepentingan bersama, seperti membangun 

tempat ibadah, membersihkan lingkungan, atau mengadakan 

kegiatan sosial. Semangat gotong royong ini mencerminkan 

kerjasama dan persatuan di antara masyarakat beragama. 

3) Adanya Dialog Antaragama: Masyarakat Tanjung Balai memiliki 

tradisi dialog antaragama sebagai sarana untuk memperkuat 

pemahaman dan kerukunan antaragama. Dialog ini dilakukan 

melalui pertemuan rutin atau acara khusus yang melibatkan 

pemuka agama dari berbagai denominasi. Dalam dialog ini, mereka 
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berbagi pemahaman agama, menyoroti persamaan, dan 

menghormati perbedaan agama. 

4) Keterlibatan Pemuka Agama dalam Kehidupan Masyarakat: 

Pemuka agama, seperti guru agama, ulama, pendeta, dan biksu, 

memiliki peran yang penting dalam masyarakat Tanjung Balai. 

Mereka tidak hanya mengurus kegiatan keagamaan, tetapi juga 

terlibat dalam masalah sosial dan kesejahteraan umum. Melalui 

keterlibatan aktif mereka, pemuka agama membantu membangun 

kesadaran akan pentingnya moderasi beragama dan mendorong 

toleransi di antara umat beragama. 

5) Warisan Budaya yang Memperkuat Kerukunan: Kota Tanjung 

Balai kaya akan warisan budaya yang melibatkan masyarakat dari 

berbagai agama. Misalnya, ada festival budaya atau perayaan yang 

melibatkan pertunjukan seni, musik, tarian, dan kuliner dari 

berbagai tradisi agama. Ini menciptakan kesempatan bagi 

masyarakat untuk saling mengenal, menghargai, dan memperkuat 

kerukunan antaragama melalui apresiasi terhadap keragaman 

budaya. 

Menghargai dan memanfaatkan kearifan lokal yang ada dalam 

masyarakat Tanjung Balai dapat menjadi fondasi yang kuat dalam 

mempromosikan moderasi beragama. Dengan memperkuat nilai-

nilai ini dan mengintegrasikannya dalam pendekatan moderasi 
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beragama, masyarakat dapat membangun kerukunan, saling 

menghormati, dan memperkuat toleransi di antara umat beragama. 

Kearifan lokal di kota ini mencerminkan sejarah panjang 

interaksi budaya, agama, dan tradisi yang memengaruhi 

perkembangan masyarakatnya. Salah satu aspek penting dari 

kearifan lokal di Tanjung Balai adalah harmoni antara berbagai 

kelompok etnis dan agama. Kearifan lokal merujuk pada 

pengetahuan, norma-norma, nilai-nilai, tradisi, dan praktik-praktik 

yang telah berkembang dalam suatu masyarakat selama berabad-

abad. Ini mencakup pemahaman lokal tentang keseimbangan alam, 

hubungan antarmanusia, keyakinan spiritual, etika, dan cara-cara 

hidup yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Kearifan lokal 

dapat menjadi instrumen moderasi beragama karena beberapa 

alasan, yaitu: 

6) Inklusivitas: Kearifan lokal seringkali mencerminkan budaya dan 

kepercayaan yang inklusif terhadap perbedaan dan keragaman. Di 

dalamnya terdapat nilai-nilai saling menghormati dan menghargai 

keberagaman, sehingga dapat mempromosikan toleransi dan 

persaudaraan di antara beragam kelompok keagamaan (Rumahuru, 

2021). 

7) Solusi Konflik: Kearifan lokal sering mengandung pandangan 

tentang penyelesaian konflik dan mencari keseimbangan di antara 

pihak-pihak yang berbeda. Prinsip-prinsip tersebut bisa membantu 
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dalam mengatasi perbedaan agama dan mencegah konflik 

berkepanjangan (Islam, 2020). 

8) Relevansi Konteks: Kearifan lokal cenderung berkembang sesuai 

dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat setempat. Oleh karena 

itu, memanfaatkan kawasan lokal dalam konteks moderasi 

beragama dapat lebih efektif dalam memecahkan masalah yang 

spesifik di daerah tersebut (Arafah, 2020). 

9) Membangun Kepercayaan: Ketika prinsip-prinsip kearifan lokal 

digunakan dalam upaya moderasi beragama, hal itu dapat 

membantu membangun kepercayaan dan akseptansi di antara 

penganut agama yang berbeda. Ini dapat berfungsi sebagai 

landasan untuk membangun dialog dan kerjasama yang lebih 

konstruktif (Saumantri, 2022). 

10) Menghargai Kearifan Lain: Menggunakan kearifan lokal sebagai 

instrumen moderasi beragama menghargai dan menghormati 

warisan budaya dan spiritual suatu masyarakat (Surbakti, 2019). 

Hal ini bisa membantu menghindari konfrontasi atau penilaian 

negatif terhadap praktik keagamaan orang lain. 

Namun, penting untuk dicatat bahwa sumber-sumber kearifan 

lokal juga perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai 

universal. Selain itu, dalam upaya moderasi beragama, kita juga perlu 
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membuka diri terhadap perspektif global dan menyelaraskan nilai-nilai 

lokal dengan aspirasi universal untuk perdamaian dan keadilan. 

Dalam tataran ini, untuk menginisiasi kearifan lokal sebagai 

instrument moderasi beragama dibutuhkan peran pemerintah dalam 

sosialisasi. Dalam hal ini, perlu digunakan teori difusi inovasi agar 

pesan-pesan moderasi melalui kearifan lokal dapat diinternalisasi secara 

merata (Rogers, 1962). Untuk melakukan komunikasi pembangunan 

agama dengan kearifan lokal sebagai instrumen, pemerintah dapat 

mengambil langkah-langkah berikut: 

3. Peluang dan tantangan Pemerintah  dalam menanamkan konsep Moderasi 

Beragama berbasis kearifan lokal di Kota Tanjung Balai. 

Dalam menanamkan konsep Moderasi Beragama berbasis 

kearifan lokal di Kota Tanjung Balai, Pemerintah akan menghadapi 

sejumlah peluang dan tantangan. Berikut adalah beberapa di antaranya: 

a. Peluang: 

1) Keanekaragaman Agama: Kota Tanjung Balai memiliki 

keragaman agama yang signifikan. Hal ini dapat menjadi 

peluang bagi Pemerintah untuk memperkuat dialog antarumat 

beragama dan mempromosikan toleransi serta pengertian 

antaragama. 

2) Kearifan Lokal yang Kaya: Kota Tanjung Balai memiliki 

warisan budaya dan tradisi yang kaya serta nilai-nilai kearifan 

lokal. Pemerintah dapat memanfaatkan hal ini untuk 
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memperkaya konsep Moderasi Beragama dengan memasukkan 

elemen-elemen kearifan lokal dalam pendekatan dan kegiatan 

yang dilakukan. 

3) Partisipasi Masyarakat: Masyarakat Kota Tanjung Balai aktif 

dalam kegiatan keagamaan dan memiliki keterlibatan yang kuat 

dalam urusan agama. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat 

secara aktif dalam merancang dan melaksanakan program-

program Moderasi Beragama, sehingga mendapatkan dukungan 

dan keterlibatan yang lebih luas. 

b. Tantangan: 

1) Perbedaan Interpretasi Agama: Tantangan utama yang dihadapi 

Pemerintah adalah perbedaan interpretasi agama yang ada di 

masyarakat. Pandangan dan keyakinan yang berbeda-beda dapat 

menyulitkan upaya mencapai kesepakatan tentang apa yang 

dimaksud dengan Moderasi Beragama dan bagaimana 

menerapkannya secara efektif. 

2) Konflik dan Ketegangan: Kota Tanjung Balai pernah mengalami 

konflik antaragama di masa lalu. Tantangan bagi Pemerintah 

adalah mengelola ketegangan yang ada dan membangun 

kepercayaan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda 

agar tercipta lingkungan yang harmonis. 

3) Kesadaran dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya Moderasi Beragama dan memperkuat 
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pemahaman mereka mengenai konsep tersebut memerlukan 

upaya pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Pemerintah 

perlu mengembangkan program-program edukatif yang efektif 

untuk mencapai tujuan ini. 

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah dapat mengambil 

langkah-langkah seperti: 

a) Mendorong dialog antaragama dan dialog antarkelompok 

masyarakat untuk memperkuat pemahaman dan toleransi. 

b) Melibatkan pemimpin agama dan tokoh masyarakat dalam 

upaya menjalankan program Moderasi Beragama. 

c) Mengadakan kegiatan yang mempromosikan kerjasama dan 

pemahaman antaragama, seperti seminar, lokakarya, atau 

festival keagamaan. 

d) Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pendekatan 

Moderasi Beragama. 

e) Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan informasi 

mengenai Moderasi Beragama, baik melalui program formal 

maupun nonformal. 

Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama antara 

Pemerintah, pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan serta 

organisasi sosial akan menjadi kunci keberhasilan dalam menanamkan konsep 

Moderasi Beragama berbasis kearifan lokal di Kota Tanjung Balai. 

Peran tokoh agama sangat strategis dalam mendinginkan suasana 
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(Cooling Sistem) dan dalam mencegah terjadinya perpecahan dalam kontestasi 

politik menghadapi pemilu tahun 2024 maka sosialisasi ini menjadi penting 

sebagai upaya cipta kondisi pemilu yang aman, nyaman, damai, dan demokratis, 

sebagimana wawancara dengan Tokoh FKUB kota Tanjungbalai "Saya berharap 

forum kerukunan umat beragama Kota Tanjungbalai dapat terus menatapkan 

perannya di tengah masyarakat, menjadi jembatan dan wadah dalam memelihara 

toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sehingga dapat mencegah 

terjadinya berbagai konflik sosial dalam masyarakat," katanya. "Semoga FKUB 

kota Tanjungbalai hari ini dapat membangun kinerja serta mampu 

membangkitkan semangat kita untuk memelihara persatuan dan kesatuan 

masyarakat Kota Tanjungbalai. 

Komunikasi merupakan jembatan utama yang menghubungkan satu sama 

lain dalam kehidupan sosial. Komunikasi bukan hanya sebagai alat untuk bertukar 

informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa sayang, 

mempererat tali silaturahmi dan menciptakan keharmonisan dalam interaksi 

sehari-hari. Konsep komunikasi Islam memiliki prinsip dan etika yang mendasari 

bagaimana berkomunikasi secara lebih bermakna dan membawa keberkahan 

dalam kehidupan (Tahir & Rayhaniah, 2022). 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pemerintahan yang dalam tataran ini Pemko Tan jung Balai memegang 

peran sentral. Dalam tataran ini penulis menarik beberapa kesimpulan di 

antaranya: 

1. Model komunikasi pembangunan Pemko Tanjung Balai dalam 

membangun moderasi beragama berbasis kearifan lokal di Kota 

Tanjung Balai terlihat melalui pendekatan yang inklusif dan 

partisipatif. Pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat melalui 

berbagai saluran, termasuk media sosial dan acara adat, untuk 

menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama. Melalui dialog 

terbuka dan kerjasama dengan tokoh agama serta kelompok 

masyarakat, Pemko Tanjung Balai menciptakan lingkungan 

komunikasi yang mendukung pembangunan moderasi beragama secara 

bersama-sama. 

2. Kearifan lokal di Kota Tanjung Balai menjadi instrumen moderasi 

beragama melalui nilai-nilai dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh 

masyarakat setempat. Pemerintah dapat memanfaatkan kearifan lokal 

sebagai landasan untuk menyusun pesan-pesan moderasi yang bersifat 

kontekstual dan relevan. Nilai-nilai seperti gotong-royong, saling 

menghormati, dan kerukunan dapat diintegrasikan dalam program 
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pembangunan untuk membentuk pemahaman yang lebih dalam tentang 

moderasi beragama yang berakar pada kearifan lokal. 

3. Peluang komunikasi Pemko Tanjung Balai terletak pada kemampuan 

mereka untuk membangun kemitraan dengan masyarakat dan menjalin 

komunikasi yang inklusif. Melalui partisipasi aktif masyarakat, Pemko 

memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan yang luas dalam 

implementasi moderasi beragama. Namun, tantangan mungkin muncul 

dalam mengatasi perbedaan pandangan dan kepentingan di kalangan 

masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, Pemko perlu memastikan 

bahwa setiap pesan yang disampaikan mencerminkan keberagaman 

dan keadilan agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. 

B. Saran 

Dalam memperkuat model komunikasi Pemerintah Kota Tanjung Balai 

untuk membangun moderasi beragama berbasis nilai kearifan lokal, sejumlah 

saran konstruktif dapat diusulkan: 

1. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Fokus pada upaya 

edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya moderasi beragama dan nilai-nilai kearifan lokal. 

Dengan menyelenggarakan workshop, seminar, dan program edukatif 

lainnya, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki 

pemahaman yang lebih mendalam tentang betapa pentingnya moderasi 

beragama dalam konteks kearifan lokal. 
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2. Penguatan Keterlibatan Masyarakat: Aktif melibatkan masyarakat 

dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program 

moderasi beragama. Pemerintah dapat membentuk forum-forum dialog 

terstruktur dan kelompok-kelompok kerja yang melibatkan berbagai 

pihak, seperti tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan perwakilan 

kelompok etnis. Ini dapat menciptakan rasa kepemilikan masyarakat 

terhadap inisiatif moderasi beragama. 

3. Memanfaatkan Teknologi dan Media Sosial: Pemerintah dapat 

memanfaatkan lebih efektif teknologi dan media sosial sebagai alat 

komunikasi. Dengan menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama 

secara kreatif dan informatif melalui platform digital, pemerintah dapat 

lebih mudah mencapai berbagai kelompok masyarakat. Keterlibatan 

yang aktif di media sosial juga dapat membangun interaksi dua arah, 

memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik dan 

berpartisipasi lebih aktif dalam dialog. 

4. Pendekatan Sensitif Kebudayaan: Penting untuk mengadopsi 

pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap keberagaman budaya 

dan agama di Kota Tanjung Balai. Pesan-pesan moderasi beragama 

perlu dirancang dengan mempertimbangkan perbedaan budaya dan 

agama, sehingga dapat meresap dengan baik dan diterima oleh 

berbagai kelompok masyarakat. 

5. Pemantauan dan Evaluasi Rutin: Selalu melakukan pemantauan dan 

evaluasi rutin terhadap efektivitas model komunikasi. Dengan 



 
 

200 

 

memahami respons dan kebutuhan masyarakat secara kontinyu, 

pemerintah dapat menyesuaikan strategi komunikasi mereka agar tetap 

relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. 

Dengan menerapkan saran-saran konstruktif ini, Pemerintah Kota Tanjung 

Balai dapat memperkuat model komunikasinya dalam membangun moderasi 

beragama, menjadikannya lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai 

kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 
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